
MEMUTUSKAN ... 

l. Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 rentang Penataan 

Ruang (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4 725); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4833); 

bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 21 ayat (I) 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pcnataan 

Ruang dan kctcntuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional, pcrlu mcnetapkan Pcraturan 

Prcsiden tentang Rencana Tata Ruang Kepu1auan Nusa 

Tenggara; 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLfK l:IDONESIA 

NOMOR 56 TAHUN 2014 

TE!\TANG 

RE:NCANA TATA RUANO KEPULAUAN NUSA TE!\GGARA 

PRESIOEN 
REPUBL.IK INOONESIA 

Mengingat 

Menimbang 



6. Koridor •. 

Pasal I 
Dalam Peraturan Presidcn mi yang dimaksud dengan: 

l. Rencana Tata Ruang \\'iloyah Nasional \'anR selanjutnya diamgkat RTRWN 

actalAh aruhan kebijakan du.n strategi pcmanfuatan ruang \\iloyah negara. 

2. Rencanu Tatu Ruang Kepulauan adalah rcncana rinci yang disusun 

Scbagni penjabaran dan perangkat operasionnl dari RTRWN. 
3. Kepulauan Nusa Tcnggara adalah kesatuan fungsional wilayah geografis 

dan ckosistem yang mencakup wilayah durat, laut dan udara termasuk 
ruang ch dalam burnt yung rnelipuu seluruh witayah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan Provlmu Nusa Tcngguru Timur rncnurut undang 

undang pembentukannya 
4 Kawasan Lmdung adalah wilayah yang ditctapkan dengan fungsi utama 

mcllndungi kclcstarian hngkungan hidup yang mencakup sumbcr daya 

alam do.ii sumbcr daya buntun. 
5. Kawasan Budi Daya adalah wrlayah yang dhctapkan dengan fungsi utama 

unlUk dibudrdeyakan utt\s dasar kondisi d,ln potensi sumbcr daya alam, 
sumber daya manusra, dan sumber daya buutan. 

l:3agJan Kesatu 
Pengertian 

BAB I 
Kl,TENTUAN UMUM 

Menctapkan . Pl::RATURAN PRESIDl::N TENTANG RENCANA TATA RI.IANG 

KEPULAUAN NUSA TENGGARA 

MEMUTUSKA"I: 
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13. Pelabuhan . 

6. Koridor Ekosistcm ,-.mg dalam RTR\\'N discbut ~bagru Kawasan Koridor 

bag, Jonis Satwa Jiau Biota Laut yang Dilindung1 .. dwah wilayah yang 

merupakan bagian dan Kaw.asan Lindung dan / atou Kawasan Budl Daya 

yang berfungsi s•:-b.tgai alur migrasi satwa ntau biota taut, yang 

rnenghubungkun unturkawasnn konservasi 

7 Kawasan Andafun udalah bagian dari Kawasan B\ld1 Daya, baik di ruang 

darat maupun runng lout yang pengembangannva diarahkan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di 

sekitamya. 

8 Kawasan Pcrkotaan adalah witeyah yang mcmpunyni kegiaran utama 

bukan pertanian dengun susunan fungsi kawasnn scbagai tempat 

permukiman pcrkorann. pcrnusatan dan distribusl pelayanan jasa 

pemeriruahan. pclayanan sosial, dan kegiatan ckonomi 

9. Kawasan Perbatasan udulah bagian dari ,i.·ilayah negara vang terlctak 

pada siai dalam sc:p,.lnjang batas wilayah lndontsin d.:ngan negara lain. 

dalam hal batas \\.ilayah uegara di darat, Kawa,an Perbatasan berada di 

kecamatan. 
10. Pusat Kcgi.atan Nasional yang selanjutnva drsmgkut PKN adalah Kawa san 

Perkotaan yang bcrtungsi untuk mclayani kcgtotan skala internasional, 

nestonat, atau bcbcrupa provinsr. 

11. Pusat Kcgiatan Wilayah yang sclanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan 

Pcrkotaan yang berfungi1l untuk melayani kcguunn skala pro\11ns1 atau 

beberapa kabupatcn/ kola 

12. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanJUtnya dismgkat PKSN 

odalah Kawasan Ptrkou,an yang ditetapkun untuk mendorong 

pengem bangan Kawnsan Perbaiasan. 
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18. Wilayah 

13. Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagar Pelabuhan 
lntcrnasional Hub dan Pclabuhan Internasaonal adalah pclabuhan yang 
rungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan 
tnternastonal, alih muat angkutart laut dalam negeri dan intemasional 
dalrun jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkaua.n 
pclayanan antarprovinsi. 

14. Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTRWN disebut scbagai Pclabuhan 
Nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 
angkutan taut dalrun negen, alih muat angkutan laut daJam ncgcri dalam 
jumlah menengah, dan sebagai tcmpat asal rujuan pcnumpang dan/acau 
barang, serta ang_kut.an penycbcrangan dcngan jangkauan pelayanan 
antarprovinsi. 

15. Bandar Udara Pengumpul dcngan Skala Pelayanan Sekunder yang dalam 
RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan 
Sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana 
penunjang pelayanan PK~ yang mclayani penumpang dengan jumlab 
lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (saru juta] clan lebih kecil 
dari 5.000.000 (limajuta) orang per tahun 

16. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam 
RTRV1/N drsebut sebagai Bandar Udara Pusat Pcnyebaran Skala Pelayanan 

'Tcr sier adalah bandar udara yang rnerupakan salah saru prasarana 
penunjang petayanan PKN dan PK\V terdekat yang melayaru penumpang 
dcngan jumlah lebih besar dari atau sarna dengan 500.000 (lima raws 

ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 [satu juta) orang per rehun. 
17. Alur Laut Kcpulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKJ adalah 

alur taut yang ditetapkan sebagai aJur untuk pelaksanaan hak lintas alur 
taut kepulauan berdasarkan konvensi hukl.lm taut inremasionat. 
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Bagian .. 

18. Wdayah Pesisir adalah daerah pera!.ihan antara ekosistem darat dan 

ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dart di taut, 

19. Pulau Kccil adalah pulau dcngan luas lcbth kecil atau sama dengan 2.000 
kml [dua ribu kilometer pcrsegi) beserta kesaruan ckosistcmnya 

20. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau 
pulau kecil yang memiliki tiuk-tiuk dasar koordinat geografis yang 
menghubungkan garis pangkal taut kepulauan scsuai dcngan hukum 
iruernasional dan nasional. 

21. Wtlayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kcsatuan wilayah 
pengelolaan surnbcr daya air dalam saru atau lebih daerah aliran sungai 
dan/atau Po lau Kecil yang luasnya kurang dan atau sama dengan 2.000 
Kma (dua ribu kilometer persegi]. 

22. Daerah Aliran Sunga, yang selanjutnya disingkat DAS adalab suatu 
wilayah claratan yang merupakan satu kcsatuan dengan sungai dan 
enak-anak sungainya, yang berfungsi mcnampung. menyimpan, dan 
mengalirkan air yang berasal dan curah hujan ke danau atau kc taut 
secara alami, yang batas di darat mcrupakan pemisah topografis dan 
batas di taut sarnpai dengan daerah pcrairan yang masih terpcngarub 
akti.fitas daratan. 

23. Pcmerintab Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Prcsiden 
Republik tndonesia yang mcmcgang kekuasaan pemerinta.han Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

24 Pemerintah Daerah adalah gubemur, bupati arau walikota. dan perangkat 
daerah ,;ebagai unsur penyelenggara pemerintahan dacrah di Kepulauan 
Nusa Tenggara. 

25. Mcnteri adalah menteri yang mcnyclcnggarakan urusan pernerintahan 
dalam bidang penataan ruang. 
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Pasal 4 

Pasal 3 

Pl Rencana Tata Ruang Kepulauan rcusa Tcnggaro berperan sebager 

perangkat operasional dari RTRWK serta aJat koordmas1 dan einkronisasi 

program pembangunun wilayah Kepulauan Nu•a Tengpra. 
(2) Rcncana Tata Ruang Kcpulauan Nusa Tenggara udok dapat digunakan 

sebagai dasar pcmbcrio.n izin pemanfaatan ruang. 

Bagian Ketiga 
Peran dan Fungti Reneonc Tata Ruang KepulauC1n Nuec Tengga.ro. 

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi: 

n. peran dan Jungar Rencana Tata Ruang Kepulauan Nuaa Tenggara; 
b. rujuan, kebijakan, clan strategr penataan ruang Kepulauan Nusa 

Tenggara, 
c, rencana stru.ktur ruong dan pola ruang KepuJauan Nusa Tenggara; 

d. strategi operasionalisas! pcrwujudan struktur ruang dan pola ruang 

Keputauan Nusa Tcnggttra; 

e. arahan pernenfaaten ruang Kepulauan Nusa Tenggarn: 

(, arahan pengcndalia.n pemanfaatan ruang Kepulauan ~usa Tenggara: 

g. kocrdinasl den pcngawasan: dan 

h. peran masyaraknt dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan 

Nusa Tenggara. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Lingkup Pcngaturan 
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c. pusa1 ... 

Penataan ruang Kcpulauan Nusa Tcnggara bertujuan untuk mewujudkan: 

a. ketersediaan air sepanjang tahun dan ketestanan ckosistcm kepulauan 

yang mendukung kcgiatan pcngembangan wilayah secara berkelanjutan: 

b. lumbung tcrnak nasronal; 

Pasal 5 

Bagtan Kesa tu 

Tuiuen Penataan Ruang Kcpulauan Nusa Tenggara 

BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI 

PENATAAN RUANG KEPULAUAN NUSA TENGCARA 

a. penyusunan rencana pernbangunan dr KcpuJauan xusa Tcnggara; 

b. perwujuda.n keterpaduan, kererkaitan, dan keseimbangan perkembangan 

anrarwilayah prcvinsi dan kabupatenj'kota, serta keserasian antarsektor 

di Kepulauan Nusa Tenggara; 

c. pcmanfaatan ruang dan pcngendalian pcmanfaatan ruang di KepuJauan 

Nusa Tenggara; 

d. pencntuan lokasl dan fungsi ruang untuk investasi di Kepulauan Nusa 

Tenggara; dan 

e, penataan ruang wilayah provins.i clan kabupaten/kota di Kepulauan Nusa 

Tenggara. 

Pasal 4 

Rcncana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara berfungsi scbagai pcdoman 

untuk 
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{2J Strategi ... 

kawaaan rawan bcncana. 

pengembangan wilayah secara berkelanjuran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a meliputi: 
a. pelestarian kawasan berfu ngai hndung yang bcrvegetasr butan tctap 

paling sediklt 30"A. (tiga puluh persen) dari luas daratan Kcpulauan 
Nus.a Tenggara scsuai dcngan kondisi ckosrsternnya dan pelestarian 
kawaaan keanekaragaman hayati kclautan dunia.; 

b. pengernbangan da.n pemc:liharaan prasarana konscrvasi sumber daya 

air untuk mempertahankan daya tampung rur sehingga berfungsi 
sebagai pemasok air baku: 

c. pcngcmbangan prasarana pcnyediaan dan pemanfaatan air baku 

dcngan pcmanfaatan tcknologi; dan 
d. pengendalian pcrkembangan kawasan permukiman perkctaan dan 

kawasan budi daya tcrbangun pada Wilayah Pcsisir, PuJau Kecil. dan 

kegiatan mendukung yang kepulauan ekosistem kelestarian 

Pasal 6 

fl) Kebijakan unruk mewujudkan ketersediaan air sepanjang tahun dan 

Bagian Kedua 
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kepulauan Nusa Tenggara 

c. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis panwisara, penkanan dan 

kelauran, horukulrura dan pcrkebunan, pcrtenian ta.naman pangan, 

kehutanan, pertarnbangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang 

berdaya saing dengan prinsip bcrkclanjutan: dan 
d. Kawasan Pcrbatasan scbagai beranda depan negara dan pintu gerbang 

internaslonal yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara 
Australta. 
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a. mengembangka.n ... 

(2) Strategi untuk pelestarian kawasan berfungsi lmdung yang bervegetasi 
hutan tetap paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas da.atan 
Kepulauan Nusa Tenggara sesuai dengan kcndisi ekosistemnya dan 
pclestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. mempertahankan dan merchabilitast kawasan hutan lindung. 

kawasan resapan air, sungai, danau, dan waduk; 
b. mernpertahankan luasan dan merehabilitasi k.awasan suaka a1am 

dan pelestarian aJam yang memiliki keanekaragaman hayab unggi; 
c. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama 

di Pulau Kecil; 

d. mengendalikan kcgiatan bud! daya yang berpotens, mcngganggu 
fungsi kawasan berfungsi lindung; 

e. melestarikan kawasa.n konservasi perairan serta mengembangkan 
praaararta pcnanda pada kawasan konservasi perairan; 

f. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut di 
wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle}; 

g. merehabilitasi kawasan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu 
Karang yang telah mengalami dcgradasi; 

h. mengendalikan kegiatan budi daya laut yang mengancam habitat 
keanekaragaman hayati Iaur; dan 

1. mc:nccgah pcngernbangan pelabuhan dan/atau alur pelayaran yang 
berpotcnsi mengganggu fungsi Kawasan Lmdung dan ekosistem 
pesisir. 

(3) Strategi untuk pengcmbangan dan pemetiharaan prasarana konservasi 

sumber daya air unruk mempertahankan daya tampung air sebingga 
berfungsi sebagai pemasok ru.r baku sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf b meliputi: 
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b. mengcnda..1ikan ... 

a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya 

untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi 
sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotean dan Kewasan 
Andalan; 

b. mengembangkan dan memelihara bendung scbagai pcmasok air 
baku bagi Kawasan AndaJan; dan 

c. mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi 
kebumhan air baku pada kawasan pcrtanian. 

(4t Strategi untuk pengembangan prasarana penyediaan dan pemanfaatan 
air baku dengan pernanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 
[I) huruf c moliputi: 
a. mengembangkan prasara.na pen_yediaan air baku dcngan 

menggunakan teknologi penggunaan air taut di Wilayah Pesisir dan 
Pulau Kecil berpenghuni: 

b. mengembangkan prasarana penycdiaan air baku dengan 
menggunakan metode pengawetan air; 

c. mcngembangkao prasarana pemanfaatan air baku dengan 
mengguna.kan metode daur ulang air; dan 

d. mengembangkan prasarana pemanfaatan arr baku dengan 
menggu nakan tcknologi hcmaL air pada Kawasan Budi Daya. 

(S) Stretegi unluk pcngcndaban pcrkcmbanga.n kcwceen permukin1CU1 

perkotaan da.n kawasan budi daya tcrbangun pada Wtlayah Pesisir, Pulau 
Kecil, dan kawaaan rewan bencana scbagaimana dimaksud pada ayat {l) 

huruf d mcltputi: 

a. rncngcndalikan pemanfa.atan ruang pada kawasan permukiman 
perkotaan da.n kawasan budi da.ya terbangun yang berada di 
kawasan rawan tanah longsor, gclombang pasang. banjir, lerusan 
gunung berapi, gempa bumi, gerakan renan, tsunami, dan abrasi: 
dan 
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b. mcngembangkan ... 

Pasal 7 

(11 Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ternak nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mcliputi: 
a. pengernbangan kawasan. peternakan berbasis bisrus dan masyarakai: 

dan 

b. pengembangan kawasan pcrkotaan nasional scbagai pusat industri 
pengolahan, mdustri kcrejinan, dan industri jasa hasil peternakan. 

(2) Stra.teg:i u nruk pengembangan kawasan petemakan berbasis bisnis dan 
masyarakat scbagaimana dimaksud pada aya; (II huruf a mclipuu: 
a. mengemba.ngkan kawasan budi daya peternakan: 
b. mcngembangkan scntra perbibitan tcmak yang didukung sarana 

dan prasarana yang handal; 

c. mengembangkan sentra industri pakan temak yang ram.ah 
Lmgkungan; 

d. mengembangkan sentra Industri pupuk dan biomassa hasil kegiaran 
peternakan yang ramah lmgkungan; dan 

e. meningkarkan keterkaitan antara sentra produkai pererrtakan dan 

kawasan perkotaan nasicnal. 

(3) Stratcgi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat 
industri pengolahan, indust.ri kerajinan. dan industri jasa hasu 
pcternakan scbagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf b meliputi: 
a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat induslri 

pcngolahan, industri kcrajinan, dan industn jasa hastl petemakan 
yang didukung oleh pengelctaan limbah mdusLri terpadu; dan 

b. mengendalikan ahh fungsi dan mcrchabilitasi kawasan pantai 
berhutan bakau di kawa san perkotaan nasional. 
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c. mcngcmbangkan ... 

Pasal 8 
(I} Kebijakan unrnk mewujudkan pusat pcrtumbuhan ekonomi bcrbasis 

pariwisara, perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, 
pertanian tanaman pangan, kehutanan, pcrtambangan mineral. serta 
minyak dan gas bumi yang berdaya saing dengan pnnsip berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal S huruf c mcbputi: 
a. pengembangan pariwisara berbasis ekowtsata, wisata budaya, dan 

wisata bahari serta penyelenggaraan perternuan, perjalanan insentif, 
kcnferen si. dan pameran ~Meetirlg. lnceruiue, Conuenuon; and 

Exhibilion/ MICE); 

b. pengembangan kawasan minapolitan: 
c. pengembangan sentra hortikultura dan perkebunan; 
d. pcngcmbangan scntra pcrtanian tanaman paogan; 
e, pcmcrtahanan dan rchabilitasi scntra kchutanan; 
r. pengembangan dan rehabihtasr kawasan peruntukan pertambangan 

mineral, serta minyak dan gas bumi; dan 
g. pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang tcrpadu untuk 

mewujudkan poroa Indonesia Bagian Tenggara. 
(2) Strategi untuk pcngcmbangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata 

budaya, dan wisata bahari serta penyelenggaraan perternuan. perjalanan 
insentif, konfercnsi, dan pruner an sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a melipuri: 
a. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pariwisata: 
b. rnengemba.ngkan praaar-ana dan sarana transportasi untuk 

rncmngkatkan kctcrkaitan antarkawasan parlwisata serca anta.ra 
kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional; dan 

b, mengernbangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat 
penclilian dan pengembangan peternakan. 
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(7} Strategi ... 

hortikultura dan perkebunan; dan 
b. mcngcmbangkan kawasan perkotaan nasicnat sebagai pusat indusui 

pengolahan hasil hortikttltura dan perkebunan. 
(5) Strategi urnuk pengembangan sentra perranian tanaman pangan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf d mcliputi 
a. mengembangken kawasan budi daya tanaman pangan melalui 

intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas kawasan 
budi daya tanaman pangen: 

b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri 
pengolahan dan industri jasa hasu pertanien ranaman pangan; dan 

c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat 
penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan. 

(6) Stratcgi untuk pemertahanan dan rehabiluasi sentra kehutanan 
sebagaimana dimaksud pada ayai (l} huruf e dilakukan dengan 
mernpertahankan dan merebabilitasr kawasan hutan produksi dengao 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat 

berbasis pertaruan perunrukan kawasan a. mcngcmbangkan 

c, mengembangkan kawasan pcrkotaan nasional sebagai pusat 
pengembangan pariwisate. 

(3) Strategi uncuk pengcmbangan kav .. -asan minapolitan scbagatmana 
drmakaud pada ayat (1) huruf b mchputi: 
a. mcngembang.kan kawasan peruntukan pcrikanan tangkap dan budi 

daya yang clilcngkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan; 
b. mengembangkan kawasan pc.runrukan industri berbasis komoditas 

perikanan dan kelautan; dan 
c. mengembangkan prasarana dan sar-ana transportasi unruk 

meningkatkan keterkaitan antara kawasan pcrkotaan nasional dan 
sentra perikanan dan kelauran. 

(4} Strategi untuk pengembangan serura hortikultura dan perkeounan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} huruf c meliputi: 
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Pasal 9 •.. 

keterkaitan uruarpulau dan amarwilayah, 
b. mengembangkan Jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan 

transponasi penveberangan, pelabuhan, don bandar udara: 
c. mendorong pengembangan pelabuhan di sepanjang ALI(] II, ALKI 

IUA. dan ALKI 1110 \,tntuk mcndukung pelA)·arnn mtcrnasional; 
d mengembangksn bandar udarn untuk mcningkatkan keterkaitan 

antarwilayah don anrarnegara; 
c. mengembangkon dun memelthara pembangkit tenaga listrik dan 

jaringan t ransrrust tcnaga listrik; 
f. mendorong pcngembungan pernbangklt Hstrtk energi tcrbaru kan 

untuk rnelayani kawasan pcrdesaan, Kov,.·o.san Pcrbatasan. kawasan 
terunggel dan tcrisclaai. term.asuk Pulau Kccil berpenghuni: dan 

g. mengembangkan dan mcrungkatkan fungst jaringan tekkomunikasi. 

dan sarana yu.ng 

Bagian Tenggara 
Strategi untuk pengembangan janngan prasarana 
terpadu untuk mc-wujudkan poros Indonesia 
sebagaimana dimaksud puda ayat (I) huruf g mehpuu 
a. mengembangkan Jinta!i penyebcrangun untuk mc:ningkatkan 

(8) 

t7) Strategi untuk pengembangan clan rchnbilhnst kawaaan pcrunlukon 

penambangan rmneral, serta minyak dan gas bumi sebagaimana 
dimaksud pads Ava, ti I huruf r mehputi: 

a. mengembangkan sentra produksi kornoditas unAAUhm pertambangan 
mineral, scrtu mmyttk dan gas bumt dengan memperhatikan daya 
dukung dan daya 1.;mpung tingkungan hidup: 

b. mcngembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan 
minera1, sorta minyak dun gas bumt yang didukung olch pcngelolaan 
limbah industrI tcrpadu; dan 

c. mengcndalikan pcrkcmbangan kawasan per umukan pertarnbangan 
yang berpotensi merusa.k lingkungan hidup dan mcngancam 
keberadaan Pu lau Keal 
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b. mengembangkan ... 

(1) Kcbijakan untuk rnewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda 

depan negara dan pinru gerbang internasional yang berbatasan dengan 
Negara Timor Leste dan Negara Australia scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf d mcliputi: 
a. percepaten pengembengan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan 

pertahanan dan kcamanan ncgara, kcscjahtcraan masyarakat, sena 
kclestarian lingkungan hrdup: dan 

b. pemertahanan eksistensi 6 (enam) PPKT sebagai titik-titik garis 
pangkal Kepulauan Indonesia.. 

(2) Strategi untuk perccpatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan 
pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan 
masyarakar, serta kelestarian lingkungan hidup scbagaunana dimaksud 
pada ayat (I) huruf a mebputi. 
a. rnempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan 

ekonomi. plntu gcrbang internasional. s.impul transportasi, serta 
pusat promosi dao pemasaran ke negara yang berbatasan: 

b. mengembangkan kawasa.n sentra produksi bcrbasis sumber daya 
alarn potensial dengan mcmpcrhatikan daya dukung dan daya 
tampung lingkungao hidup; dan 

c. mcngembangkan kawasan pertahanan dan kcamanan negara sebagai 
penvujudan kedaulatan ncgara 

(3} Strategi untuk pcmcrtahanan eksistensi 6 (enam) PPKT sebagai ritik-utik 

garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf b meliputi: 
a. mernbangun dan memelihara mercusuar dan/alau sarana penanda 

di Pulau Alor, Pulau Bacek. Pulau Dana, Pulau Ndana. Pulau 
Mangudu, dan Pulau Sophialowsa [Sepatangj; 

Pasal 9 
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BAB !V ... 

( 11 Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Nusa 

Tenggara mcrupakan perangkat operasional RTRW~ di Kepulauan Nusa 

'Tcnggaru yang berupa strategi opcrasionalisasi pcrwujudan struktur 

ruang dan pola ruang, 

(2) Rcncana stru.ktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala I :500.000 

sebagaimana tercanrum dalarn Lampiran 1 yang mcrupa.kan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

f3) Rencana pola ruang digambarkan dalem pcta dcngan skala I :500.000 

sebagaimana tercanrum dalarn Larnpiran H yang merupakan bagian tidak 

terprsahkan dari Pcraturan Prcsidcn ini 

t4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat 121 dan ayat 131 merupakan 

gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rcncana 

struktur ruang dan rcncana pola ruang nasional di Kepulauan xusa 

Tenggara. 

Pa""1 10 

BAB Ill 

RENCANA STRUKTlJR RUANO DAN RENCANA PO!.'\ RUANO 

KEPULAUAN NUSA TE:-.CGARA 

b. mengernbangkan prasarana den sarana transportasi penyeberangan 

dan pemenuhan kcbutuhan air baku pada PP!,.'T berpenghum di 

Pulau Alor; dan 

c. rnengcmbangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di 

Pulau Alor. 
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a. mengernbangkan ... 

Pasal 12 

fl) Strategi opcrasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 11 huruf a mcliputi: 

Paragraf I 

Sistern Perkotaan Nasional 

Ba:gian Kedua 
Stratcgi Opcraaionalisasi Perwujudan Struktur Ruang 

Pasal 11 

fl) Strategi opcrasicnalisasi perwujudan struktur ruang lerdiri atas strategi 
operasionalisasi perwujudan: 
a. ststem perkotaan nasional; 
b. sistern jaringan transportasi nasional; 
c. sistcmjaringan energi naslonal: 
d. sistern jaringan tclckomunikasi naslonal: dan 
c. sistem jaringan sumber daya air. 

(2~ Stratcgi opcrasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi 
opcrasionalisasi perwujudan: 
a. kawaaan lindung nasional: dan 
b. Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasionaL 

Bagian Kesatu 
Um urn 

BABlV 
STRATEGI OPERAS!ONALISASI PERWUJUDA:-1 

STRUKTUR RUANO DAN POLA RUA;-;G K£PULAUAN NUSA TENGG.-\RA 
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c. mcngembangkan ••• 

a. mcngcmbangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan 

PKSN ,ebagai: 
I. pu sac irtdustri pertgolahan, industn kcrajinan, dan industri jasa 

hasil peternakan: 
2. pusat penelitian dan pcngt:mbangan perernakan: 
3. pusat pcngcmbangan pariwisata: 
4. pusat mdusui pengolahan dan Indusrrt jasa hasil perikanan; 
5. pusat mdustri pcngolahan dan induslri jasa hasil honikulrura 

dan pcrkebunan: 
6. pusat _penelitian dan pengembangan pcrtanian hortikultura dan 

komoditas unggulan perkcbunan; 
7. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pert.anian 

tanrunan pangan; 
8. pusat penclitian dan pengembangan pertanian tanaman 

pangan: 
9. pusat mdustn pengolahan dan industri jasa hastl butan non 

kayu yang berrulai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan 
10. pusat induslri pengolahan hasil pertambangan mmcral scrta 

minyak dan gas bumi yang memperhatikan daya dulrung dan 
daya tampung lingkungan hidup; 

b. rncngcmbangkan PKSN scbagru pusat pcngcmbangan ekonomi, pmtu 
gerbang internasionat, simpul transporta.si, serta pusat promcsi dan 
pcmasaran ke negara yang berbatasan: 

c. mengcmbangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan 
adaptasi bencana; 

d. mengembangkan prasarana dan sarana perkocaan unruk 
mendukung kegratan industri pengolahan serta perdagangan dan 
jasa; 
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r pusat ... 

e. mcngernbangkun janngan lalu lintus dan ungkutan julan yang 

mcl.~1yani PK~ PKW, dan PKSN; 

f. mengcndalikan perkembangan r,.,k PKN dan PK\\ unmk 

mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan 
termasuk lahnn pertanian pangan bcrkclanjutan; den 

g. mengendalikan perkembangan PKN, PKW, dan PKSN yang 

berdckatan dcngan Kewasan Lindung. 

(2) Pengembangan dnn/atau perungkatan rungsi PKN, PKW dan PKSN 

sebagairnona dirnaksud pada avat (1) huruf a mehpuu· 

a. pueat industri pengolnhuu, industri kerajinnn, dan industri jasu 
haSII peternakan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW 

Prays, PKW Surnbawa Besar, PKW Raba, PKW Rutcng, PKW Soc, 
PKW Kcfamenanu, PKW Wuingapu, clan PKSN Arambuu, 

b. pusa; penelinan dan pengcmbangan peternakan dilakukan di PK\V 
Ruba dan PKW Soc; 

c. pusat pengcmbangan pariwisaia drlakukan di PKN Mataram, PKN 

Kupang. PKW Praya. PK\\' Raba, PK\\/ Sumbawa Besar, PKW Labuan 

Bttjo. PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumcrc, PKW Soc, PKW 

Kefamenanu, l'K\V Waingapu. PKSN Kalabahi, clan PKSN Atarnbua; 
d puvut industri pengolahan dan industri jasa has,1 perikanun 

drlakukart di PKN Mataram. PKN Kupang, PKW Praya, PK\\ 

Sumbawa Besar, PKW Raba, Pl{W Labuan Bajo, PKW Rutcng, PKW 

Ende PKW Moumere. PK\\' WainRapu. dan PKSN Kalabahi; 

e. pusot indusrn pc::ngolahon dan industn jasa hasil horukultura dan 

perkcbunan dilakukan di PKN Mcuirum, PKN Kupang, PKW Praya, 
PKW Sumbawa Besar, PKW Raba. PKW Labuan Bajo, PKW Rutcng, 

PKW Ende, PKW Maurncrc, Pk"\\' see, PK\\' ~cfamenrutu. dan PK\\' 

Waingapu; 
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a. pengembangan ... 

f. puaat penelitian dan peng_embangan pertanian hortikultura dan 
komoditas unggulan perkebunan dilakukan di PKN Kupang; 

g. pusat industri pengolahan dan industri jasa. hasil pertanian tanaman 
pangan dilakukan di PKN Mataram, PK:-. Kupang, PK\V Praya, Pi,.'W 

Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Rutcng, Pt,.'W Ende, pi,.·w 

Maumcrc. PKW Soc, PKW Kefamenanu, PK\V Waingapu. dan PKSN 

A tam bu a: 
h. pusat peneliuan dan pengembangan pcrtanian tanaman pangan 

dilakukan di PKN Malaram; 
1. pusat industri pcngolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu 

yang bernilai tarnbah tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di 

PKW Ende; dan 

J· pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas bu.mi serta 
pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya 
tampung Imgkungan ludup mcliputi: 

l. pusat industri pcngolohan hasil minyak dan gas yang 
memperhatikan daya dukung dan daya tarnpung lingkungan 

hidup dilakukan di PKN Kupang; dan 

2. pusat indu stri pengolahan hasil pertambangan mineral yang 
mcmpcrhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup dilakuk::m dr PKN Kupang. Pr:\V Sumbawa Besar PK\V 
Ruteng, Ph'W Soe. PKW Kefamenenu, clan PKSN Atambua. 

(3J Pengembangan PKS~ sebagai pusat pengembangan ekonomi, pmru 

gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan 
pemasaran ke negara yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayar 
(11 huruf b dilakukan di PKSN Kalabahi, PKS'.'i Atambua, dan PKSN 

Kcfamcnanu. 
(4) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi 

bcncana scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c meLiputi: 
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g. pcngembangan 

a pengembangan PK.Ill, l'KW, dan PKS~ berbasis muigasi dan adaptasi 

bencano tanah longsor dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba, l'KW 

Labuan Bajo, PKW Rulcng, PKW Ende, Pl..'\\ Maumere, PKW 

Kcfruncnanu, PKW Soc. PKW Waingapu, PKSN Knlabahi, dan PKSN 

A tam bu a; 

b. pengernbangan PK:,.; PKW. dan PJ<SN bcrbasts mmga~u dan adapras. 

bencanu banjrr dilakukan di PKN ~la.lnrum, PKW Surnbawa Bc'wlr, 

PK\V Roba. PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Kefamenanu, PKW see. 

PKW \\laingapu, dan PKSN Atarnbua; 

c, pengernbungan PKN PKW. dan PKSN berbaais m,u~asi dan adaptnsi 

bencanu gclornbang pasang dilakukan di PKN Mataram, PK:-. 

Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW 

Ende PKW Maumerc PK\\' Waingapu, dan PKSN Kalabahi: 

d. pengembangan PK.\ ddn PKW berbasrs nutigasi dan adaptasi 

bencanu letusan gunung berapi d1lukti"kan di PKN Mata.tam. PKW 

Praya, PKW Surnbnwu Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, 
dan Pl.'\V Maumcrc, 

e. pengcmbangan PKN, PK\\' dan PKSN bcrbasia mitil!l'Sl dan adaptuss 
bencana gcmpa bumi dilnkukan di flKN Mataram, PKN Kupang, PKW 

Praya, Ph.W Sumbawa tscsar, PKW Rnba, PKW t.ulJuuu Bajv, PKW 

Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere PKW Kefameno.nu. PKW Soe, 
PKW Wumgapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua, 

f. pengembangan PKN, Pl<W, dan PKSN berbasis rmugus: dan adaptasi 
bencana gcrakan tannh drlakukan di PKN Kupang, PKW Raba, PKW 

Labuan Bajo, Pl.'\\' Ruteng. PKW Ende, Pl.'\V Maumere, PKW 

Kefamenanu, PKW see, PKW Waingapu, PKS:> K~labahi. dan PKSN 

Atarnbun: 
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(91 Strategi ••• 

g, pengcmbangan PKN, PKW, dan PKSN bcrbasis mitigas] dan adaptasr 
hencana tsunami dilakukan di PK:\ Mataram, PKN Kupang, PKW 

Sumbawu Besar, Ph.'W Rebe. Ph.'\V L<ibuan Bajo, Ph.'\\ Ende, PKW 

Maumere. PKW Waingapu. dan PKSN Kalubahi; dan 
h. pengernbangan PKN, PKW. dan PKSN bcrbests mitigotJi dan adaptnsi 

bencana abrasi dilakuk.m di PK'.I. M.itaram, PKN Kupang, PKW 

Sumbawn Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, Ph.'\V Ende, Ph.'\\' 

Maumcrc, PKW Waingnpu, dan PKSN Kalabah,. 

(SJ Pengembangan prasarann dun sarana pcrkotaan untuk mendukung 
kegiatan mdu~tri pengolahan scrta perdaaangan dan Jasa sebagaimana 
dtmakeud pada ayat II) hurur d dilakukan d, PK'.I. Matarum. PIG< Kupang, 

PKW Prayn, PKW Sumbawo Besar. PKW Raba, PKW Labuan BaJo, PKW 

Ruteng. PK\\/ Ende, PK\\/ Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soc, PKW 

\\ amgapu, Pl\SN Atambua, dan PKSN Kalabahi. 

(6) Pcngembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayaru 
PKN, PKW, dun PKSN sebngounana dirnuksud pada nyut (It huruf c 

ddakukan da PKN Matarrun, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbuwa 

Besar, Ph.'\\' Raba. PKW Labuan Bajo. PKW Rutcng, PKW Endo. PKW 

Maumerc, PKW Kefamcnanu, PKW Soc PKW ll'aingapu, PKSN Atambua. 

dan PKSN Knlnbahi. 

17) PcngcadaHan perkcmbangan hslk PKN <tan l-'KW untuk rnempertahankuu 

lum;an kaw~~ pcrtanian tanaman pangan tcrmasuk luhan pcrtanian 

punga.n berket • mjutan sebngarmana drmaksud pada nyitl (I) huruf f 
drlnkukan di J'J(N Matarnm don PKW Pruyn. 

18) Pengendalian perkembangan PKN, PKW, don PKSN VIUlg berdekatan 

dengan Kawa-an Lmdung sebagaimana dimaksud pada ayal (l) huruf g 

dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba. Pt,;\\ Labuan 8ajo. PKW Rutcng. 

PKW Maumcrc. PKSN Keramenanu, PKW Soc. dan PKSN Atarnbua, 
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Pasal 14 ... 

Posa! 13 

(JI Stratcgi operasicnausas: pcrwujudan sistem Janngan transportasi 
nasronal sebagaimnnn dimuksud dejam Pasnl 11 aynt OJ huruf b terdiri 
atas strategi operasionnlisasi perwujudan: 
a. sistcm jaringan transportasr darat: 
b. sistcm jaringan transportasi laut; dan 
c. sistem jaringan trnnsportasi udara. 

(2t Stratcgi oprr;isionohsns1 perwujudan sistem Jo.-tnngan transponasi darat 
sebagaimana d1mnk~ud pada ayat n, huruf fl terdiri atas strategi 

operasionalisasl perwujudan: 
a. jaringan jalan nusional: dan 
b, jaringan transpcrtas! pcnycbcrangan. 

(31 Strategi opcrasionalisus! perwujudan sistem jaringan transportasi leut 
scbagairnana din1ak~ud pada ayat (11 huruf b tc:rdiri atas strategi 
opcrasionalisast perwujudan: 
a tatanan kepclubuhunan- dan 

b. alur pelayaran, 
(41 Strategi operastonetisasi pcrwujudan sistern jaringan transportasi udara 

sehagajmana dimaksud pada ayat O) huruf c lcrd1ri (!let!; strategi 
opcrasionalisasl perwujudan: 

a. l..atanan kebundarudarnan: dan 

b. ruang udara untuk penerbaugan. 

Paragraf2 
Si stem Janngan Transponasl N'asional 

(9t Straregi cperasionahsass perwujudan sistcm perkotuan nasiona! di 

Kcpulauan Nusa Tcnggnra secara lebih rind tercanturn dalam Lampirnn 
I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dtHI Peraturan Presiden ini. 
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Cl Cakrancgara ... 

{l) Strutegi opcrustonalisusl pcrwujudan janngan jalan nasional sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 13 ava; (21 buruf n meliputi: 
a mengembaugka.n jaringan jalan arteri pnmcr dan ranngan 1aJan 

kolektor primer unruk merungkarkan keterkaitan untarkawaean 
pcrkctnen nasional dan mendorong perekonomian d1 KepuJnuan 
Nusn Tcnggara, 

b. mengcrnbangkan [aringan jalan strmegis nualonel uruuk mendorong 
perekonomian di Kcpu1auan Nusn Teng,ga.ra serta membuka 
ketcrisotaslan Kuwaaan Perbatasan, kawasan tertinggal dan 
tcrisolasi. tcrmosuk Pulau Kccil; 

c. mcngernbangkan dan merungkatkan fungs1 ianngan Jalan nas1onal 
untuk mcnghubungkan kewasan perkotuan nnsional dengan 
pclabuhan dan/atau bandar udare: 

d. mengembangkan jaringan jalan nasional yc1ng tcrpadu dcngan 
jaringa.n transpcrtasi penycberangan; dan 

e rnengendalikan pcmanfaatan ruang yang berpotensi mcrusak Iungsa 
Kawosnn Lindung dan lnhan pertenian pangan berkclenjutan di 
sekitar jaringan ju1an nustcnal. 

(2) Pengernbnngan jaringan ja.lan arteri primer dan jaringan jala.n kolekror 
primer untuk mcmngkeukan ketcrkultan an11:1r-ka"a~i:.n perkotaan 
nasional dan mendorong perckonomion di Kepulauan Nusa Tenggara 
sebagaimana dimaksud pada uyat {II huruf a dilakukan pada. 
a. .Iaringnn Jalan Lmtas Pulau Lombok yang terdiri atas: 

1. rrtngan jaJan anen pnmcr yM'IR mcnghubungkan: 
n) Lember-Stmpang Umbar-(ic-rung-CJ.krancgarao 
b) Ampcnan - Selnparang • Remhiga • Doaan Cennen 

Cal<ranegara; dan 
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e. .Jarmgan ... 

c) Cukranegaru- Narmada • Mantang - Kopang . Masbagik - 
Rcmpung Pring_~ajava - Labuhan Lombok . Labuhan 
Kayangan; 

2. janngon jalan kolektor primer ya1,g rnenghu bungkan: 
a) Grrung·Baw, Kota Gerung (Jalan Gatot Subroto dan Jalan 

Ahmad Yani); 

b) Ampenan-Tanjung Karang-l)asan Ccrmon; dan 
c] Kopang-Prayu: 

b. Jaringan .Julan Limas Pulau Sumbawa yang terdiri atas: 
janngan jalan artcn primer yang menghubungkan Pclobuhan 
Teno· Slmpang Negara-Simpong Terrninnl-Lope-Plumpang 
Santong-Empang-Labuhanhaji Bnnggo-Simp.mg B1mggo 
Dompu -Sila- Talabiu -Son co- Buna-Raba- Kurnbe-Sape-Labuhan 
83Jo; dan 

:2. jaringonjnlan kolckwr primer yung mcnghubungkan: 
a• Benete-Jereweh .. Taliwang-Srrnpang Ne~, 1rn: 
bl S1mptmg Xeg.iro-Sumbawa Besar-Simpaug Terminu1. dan 
c) Sonco-Kumbe; 

c. .Janngan Jalon Lintas Pulnu Flores yung tcrdiri Ul<.HJ'. 

1 jaringan jalan arteri primer yanJ menghubungkan Labua.n Bajo 
Nggorang- ~1alwatat· Ru teng-Baclai ng-Bajawu-Si mpang Bujawa 
ri.fatanuin-Oako-Aegdn·Ende-Octusoko-\.Volown1u·Lianu11u 

Hepang-Maumere-Wacpare-Wc1crunu-Larantuko. dan 
2 jaringan jalan kol<ktor pnrncr yang menghubungkan Ruteng 

Reo-Kend,di; 
d. ,..J(lringan Jah\n Limas Pulau Ator yertg bcrupa jartngan jaJan kotektor 

pruner yang menghubungkan: 

I Kalabahr-Simpang Mola-Taramana-Mantamg; dan 
2. Mali-Sunpang Mola, 
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d. jaringan ... 

2. jalan kolektor primer yang menghubungkan Kefamenanu 
Olcfaub: 

r. Jaringan Jalan Lmtas Pulau Sumba yang bcrupa jarmgan jalan 
kotektor pnmcr y3ng menghubungkan Wackclc· Radanata-wanabula 
Waikabubak-Praipah11-Waingapu. 

(3) Pengembangan Jaringan jalan srrategis naslcnul untuk mendorong 
perekonomian di Kcpulauun Nusa Tenggara scrta mcmbuka keterisolasian 
Kawasa.n Perbatasan, kawasan tertinggal dan tcnsclnst, termasuk Pulau 
Kec1I sebagaimana dlmoksud pada ayat (I) hurufb dtlakukan pada: 
a. .Jaringan Jalon Lmlas Pulau Lombok yang mcnghubungkan: 

1. Pemenang-Ampenan; 
2. Pemenang • Tanjung - Bayan - Medas • Dasan Bcluk - Sanbclia • 

Labuhan Lombok; 
3. Gerung-Kuripan-Sunpang Penujak-Praya: 
4. Kuta-Sengkol-Simpang Penujak; dun 
5 Lcmbar Scl<oton,; Pclnngan; 

b. -Jaringan Jnlo.n Lin1ns Pulau Sumbawa yartg mcnghubungkan: 
1. Benete-Sejorong-Tonggo-Tetor E:mang-Lunyuk; dan 
2. Dompu Hu'u, 

e. Janngan Jalan Lintas Pulau Flcres yang menghubungkan: 
l. Nggorang·Kondo H1ta-Kendidi; 
2. Reo-Pota·Wrukelambu·Riung-Oanga·At'ramu-Kaburea-Nabe· 

Ronokolo-Maurolc-Kotabaru·Koro-Magepanda·Maumere; dan 
3. Ronokolo· Detusoko; 

Terbang- 

e, Jaringan Jalan Lmtas Pulau Timor yang terdm atae: 
I. jaringan arren pnmer yang menghubungkan 

a) Tenau-Kupang-Oesapa-Simpang Lapangan 
Lapnngan Terbang Eltari; dan 

b] Oesopn Oesao - Oilmasi • Bokong • Batuputih • Soe • 
Nikiniki Noelmutl-Kefamenanu-Maubcsi-Ne$am/Kiupukan· 
MuJUullk·Atombua·Lahafeham-Moto111n; 
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d. jaringan 

d, jaringan jalan d1 Pulau Adonara yang menghubungkan Wailebc· 
\Yaiwadan-Kohlanang·Sunpang Sagu-Warwuring: 

e. jaringan jalan d1 Pulau Lembata yang menghubungkan Lewoleba 
Balauring; 

f jaringan jelan dt Pulau Panter yang mcnghubungkan Baranusa 
Kabir; 

g. Jaringan Jalan Llntos Pulau Timor yang mcnghubungkan: 
l. 'Tenau-Srmpong Lapangan Tecbang, 
2. Baruputih·Punitc-Kalbano-Boking-\Vanib(>sak-Bcsikam.a 

Motama~m; dan 

3. Oilmaat-Kukak-Sulamu; 
h. jaringan jalan di Pulau Rote yang mcnghubungkan BatuLua-Baa 

Pantebaru-Papela-Eakun; 
jaringan jatan di Pulau Sabu yang menghubungkan Mesara-Seba 
Bolow; dan 

J· Jaringan Jalnn Lunas Pulau Sumba yang menghubungkan 
Waingapu-Mclolo·Ngalu-Baing. 

14) Pengembangan dan pemngkatan Iungsi Janngan JOlon nasional untuk 
mcnghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan 
dan/atau bandar udara sebaga,mana dimaksud pada ayat 11) buruf c 
dllakUkan pada: 

a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Mataram 
dcngan Pelabuhnn Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok. dan 

Bandar Udara lntcrnasional Lombok; 
b. Jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PK.'11 Kupang 

dcngan Bandar Udara Ellan dan Pelabuhan Tenau; 
c. jaringan Jalan aneri primer )'ang mc::nghubungk.::.n PK\V Praya dengan 

Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Labuhan Lombok; 
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(SJ Pengembangan ... 

d. jaringan jalan orteri primer yang menghubungkon PKW Raba dengan 
Pelabuhan Bimn dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin; 

e. janngan jal•n nrten primer yang menghubuni(<an PKW SUmbawa 
Beser dcngan Pclabuhan Badas dan Pelabuhan Bcnctc; 

r Janngan jalan anen pnmer yang menghubungkan PK\V Labuan Bajo 
dengan Pelabuhnn Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo; 

g. jaringan jalan artcri primer yang menghubungluul PK\Y Ende dcngan 
Pelabuhan lppi, Pelabuhan Ende, dan Bandar Udara Hasan 
Aroeboesman; 

h. jaringan jalan arteri primer yang mcnghubungkan PKW Maumcre 
dengan Pelabuhan Lorensrus Say, Pelabuhan Larantuka, dan Bandar 
Udara Frans Seda, 

,. jaringan arten pnmcr yang menghubungkan PKW Soe dengan 
Pelabuhan Tenou dan Bandar Udara Eltan: 

J jaringan nrteri pruner yang menghubungkon PK\V Kefamenanu 
dengan Pelabubun Atapupu dan Bandar Udnra Haliwcn; 

k. jaringan arteri primer yang menghubungkan PKSN Atambua dengan 
Pelabuhan Atnpupu dan Bandar Udara HoJiwen; 
jaringan jalan kolcktor pnmer yang menghubungkan PKW Praya 
dengan Pclabuhan Labuhan Lombok; 

m. jaringan jalan kolcktor primer yang mcnghubungkan PK\V Sumbawa 
Besar dengan Pclabuhan Benete: 

n. jaringan jalnn kolcktor pruner yang menghubungkan PKSN Kalabahi 
dengan Pelabuban Kalabahi dan Pelabuhon Maritaing; 

o. jaringan jalan kolektor primer yang mcnghubungkan PKW Waingapu 
dengan Pclabuhnn Waingapu dan Bandar Udara Umbu Mchang 
Kunda;dan 

p. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Praya 
dengan Pelabuhan Lernbar den Bandar Udara lnternasional Lombok. 
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Pasal 15 ... 

(51 Pengembangan jaringan jalan nasional yang tcrpadu dcngan jaringan 
rransportaei penyebetangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
rnclipuu: 
a. Jaringan Jalan Limas Pulau Lombok yang ,erpadu dengan Limas 

Penyeberangan Sabuk Selatan; 
b. Jaringan Ja1an Linras Pulau Sumbawa yang terpadu dengan Lintas 

Penyeberangan Sabuk Sctatan; 
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang rerpadu dengan Llntas 

Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan 
Penghubung Sabuk; 

d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Alar yang terpadu dengan Llntas 
Penyebcrangan Sabuk Sclatan; 

c. Jarmgan Jalan Limas Pulau Sumba yang tcrpadu dcngan Llntas 

Penyeberangan Sabuk Selamn. dan 
r. Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang terpadu dengan Llntas 

Penyeberangan Sabuk Selaran. 
(6) Pcngendalian pemanfaatan ruang yang bcrpotcnsi merusak fungsi 

Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekita.r 
jar'ingan jalan nasional sc:bagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e 

dilakukan di Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok. Jaringan Jalan Lintas 
PuJau Sumbawa, Janngan Jalan Lintas Pulau Flores. jaringan jalan di 

Pulau Adonara, jaringan jalan di Pulau Lernbata, jaringan jalan di Pulau 
Pantar, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor Jaringan Jalan Llntas Pulau 
1'imor, janngan jalan di Pulau Rote, janngan jalan di Pulau Sabu, dan 

Jaringan JaJan Limas PuJau Surnba. 
(71 Stratcgi opcrasmnalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Kepulauan 

Nusa Tenggara secara lebih tinci tercanrum dalam Lampira.n J.B. I yang 

merupaken bagian tidak terpisahkan da.ri Pcraturan Presiden ini. 
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8. Kalabahi ... 

menghubungkan: 
l. Lembar-Padangbai yang membenluk Lintas Pcnyeberangan 

Sabuk Selatan; 
2. Senggigi (Pemenangl-0<:noa: 
3. Bima-Takalar: 
4. Bima-Lamongan; 

5. Labuan Bajo-Jampca: 
6. Reo-Sclayar; 
7. Marapokot-Pamatata yang mcmbentuk Lintas Pcnyeberangan 

Penghubung Sabuk: 

antarprovinsi di Kepulauan xusa Tenggara 
luar Kepulauan Nusa Tenggara yang 

lintas penyeberangan 
dengan provinsi di 

b. 

PasaJ 15 
(It Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan 

sebagaimana dimaksud daJam Pasal l 3 ayai (21 huruf b meliputi: 
a. mcngembangken lintas penyeberangan untuk meningkatkan 

keterkaitan antarpuJau dan anrarwilayah: 
b. mcngernbangkan pelabuhan dan/ atau dermaga pcnyeberangan yang 

dilengkapi dcngan dcpo bahan bakar minyak tBBM} untuk membuka 
akses antarpulau dan antarwilayah termasuk akses ke/dari Pulau 

Kecil; dan 
c. mcngembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu 

dengan jaringan jalan nasional. 
(2J Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkao keterkaitan 

antarpulau da..n aruarwilayeh sebagaimana dimaksud pada ayat [I] huruf 
a meliputi: 

a. lintas pcnycbcrangan antarncgara_yang rncaghubungkan: 
I. Kupang-Darwin (Negara Australia}: dan 
2. Maritaing-Dih [Negara Timur Leste): 
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12. Larantuka . 

8. Kalabahi·llwaki yang membentuk Limas Penyeberangan Sabuk 
Selatan; 

9. Atapupu-Ilwaki; 
IO Atapupu-wonreth, 
I I. Tcluk Gurua-Kisar: 
12. Teluk Ourlta-Ilwaki: don 
13. K .. lebaru-Kiser; 

c. lint .. ,s penycberangan nrunrprovinet di Kcpulnunn Nusn Tenggaro 
yru>R menghubungkwr 
I. Sape-Labuan Bajo yang mcmbentuk Lmtas Pcnycberang..n 

Sabuk Selutan: 
2. Sape-Pulau Komodo: 
3. Sape-Wamgapu: dan 
4. Sape-Waikclo; 

d. llnlas penyebcrangan dalam provinsi yang menghubungkan 
I. Lombok·Alas yang mernbentuk Lmtas Penyeberangan Sabuk 

Sela tan; 

2. Kayangan-Pototano: 
3. Labuhan Sumbawa-Pulau Medang; 

4. Labuhan Lua Air·Pulau Moyo; 
5. Ctdalm.i.·Vult1u Moyo; 

6. Labuan Bajo·Pulau Komodo: 
7. Labuan Bajo·Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka·Kalabahi yang 

membcmuk l...intas Peuycbcrangan Sabuk Selatan: 

8. Airnere-Waingapu: 
9. Rnde-\Vaingapu· 

10. Endc-Almere: 
I l. Larantuka-1..ewoleba: 
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pada . 

(31 Pcngcmbangan pelabuhan dan/ a tau dermaga penyeberangan yang 
dilcngkapi dengan depo BBM unruk membuka akses antarpulau dan 
antarwilayah iermasuk akses ke/dari Pulau Kecil sebagaimana dimaksud 

12. Laramuka- Waiwerang; 

13. Lewoleba-Baranusa; 

14. Lewoleba- Waiwcrang; 

15. Baranusa-Balauring: 
16. Balauring-Lewolcba: 
17. Balaurmg-Kabir; 

18. Kabir-Kalabahi; 
19. Baranusa .. Kalabahi; 
20. Kalabahi-Balauring; 
21. Kalabahi-Bakalang; 
22. Bakalang-Baranusa; 

23. Atapupu-Kalabahi; 
24. Kalabahl-Mantamg: 
25. Kalabahi-Tcluk Gunta; 
26. Sularnu-Kadya Kupang; 
27. Kupang-Larancuka; 
28. Kupang-Kalabahi; 
29. Kupang-Lewoleba/ Lembata. 

30. Kupang-Naikliu; 
31. Kupang-Aimere, 

32. Kupang-Hansrst; 

33. Kupang-Rote: 
34. Kupang-Seba; 

35. Hansisi-Pantebaru: dan 
36. Waingapu-Seba. 
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b. mengembangkan ... 

Paaal 16 
fl) Strategi operasionalisasi pcrwujudan tatanan kepelabuhanan 

sebagaimana dirnuksud dalam Pasal 13 ")at 131 buruf u melipuu: 
a. mcngcmbangkan dan mcmaruapkan pclabuhan untuk mclayani 

kawasan pcrkotaau nasionul sebagai pusat pengcmbangan Kawaaan 

Andalan: 

pada avat ( l) huruf b dilakukan di Kabupatcn Lombok Barat, Ka bu paten 
Lombok Timur, Kabupaten Sumbawe, Ko.bupatcn Sumbawn Baral, 
Kabupaten Dompu, Kabuputen Sima, Kota Birna, Knbuparen Manggarai 

Barnt. Kabupaten Mangganu. Kabupewn Ngada, Kabupaten Nagckeo, 
Kabupnten Ende. Kabupattn F1orcs Timur, Kabupaten l.cmbata, 
Kabupaten Alor, Kubupatcn Belu, Kabupaten Kupung, Kotn Kupang, 
Kabupatcn Rote Ndac, Kabupaten Sabu Ruijua. Kabupaten Sumbu Timur, 
don Kubupaten Su mba Bara; Daya. 

(41 Pengernbnngan jormgan transportasi penycbcrangan yung terpadu dcngan 
;aringan jalan nasional sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) huruf c 
mehpun- 
a. Lmtas Penveberangan Sabuk SeJaton yang terpadu dengan Jaringan 

Jal an Lin LOS Pulau Lombck. Jarmgnn Jalan Lin ta.~ Pulau Su mbawa, 
Jariogan J,tlan Lintas Pulau Flore«, Jaringan Jalan Lintas Pulau 
l\lor, Jaringnn Jalan Lmtas Pulau Sumba. dan Janngan Jalan Lintas 
Pula.u Timor; dnn 

b. Lunas Penvcbcrangan Pcnghubung Sabuk yung terpadu dcngem 
Janngan Jalan Lintas Putau Flores. 

15) Strategi operasionahsasi perwujudan jaringan transportas, penyebcrangan 
di Kcpulauan Nuso Tenggaro secara lebrh rinci tercantum dalam Lampire.n 
LB 2 vang mcrupakan bagian udek terptsahkan darl Peraturan Preslden 
1111. 
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c. Pclabuhan ... 

b. mengembangkan pelabuhnn dengan mernanfaatkan ALKJ ll, ALKI IUA, 
dan AlKl Ill D; 

c. mcnccgoh pengembangan pelabuhan yang berpotensi mcngganggu 
fungsi Kawnsan Landung dan ekosistern peslsir; 

d. meman!aatkan bersama pelabuhan untuk kcpentingan pertahanan 
dan keamanan negara; dan 

e. mengcmbangkun pclabuhan yang terpadu dengnn pengembangan 
jaringan transportasi lalnnya. 

f2J Pengembangan den pemantupan pelabuhan untu k melayani kawasan 
pc:rkoc.aan nasronal 11tbugui pusat pcngcmhangnn Kawasan Andalan 
sebagaimana drmaksud pad a avat (I) huruf a dilnku kan di: 

a. Pelabuhan Tcnau ) ang berada di Kota KupanR untuk melayani PKN 
Kupang sebag,u puxa; pengembangan Kawasi,n Andalan Kupang dan 

Sekitarnya serta Kawasen Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, dan 

PKW Soc sebagu: pusat pengembangnn do.ri Kawasan AndaJan 

Kupang dan Sckitornyo.; 

b. Pelabuhan Lernbur yw,g berada di Kabuputen lombok Barat dan 
Pelabuhan Labuhan lombok yang berada di Kabupatcn Lombok 

Timur untuk melayar» PK~ \.1ataram dan PKW Praya sebagai pusat 
pengembangun xewusan Andalan Lombok dun SekilcUTiya t)t'.'rlu 

Kawasan Andalan Lmu Selat Lombok dan Selutarnya; 

c. Pelabuhan Bcrwre yung berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan 

Pelabuhan Bndos yang bcrada di Kabupaten Sumbawa untuk 
mclayani PKW Sumbuwa Bcsar sebagui pusat pengemba.ngan 

Kawasan Andalan Sumbawa dan Sckitarnyn: 

d. Pelabuhan Brma yang berada di KOLa Bunu untuk melayani PK\V 

Raba sebagai pu,at pengembangan Kawasan Anda.Ian Bima; 
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(3) Pcngcmbangan ... 

e. PeJabuhan Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Manggarai Ba.rat 
uruuk melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat pengembangan 
Ka.wasan Andalan Komodo dan Sekitamya serta Kawasan AndaJan 
Laut Flores: 

r. Pelabuhan Marapokot yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk 
melayani PKW Ruteng scbagai pusat pe.ngembangan Kawaaan 
Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Laut Flores; 

g, Pelabuban lppi dalrun satu sistcm dengan Pelabuhan Ende yang 

berada di Kabupaten Ende untuk melayani PK\V Ende sebagai pusat 
pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan 

Andalan Laut Sumba dan Sekitamya; 
h. Pelabuhan Lorensius Say yang bcrada di Kabupaten Slkka untuk 

melayani PKW Maumere sebagru pusat pengembangan Kawasan 
Andalan Maumcrc-Ende serta Kawasan Andalan Laut !'lores dan 
Sekitarnya; 

i. Pelabuhan Larantuka dalam satu aistem dengan Pelabuhan 
Waiwadan yang berada di Kabupaten Flores Timur dan Pelabuhan 

Balauring yang berada di Kabupaten Lembata untuk mclayani 
Kawasan Anda.Jan Laut Flores; 

j. Pelabuhan Kalabahi dalam satu ststem dengan Pelabuhan Maritaing 
yang berada di Kabupatcn Alor untuk melayani PKSN Kalabahi; 

k. Pelabuhan Atapupu yang berada di Kabupaten Bclu dalam satu 
sistem dengon Pclabuhan Wini yang berada di Kabupaten Timer 

Tcngah Utara untuk melayani PKSN Atambua dan PKSN 
Kefamenanu sebagai pusat pcngembangao Kawasan Andalan Kupang 
dan Sekitarnya; dan 

I. Pelabuhan Wamgapu yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk 
melayani PKW Waingapu sebagai pusat pcngemba.ngan Kaweeen 

Andalan Sumba serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitamya. 
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(7) Strategi ... 

13) Penge,nbangan pelubuhau dengan memanfaatkun ALKI II, ALKI IIIA, dan 
ALKI lllD sebagaunena dimaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan di 
Pelabuhan Tenau dan Pelobuhan Lembar. 

(4) Pencegahan pengembangan pclabuhan yang berpotensi mcngganggu 
fungsi Kawasan Llndung dan ekosistcm pesisrr scbagaimana dimaksud 
pada ayat (I) hurur c dtlakukan di Pelabuhan Tcnau. Pelabuhan Lembar. 
Pclabuhan Labuhan Lombok, Pclabuhnn Benete, Pelabuhan Badas, 
Pelabuhan Bimn, Pclabuhan Labuan BaJO, Pclobuhan Marapokot, 
Pelabuhan lppi, Pc:lnbuhnn Ende, Pelabuhan Lorensnis Say, Pelabuhan 
Larantuka, Pelnbuho.n Waiwadan, Pelabuhan Balaurmg, Pelabuhan 
Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atupupu, dan Pelabuhan 
Waingapu. 

(5) Pemanfaatan bcrsa.mn pclabuhan untuk kepcntlngan pertahanan dan 

kcamanan negera sebagrumana dimaksud pada ayat ( I) huruf d dilakukan 
di Pclabuhan Tenou, Pclabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, 
Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pclabuhon Sima, Pelabuhan Labuan 
Bajo, Pelabuhan Morapokot, Pelabuhan lppi, Pclabuhnn Ende, Pclabuhan 
Lorensius Say, Pelobuho..n Lararnuka, Pelabuhan Waswadan, Pelabuhan 
Balauring, Pelabuhnn Kalabahi, Pelabuhan Maritrung, Pelabuhan 
Atapupu. Pelabuhan Wlru, dan Pelabuhan Waingopu. 

,16) Pcngembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan 
transportass lamnya sebagaunana dlmaksud pada a.yat ( 1, hu.ruf e 
dtlakukan pada pelabuhan di Kepulauan Nusa Tcnggara yang terpadu 
dengan: 
•· Jaringan Jalon Llntns Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lmtas Pulau 

Sumbawa, .Jartngan Jalan Limas Pulau Flores, Jaringan Jalan Lintas 
Pulau Alor, .Jorlngan Jalan Llntas Puteu Sumba, clan Jaringan Jalan 
Untas Pulau Tunor; dan 

b. Lintas Penyeberangan Sabuk setaian don Lintas Penyeberangan 
Penghubung Sabuk 
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Pelabuhan 

c. mengembangkan prasarana dan sarana penanda jalur pcleyaran taut 
pada kawaaan konservasi perairan yang mcmiliki keanekaragaman 

hayati unggi, kawasan Hndung lainnya, dan Kawasan Budi Daya 
yang memi1iki nilai strategis nasronal; 

d. membangun dan mcrnelihara mercusuar scbagai pcnanda dan 
navigasi pelayaran di PPKT; 

e. mengendalikan pengernbangan alur pc1aya.ran yang mengganggu 
fungsi Kawasan Lindung; dan 

f. mernanfaatkan bersama alur peleyaran untuk kepentingan 
pertahanan dan keamanan negara. 

f2) Pengoptimalan pcmanfaatan ALKJ ll, ALKI IIIA, dan ALKI 1110 sebagai alur 

pelayaran iruernasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
dilakukan pada ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKJ 1110 di Selat Lombok, Selat 
Ombai, dan Laut Sawu. 

(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan amarpelabuhan 

scbagaimana dimaksud pad a ayat ( 11 huruf b ctilakukan pada alur 
pelayaran yang mcoghubungkan Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan 
Lombok, Pelabuhan Bcnctc, Pclabuhan Badas, Pelabuhan Bima. 

menghubungkan yang 

Pasal 17 
(!) Srrategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi: 

a. mengoptimalkan pemanfaatan ALKl n. ALKI lllA. dan ALKI 1110 
sebagai alur pelayaran intcrnasional; 

b. mengembangkan alur pelayaran 
antarpelabuhan: 

(7) Stratcgi operasionalisasi perwujudan taranan kepelabuhanan di 
Kepulauan Nusa Tcnggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran 
I.B.3 yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presidcn 
ini. 
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b. mengembangkan ... 

Pasal 18 
( I J Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi: 
a. rnengcmbangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk 

melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pe.ngembangan 
Kawaaan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan 
Nusa Tenggara; 

Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Marapokot, 
Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan lppi, 
Pclabuhan Ende, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan 
Tenau, Pelabuhan Kalabahr, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, 
dan Pclabuhan Wini. 

(4) Pengembangan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada 
kawasan konservasi perairan ynng menulilo keanekaragaman hayati 
tinggi, kawasan tindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang mcmiliki 
nilai strategis nasionat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c 
dilakukan di Selat Lombok, Selat Alas, Laut Flores, Selat Sape, Selat 
Sumba, Laut Sawu, Selat Afor, Selat Pantar, Laut Timor, dart Selat Ornbai. 

(5) Pembangunan dan pemeliharaan mercusua.r scbagai pcnanda dan 
navigasi pelayaran di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d 
dilakukan dt Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, Pulau 
Mangudu, dan Pulau Sophralouisa (Sepatang). 

(6) Pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi 
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e dilakukan 
di Selat Lombok, Selat Alas, Laut Flores, Selar sape, Selat Sumba, Laut 
Sawu, Selat Ator, Selat Pantar, Laut Timor, dan Selat Ombai. 

(7) Pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan penahanan dan 
keamanan negara sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf r dilakukan 
di Selat Ombai. Selat Pantar. Laut Sa\\"U. Laut Timor, dan Se.lat Lombok. 

-38- 

PRE5lOEN 
REPUSLIK INQOr,,;ESI~ 



r. Bandar ... 

b. mengembangkan dun mernantapkan bander udara yang terpadu 
dengan janngan [alan nassonal; 

c. mengembangkan bandar udara pengumpul unruk melayani 
angkutan udara. kepcrintisa.n guna mcningkatkan aksesibilitas 
Kawasan Perbatasan, kawasan terunggal don terisolasi, termasuk 
Pulau Kecil bcrpcnghuni; dan 

d. memanfaatkan beraama bandar udura untuk kc:pentingan 
pertahanan don kerunanan negera. 

(2t Pengcmbangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayam 
kawasan perkotaan naslonat sebagai pusru pengembangan Kawasan 
Andalan guna mendorong perckonomian di Kepulauan Nusa Tenggara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dllakukan pada: 
a. Bandar Udara lntemasional Lombok yang bcrada di Kabupaten 

Lombok Tcngah untuk me!ayani PKN Mo.taram dan PKW Praya 
sebagai pusat pcngembangan Kawasan Andalan Lombok dan 
Sckitarnya serta Kawasan Andalan Lout Selat Lombok dan 
Sekitarnya; 

b. Bandar Udaro Eltarl yang berada di Koto Kupang untuk melayaru 
PKN Kupang sebngo.i pusat pengembongnn Kawaaan Andalan 
Kupang dan Sekitarnya scrta Kawasan Andalan Laut Sawu dan 
Sekitamya, dan PKW Soc sebagai pusa; pengcmbangan darl 
Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; 

c. &l.ndar UdQJ"Q Muhcunm"d S3.13huddin yang berada di K:=-hupiuPn 

Bima untuk mrlayan, PKW Raba scbagai pusat pcngembangan 
Kawasan Andalan Brma; 

d. Bandar Udara Komodo yang berada di Kobupatcn Manggarai Barat 
unruk mclayanl PKW Labuan Bajo scbag~, pusat pcngembangan 
Kawasan AndaJun Kornodo dan Sekitamya: 

e. Bandar Udara Frans Seda yang bcrado di Kobupaten Sikl<a untuk 
melayani PK\V Maumcrc:: sebagai puszn pengcmbangan Kawaaan 
Andalan Maumcrc-Ende dan Kawasan Andalan Laut Flores; 
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g. Bandar ... 

f. Bandar Udara Hasan Aroeboesman yang bcrada di Kabupatcn Ende 

untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengemba.ngan Kawasan 

Andalan Maumcrc-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan 
Seki tam ya; 

g. Bandar Udara Umbu Mchang Kunda yang bcrada di Kabupaten 
Sumba Timur untuk melayani Pk'V.. Waingapu scbagai pusar 
pengembangan Kawasan Andalan Sumba serta Kawasan Andalan 

Laut Sumba dan Sekitarnya; 
h. Bandar Udara Haliwen yang berada di Kabupaten Bdu untuk 

melayani PKSN Atambua dan P1'.'"\V Kefamenanu sebagai pusar 
pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sckitamya; dan 

i. Bandar Udara Mbay yang berada di Kabupa1en Nagekeo unruk 
melayaru Ph.."W Ruteng sebagai pusat pengembangan Kawasan 
Andalan Ruteng .. Bajawa, 

{3) Pengembangan dan pcmantapan bandar udara yang terpadu dcagan 
jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( l] huruf b 

dilakukan pada: 
a. Bandar Udara lmemasional Lombok yang tcrpadu dengan 

pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok: 
b. Bandar Udara Eltari yang terpadu dengan pcngembangan Jaringan 

Jalan Liruas Pulau l'imor; 
c. Bandar Udara Muhammad Salahuddm yang tcrpadu dengan 

pcngcrnbangan Jaringan Jal.an Lintas Pulau Sumbawa, 

d. Bandar Udara Frans Seda yang terpadu dengan pengembangan 
Jaringan -Jalan Un Las Pulau Flores; 

e. Bandar Udara Hasan Arocbocsman yang terpadu dengan 

pengernbangan Ja.ringan Jalan Lintas Pulau Flores; 
f. Bandar Udara Umbu Mchang Kunda yang terpadu dengan 

pcngcmbangan .Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba; 
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(2) Pcngcndalian •.. 

Pasal 19 
(I) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara unruk penerbangan 

scbagairnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi: 
a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang 

digunakan untuk operasi penerbangan: dan 
b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk pcncrbangan guna 

kepenringan pertahanan dan keamanan negara. 

g. Bandar Udara Haliwen yang terpadu dcngan pengembangan 
Jaringan Jalan Lmtas Pulau Tirnor; dan 

h. Bandar Udara Mbay yang cerpadu dengan pengembangan Jaringan 
Jalan Lincas Pulau Flores. 

(4) Pengembangan bandar udara pengumpul untuk melayani angkuian udara 
keperintisan guna meningkatkan a.ksesibilitas Kawasan Perbatasan, 
kawasan certinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dilakukan di Bandar Udara 
Jncernasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad 
Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar 
Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar 
Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay. 

{5) Pemanfaatan bcrsama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan 
kearnanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf d dilakukan 
di Bandar Udara lnternasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar 
Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komoclo, Bandar Udara 
Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu 
Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwcn, dan Bandar Udara Mbay. 

(6) Stratcgi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di 
Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tcrcanturn dalam Lampiran 
I.B.4 yang merupakan bagian cidak terpisahkan dari Peraruran Presiden 
mt. 
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b. mengembangl<an ... 

Pasal 21 
( 1) Strategi cperasionallsast perwujudan pembangkit tenaga listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi: 
a. mcngernbangkan dan mcmclihara pcrnbangkit tenaga listrik untuk 

memenubi kebutuhan cenaga listrik di kawasan perkotaan nasional 
dan Kawasan Andalan: dan 

Pasal 20 
Stratcgi opcrasionalisasi perwujudan jaringan cnergi nasional sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11 huruf c terdiri etas strategi operasionahsasi 
perwujudan: 
a. pcmbangkit tcnaga listnk; dan 
b. jaringan transmisi tcnaga hatrik. 

Paragraf 3 
Sistem Jaringan Energi Nasional 

(2) Pengendalian kegiatan budl daya di sekitar bandar udara yang ctigunakan 
untuk operasi penerbangan sebagrurnana dimaksud pada ayat (1) huTUf a 
dilakukan di sekitar Bandar Udara Internasional Lombok. Bandar Udara 
Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddm. Bandar Udara Komodo. 
Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman. Bandar 
Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Cdara Haliwen, den Bandar Udara 
Mbay 

(3} Pemanfaatan bcrsama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan 
pcrtahanan dan keamanan negara sebagaimana ctimaksud pada ayat (II 
hurur b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara lntemasional 
Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, 
Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda. Bandar Udara Hasan 
Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara 
Haliwcn, dan Bandar Udara Mbay. 

-42- 

PA.ES10E.N 
REPUBLIK INDONESIA 



d. pernbangkit ... 

b. mengernbangkan pernbangkit listnk energi terbarukan untuk 
mclayam kawasan perdesaan, Kawa,an Perbatasan, kawasan 
trt1inggat dan terisolasi, tennasuk Pulau Kccil berpenghuni. 

(2) Pengcmbangon dan pcmcliharaan pembangkit tenaga listrrk untuk 

memenuhi kcbutuhan ienaga listrik di ko.wosan perkotaan naslonal dan 
Kawasun Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat t 11 huruf a 
clilakukan pad a· 
a. pcmbanglot listnk tenoga uap (PLTUI meliputi: 

I PLTU Lcmbok don PLTU l..ombok Sewa yang berada di 
Kubupaten Lornbok Barat: 

2. PLTU Lombok 2 PLTU Lombok FTP2, dan PLTU Lombok Timur 
yang berada di Kabupaten Lcmbok Timur; 

3. PLTU Lombok 3 yang berada di Pulau Lcmbok; 
4. PLTU Surnbawa Baral yang bcrndo di Kabupaten Sumbawa 

Bo.rat; 
5. PLTU Sumbawa ~,.P2 yang berada di Kabupaten Sumbawa; 
6. PLTU Bima yang berada di Kabupaten Bima; 

7. PLTU Ropa yang beroda di Kabupaten Ende; 
8. PLTU Maumere yang berada di Kabupaten Sikka; 

9. PI..TU Alor yang berada di Kabupaten Alor; 
10. PLTU Atambua yan& berada di Kabupatcn Betu; 
11 PLTU Kupang yang berada di Kabupaten Kupang; dan 
12. PLTU Rote Ndao yang berada di Kabupatcn Rote Ndoo: 

b. pcmbangkit lisuik tenaga gas/mesin gas (PLTO/MG) melipuu: 
1. PLTO/MG Lombok yang berada di Knbupaten Lombok Barat; 
2. PLTMO Maumere yong berada dJ Kabupatcn Sikka. dan 
3 PLTG/~10 Kupang yang berada di Kabupaten Kupang; 

c. Pcmbangldt Listrik Tenaga Oasifikas, Batubara {PLTOBJ Larantuka 
yang berada di Kabupatcn Flores Timur; 
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8 PLTM ... 

d. ps,mbangkil listrik tcnaga panas bumi (PLTPI meliputi: 
I. PLTP Scrnbalun yang bcrada th Kabuputen Lombok Timur; 
2 PLTP Hu'u yang beradu di Kabupatcn Dompu; 

3. PLTP Ulumbu yang berada dt Kabupmcn Manggarai; 

4 PLTP Mataloko yang bcrada di Kabuparcn Ngoda; 

5. Pl TP Sokona yang bersda dr Ka.bu paten Ende; 
6. PLTP Oka Larantuka yang bcrnda di Kabupatcn Flores Timur; 
7. PLTP Atade1 yang berada di Kabupatcn l.embata; dan 
8 PL,TP Bukapnmg yang berada di Kabupaten Alor; 

e. pembangkit listnk tenaga 1ur (PLTA) melipult: 
1. PLTA Orang Flch yang berada dt Kabupaten Sumbawo. dan 
2. PLTA Wae Rancang yang bcrada di Kubu paten MangRarai Timur. 

131 Pcngembangan pcmbangkit listrrk energi terbarukan umuk melayani 
kawasan perdesaan, Kawasnn Perbatasan, kawasnn terunggel clan 
tensolasi, termasuk Pulau Kectl berpenghum sebagaimana dimaksud 
pada avnt (!) huruf b dilakukun pada: 
a. pernbangkit listnk tcnaga mmi h1dro (PLT\ll mehpuu: 

I. J'>LTM Santong dan Pl, TM Scgara yang berada dt Kabu paten 
Lombok Utara 

2. l'l,TM Kukusan dan PLTM Kokok Putih yang berada di 
Kabupaten Lombok Timur; 

3, PLTM Blmang Flano dan PL TM Rea yang berada d1 Kabuputen 
Sumbawa Beret, 

4 PLTM Mamak dan PLTM Rhee yang berada di Kabupaten 
Sumbuwa; 

o, PLTM Sape ynng berada di Kabupaten Buna: 

6. PLTM Wae Ro,1 yang be rad" di Kabupoten Ngnda: 

7 PL TM Ndungga yang bcrada d1 Kabupilten Ende; 
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Kabupaten ... 

8. PLTM \Volodaesa yang berada di Kabupaten Sikka; 

9. Pl.TM Gilkes, PLTM Barata, PLTM Wac l.cga, dan PLTM Sita 

yang berada di Pu1au Flores: 

10. Pl.TM Maidang, PLTM Lewa, dan Pl.TM Praikalala yang berada di 

Kabupaten Sumba Timur; 

11. PLTM Wanokaka yang berada di Kabupatcn Sumba Barat.; 

12. PLTM Lokomboro yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya; 

dan 

13. PLTM Kudungawa, PLThf Umbuwangu, PLT).I Peduhunga, dan 

PLTM Kambamru yang berada cu Pulau Sumba; 

b. pembangkit listnk tenaga biomassa (PLTBM) di Kabupaten Lombok 

Baral, Kabuparen Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, 

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten SUmbawa Baral, Kabupaten 

Oompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Ngada, Kabupaten lklu, 

Kabupatcn Timor Tcngah Utara, Kabupatcn Timor Tcngah Selatan, 

Kabupaten Ku pang, dan Kabupaten Sumba Timur; 

c. pembangkit listrtk tenaga surya tpLTS), pernbangkit Iistrik tcnaga 
angin (PLTB), pcmbangkit listrik tcnaga mikro ludro (PLTMHJ, 
dan/atau pcmbangkil hstnk tcnaga angin-surya {hybridl di 

Kabupmen Lombok Baral, Kabupaten Lombok urara, Kabupaten 

Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa 

Barat, Kabupaten SUmbawa, Kabupaten Oo.mpu. Kabupaten Bima, 
Kabu paten Manggarai Baral, Kabupaten Manggarai, Kabupaten 

Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten 
Ende, Kabupatcn Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten 

Lcmbata, Kabupatcn Ator. Kabupaten BeJu, Kabupaten Malaka. 
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2. jaringan ... 

Pasal 22 
(l I Strategi opcraslonahsnsr pcrwujudan tranamisi tenagu lisLrik sebagaimana 

dimaksud dalam Paso.I 20 huntf b dilakukan dengan mengcmbangkan 

dan memelihara jnringan transmisi tcnaga listnk uruuk melayam 
kawasan perkotaan nosional dan Kawasan Andahm di Kepulauan Nusa 

Tenggara 
12) Pengembangan don pcmehharaan jaringan tran~m1s1 tenega lislrik unruk 

rnelayam kawasan perkotaan nasional dcUl Kawasan Andalan di 

Kepulauan Nusa Tcnggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada: 
a. janngan transmlsl tenaga listrik di Pulau Lombok tncliputi: 

1. jaringan transrmsi Tanjung-Ampcnnn-Jcranjang-Sengkol- 
Sclong-Pringgabaya-Sambcli•-Ba)·An· Tanjung: 

2. jaringan transrms; Mantang·Gt"rung: 
3. jaringan trnnsnus1 Sc:ngkol-Kuta: do.n 

4. jaringon irunemrsr Scmbah..tn-Sambcho 
uruuk metayanl PKN Mataram dan PKW Praya scrta Kawaaen 

Andalan Lombok dun Sekuarnya: 
b. jaringan tnmsrnisl tenaga listrik dl Puluu Sumbuwa meliputi: 

1. jaringan trunsmls] Ta1iwang-Alai,/Tuno-Labuhan·Empang· 

Oompu·Wohn-1:hma-Sape; 

Kabupaten Timor Tcngah Selatan, KHbupnlcn Ttmor Tengah Urara, 
Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabua Raijua, 

Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten 
Sumba Bara,, dan Kabupaten Sumba Baral Daya: dan 

d. Pembangkit Listnk Tenaga Arus Laut (PLTALI di Seim Alas, Sehu 

Linta, Selat Molo, Sdal Flores. setar Lewctcbi, dan Selat Solor 
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Paragraf ... 

8tratc:g1 cperasicnalisasi pcrwujudan ststem jaringnn cncrgi nasional di 

f<cpu1auan xusa T~n~ara sccara Lebih rinci rercaruum dalam Lampiran LC 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permuran Presiden ini. 

Pasal 23 

Atrunbul\·At"pupu untuk mdayani PKN Kupong, PK\V Soe. PKW 

Kefamenanu, dan PKSN Ata.mbua serta Kawasun Andalan Kupang 

dan Sekitarnya. 

Bolok • Maulafa-Naibonat- see / Nonohonis-Kcfamcnan u- transmisi 

2. jarmgan rranemlei Utan-Lebuhan: 

3. [aringan trnnsmisi Brang Beh-Labuhan; 

4. jarmgan transm1s1 Hu\J-Dompu; dan 

o. jaringan tran$m1s1 \\'era-Sirna 

untuk melayan, Pl\"\\' Sumbawa Besar dan PK\\' Raba serta Kawasan 

Andulan Su mbawu dun Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bima; 

c. jaringan trAnsm1s1 tcnugu Iistrik di Pulau Flores mehputi: 

1. janngan trunsrnlsi Labuan Bajo-Ruteug-Bajawa-Rcpa- 

Maumere: 
2. jaring:.m rranstms! Wae Rancang-Rutcng: 

3. jaringan transrnis! Mataloko-BaJawa: 

4. jaringan tran~misi Ropa-Ende; dan 

5. jaringan teanenusr Sokoria-Ende 

untuk mdayoni PKW Labuan Bajo. PKW Rutcng, PKW Ende, dan 

PKW Muumere sert« Kawasan Andalan Ruteng-Bajuwa dim Kawavan 

Andalan Mnumerc Bndc; dan 

d jaringan transmis: tcnaga listrik d.i Pulo.u Timer berupa jaringan 
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. . 
Andalan ... 

Pasal 25 
(l) Siraregi operasionahsasr perwujudan jaringan terestrial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan mengembangkan, 
merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jarmgan terestrial yang 
mcnghubungkan antarpusa, perkotaan nasional dan melayam Kawasan 
Andalan. 

12) Pengembangan, rehabi1itasi, dan peningkatan tungst jaringan terestriaJ 
yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan mclayani 
Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pcngcrnbangan jaringan terestrial di Kepulauan Nusa Tenggara 
sebagai bagian dari Janngan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara 
Maluku-Papua yang menghubungkan PKN Mataram. PKW Praya, 
PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, 
PKW Ende, PKW Maumere. PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PK\\ 

Kefamenanu, PK\V Soe, PKN Kupang, dan PKW Waingapu: dan 
b. pcngcmbangan jaringan tercstrtal di Kcpulauan Nusa Tcnggara 

sebagai bagian dart Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau xusa Tenggara 
Maluku-Papua yang melayani Kawasan Andalan Lombok dan 
Sckitarnya, Kawasan Andalan Surnbawa dan Sekitamya, Kawasan 

Pasal 24 

Strategi opcrasionallsasi perwujudan sistcm jaringan telekornunikasi nasional 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal II aya; (IJ huruf d terdiri atas stratcgi 
operasicnatisasi perwujudan: 
a. janngan teresu-ial; dan 
b. jaringan satelit. 

Paragraf 4 
Sistem Jaringan Tclekomunikasi .Nasional 
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Tengah ... 

Pasal 26 
(11 Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi: 
a. mengembangkan jaringan satelit untuk mclayani kawasan pcrkotaan 

nasionaJ dan Kawasan AndaJan; dan 
b. mengembangkan jaringan satelit unruk membuka isclasi di Kawasan 

Pcrbatasan, kawasan tcrtinggal dan tcrisolasi, tcnnasuk Pulau Kccil 
berpenghuni. 

(21 Pengembangan jaringan salclil untuk melayani kawasan pcrkotaan 
nasiona1 dan Kawas.an Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 

huruf a clilakukan pada: 
a. jaringan sateht untuk melayani PKN Mataram, PKN Kupang, Pl,.'\V 

Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba. PKW Labuan Bajo, PKW 

Ruteng, PKW Ende, PKW Maumcre, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, 

PKW Kefamenanu, Pf<\V Soc, dan Pf(W Waingapu: dan 

b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan 

Sekitarnya, Kawasan Andalan Surnbawa dan Sekitarnya, Kawasan 
Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sckitarnya. Kawasan 

Andalan Rutcng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan 
Andalan Kupang dan Sekitamya. dan Kawasan Andalan Sumba. 

(3} Pengembangan jarirtgan satelit untuk membuka Isclesi di Kawasan 

Perbatasan, kawasan tcrtinggal dan tensolasi. termasuk Pulau Kecil 
berpenghuni sebagaimana climaksud pada ayat (IJ huruf b dilakukan di 
Kabupalen Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok 

Anda.Jan Birna, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya. Kawasan 

Andalan Ruteng-Bajawa. Kawa.san Andalan Maumere-Ende, 

Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan 
Sumba. 
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a. mendayagunakan ... 

Pasal 29 
~l) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air scbagaunana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf a meliputi: 

Pasal 28 
Strateai operasionalisasi pcrwujudan sistem jaringan sumber daya arr 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {]) huruf e terdiri atas stratcgi 
opcrasionalisasi perwujudan: 
a. surnber air; dart 
b. presarana sumbcr daya air. 

Paragraf 5 

Sistcm .Jaringan Surnbcr Daya Air 

Pasal 27 
Stratcgi operasionalisasi perwujudan sistcm jaringan telekomunikasi nasional 
dj Kepulauan Nusa Tenggara secara 1ebih rind tercantum dalam Lampiran J.D 
yang merupakan bagian tida.k terpisahkan dari Peraturan Prcsidcn iru. 

Tcngab, Kabupatcn Lombok Timur. Kabupatcn Surnbawa Barat, 
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten 
Manggarai Barat, Kabupatcn Manggarai, Kabupatcn l\·tanggarai Timur, 
Kabupaten Ngada, Kabupatcn Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupatcn 
Sikka, Kabupaten F'lores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor 
Kabupaten Belu, Kabupaten Malak:a, Kabupaten Timor Tengah Utara, 

Kabupaten Timer Tengah Selatan, Kabupaten Kupang. Kabupaten Rote 
Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten SUmba Timur. Kabupaten 
Surnba Tengah, Kabupaten Sumba Barnt, dan Kabupaten Sumba Barat 
Daya. 
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Pasal 30 

a. mendavagunakan sumbcr air berbnsis WS untuk rnelnyani kawasan 
perkotaan nnsrona! dan Kawasan Andalan; dan 

b. merehubilltasi OAS kritis 
(21 Pcndayagunnu.n sumbcr alr berbasis \VS untuk mclaya.ni kawaaan 

perkotaan nuslonal dan Kawasan Andalon sebagaimann dimaksud puda 

avat Ill huruf o dilakukan pada: 
tt. \VS stratcgis nasional yung rnelipuu 

II WS Lornbok yang melayani PKN Mataram don PKW Prayu eerta 
Kawasan Andolnn Lornbok dan Sckitarnya; 

21 \VS Sumbawa ,.,ng mclayani PKW Sumbawo Bcsar dan l'KIV 

Raba serta Kawasan Andalan Sumbawa dan Sckitamya dan 
Knwasan Andalan Brma; dan 

3J WS Flores yang meluyani PKW Lutman Bajo, PKW Ruteng, PKW 
Ende, dan PK\V Maumere serta Kawasan Andn.lan Maumere 
Ende. Kawasan Andalan Komodo dan Sckuarnva dan Kawasan 
Andnlan Ruteng-Bajuwa; 

b. WS lintas negara yt1ng mehputi: 
I] \VS Bcnanain yang rnelayani PKW Kefarncnunu dan l"KSN 

Atambua serta Kawasan Andalnn Kupang dan Sckitamya; don 
2) \VS xoelmina yang melayam Pl\'.'\ Kupang dan PKW Soc serta 

Kuwusan Andalun Kupang dan Sckitarnya. 
f3J Rehabiltraer DAS kriti~ SC"buv.1.1imana dtmukaud pada nvat (I) hun.tf b 

dliakukan di· 
" DAS Oodokan, DAS Rcnggung Perempung, DAS Palung, dan DAS 

Putih pada WS Lombok, 
b DAS Ren, DAS Palaporado, OAS Moyo, OAS Hoda, DAS Kambu, dan 

DAS Nangagall pada WS Sumbawa; 
c DAS Lowu Dondo pada WS Flores 
d. DAS Benaruun pada \\'~ Bcnanain, dan 

e. DAS Noelmma dan OAS Noelnunkurus pada WS Noclrmna. 
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b. Bendungan . 

Pasal 30 
(I} Strategi opernsicnahsasi perwujudan prasaro.no "umber daya arr 

sebagaimana dimaksud dalam Pasel 28 huruf b mehputi: 
a. mengembangkan dan memelihara bcndungun beserta waduknya 

untuk mcmpcrtnho.nknn daya tempung uir sehingga berfungs, 

sebagai pc:ma~ok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan 

Kawasan Andatun: 

b. mcngcmbangkan don memclihara bendung sebagai pemasok air 

baku bagi Kawasan Andalan: 
c. mengembangkan prasarana penvediaan rur baku dengan 

menggunakan teknologi pcnggunaan air lout; 
d. mengcmbangkan prasarana penyedlaan air baku dcngan 

mengg-unakan metode pengawctan air; 
c. mengembangkan dan memelihara ernbung untuk memenutu 

kebutuhan air baku pada kawasan pcrtaman dan 
r mcningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memetihara jaringan 

uigas, pada da('rl\h 1rigasi (DI) untuk mcndukung pengembangan 

kawasan peruntukan penanian tanaman pangan tcrmasuk lahan 
pertanian pangan berkelanjutan. 

(2} Pcngembangan dan pcmeliharaan bcndungan bcscrta waduknya untuk 

mcmpei rahankan dayo tampung air setunggo bcrJungsi scbagai pemasok 
arr baku bagi kawusan perkotaan nasional dun Kawasan Andalan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (II huruf a dilukukan pada: 
a, Bendungan Bruujni, Bendungan Pengga. dan Bt-ndungan Mujur II 

yang beradu di Kabupaten Lombok Tengah serta Bcndungan 

Pandanduri Suwung1 yang berada di Kabupaten Lombok Timur- yang 
melayani Ph.\ \1aro.ram dan PKW Praya sena Kawasan Andalan 

Lombok dan Sckitarnya; 
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(4) Pengernbangan ... 

b Bendungan Bmtang Bano yang bcrodo di Kabupatcn Sumbawa 
Barat, Bendungan Bcringmsila, Oendungon Batu Bulan, Bcndungan 
Momak, Bendungan Tiu Kulit, dan Bcndungon Gapil yang bcrada di 
Kobupaten Sumbawa, Bendungan R.ababaka yang berada di 
Kabupaten Dompu. serta Bendungan Pelaparado dan Bcndungan 
Sumi yang bcrada d1 Kabupaten Bima yang melayani PKW Sumbawa 
Besar, PKW Raba, Kawasan AndaJan Sumbawa dan Sekitarnya serta 
Kawasan Andalan Bima; 

c. Bendungan Mbay yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk 
melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa; dan 

d Bendungan Ternef yang bcrada di Kabupaten Timor Tcngah Selatan, 
Bendungan Tilong dan Bendungan Raknamo yang bcrada di 
Kabupaten Kupang, serta Bendungan Kolhua yang berada di Kota 
Kupang untuk melayanl PKN Kupang, PK\V Soc, PKW Kefamenanu 
sorta Kawasan Andalan Kupang dan Sekrtarnya. 

(3) Pengembangan dan pemcliharaan bendung sebagai pemasok air baku bagi 
Kaw .. san AndaJan sebaga,mana dunaksud pada a rat (I) huruf b dilakukan 
pada: 
a bendung di WS Lombok untuk melayani Kawasan Andalan Lombok 

dan Sckitarnya; 
b. bcndung di WS Sumbawa untuk mclayani Kawasan Andalan 

Sumbawa dan Sckitnmya serta Kawasan Andalan Bima; 
c. bcndung di WS Flores unruk melayaru Kawasan Andalan Ruieng 

Bajawa dan Kawasan Andalan Maumere-Endc: 
d. bendung di WS Benanain untuk melayani Kawasan Andalan Kupang 

dan Sekitarnya; dan 
e. bendung di WS Noelmina untuk melayuni Kawasan Andalan Kupang 

don Sekitarnya 

FIRE SI OEN 
REPUULI IDONfr5 A 

• 



b. Jaringan 

(4) Pengernoangun prasarana pcnyediaan air baku dengan menggunakan 
teknologi penggunaan wr laut sebagaunana dimaksud pada "' at (I) huru( 
c dilakukan di Kabupa.ten Mangganu Baral dan Kabupaten Sumba Baral 
Daya. 

(St Pengcmbangun prasarana pcnycdiaan nit baku dengan m,:nggunakan 
metcdc pcngewetan rur sebngaimana dlmakaud pada avar (It huruf d 
dilakukan d1 Kota Matnram, Kabupaten Lombok Baral Kabupaten 
Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, 
Kabupatcn Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barar, Kabuputen Dompu, 
Kota Bimu Kabupaten Sima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten 
~tanggttn1J, Kabupaten Manggara! Timur, Kobupaten Ngado. Kabupaten 
Nagekeo, Kabupaten Ende, Kobu paten Sikk .. ~ Kabupaten Flores Timur 
Kabupatcn Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tcng.'th Utara, 
Kabupatcn Timer Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu 
Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupsten Surnba Barat, dan 
Kabupaten Sumba Baral Daya. 

(6J Pengembangan dan pemclihuraan cmbung untuk mernenuhi kcbutuhan 
air baku pada kawasan pcrwnian sebagaimnna dimaksud pada avat Pt 
hu ruf c drlekukan di KAbupa1en Lombok Barat, Kabupatcn Lombok 
Teng.ah, J..:abupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten 
Dompu, Kabupaten Bimo, Kabupatcn l\langg~rai. Kabupatcn Ngada, 
Kabupatcn Ende, Kebuputen Sikka, Kabupaten Flores Timur, h'.obupaten 
Alor, Kabupaten Belu, Kabupatcn Tuner Tengah Utara, Kabupaten Timor 
Tengah SC'lutu.n, K.abup~1.tcn ~talaka. Kabupaten Kupang. h..1:bupaten 
Sumba Timur dan Kabupatcn Sumba Baral. 

{7) Peningkatan fungsi, pengembangan. dan pcmehharaan jnrmgun irigasi 
pada DI untuk mendukung pengcmbangon kawasan peruntukan 
pertanian tanarnan pungen tcrmasuk luhan pertaniun pangan 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huru( t dilakukan 
pad a, 
a. jarmgnn 1rigas1 di DI Jurnng Sate Hulu, DI Jurang Sate Hilir, OJ 

MuJur II, DI Batu Jai DI Surabaya, DI Jurang Batu, <Ian DI Pengga 
yang melayaru Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyu; 
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a. kawasan ... 

Slratt-gt operaaionalisasi pcrwujudan kawasa.n hndung nustonal sebagaimana 
dimaksud dalam Pas.al 11 aya; (2) huruf a terdin atas straleg1 opcrasionahsasl 
perwujudan: 

Pasal 32 

Paragraf I 
Kawasan Undung Nasional 

Bagian Ketiga 
Stratcgi Opcraslonalisasi Perwujudnn Polu Ruong 

Pasal 31 
Strategi operasionahsasr perwujudan stetem janngan sumber daya air di 
Kepulauan Nusa Tcnggara sccara kbih rind tercantum da.lam Lampiran J.E 
yang merupaka.n bagian yang tidak rerpisahkan dari Ptuuuran Presiden mi. 

b. jaringan irigas1 d1 01 Bendungan Batu Bulan dnn DI Mamak yang 
mclayani Kawa,,.an AndaJan Sumbawa dan Sckuarnya: 

c. jaring.an uiga,, d1 OJ Pelaparado yang mclayunl Kawasart Ando.Ian 
Bima; 

d jaringan irigusl di DI Mbay, 01 Penglner, 1)1 Ngacla, DI Way Dingin 
Way Laku, DI Way Mantor, DI Way Musur, Way Bobo, Way Pcot, DI 
Lcmbor, 01 Nggllrani,; jMcsc, Oongkong, Gatung). dan DI Terang yang 
melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa: 

e. jaringan iriga~n d1 Dt Benlelang yang melayam kawas.an pcruntukan 
pertaruan tanilmen pangan di PuJau Alor, 

I. jaringan irigas, d1 01 Baru Merah. OJ Lokopchapo, DI Manilan, DI 
Oesao. DI Tilong, 01 Beluana, DI Haekto, DI \kna, DI Haekesak, DI 
Malaka, DI Baus. dan DI Bena yang mclayani Kawasan Andalan 
Kupang dan Sekuarnya: dan 

g. jaringan irigasl di Ot Danau Tua yang mcloyanl kawasan pcrunrukan 
pcrtanian tauaman pangan di Pulau Rote. 
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Kabupaten ... 

mengganggu fungsi kawasan hutan lindung. 
(31 Strategi cperasicnalisasi perwujudaa kawasan rcsapan air sebagaimana 

dunaksud pad a ayat f I) huruf b mcltputi: 
a. mernpertahunkun dun mcrehatnhtasi kawasun resapan au· untuk 

menjaga kualturs don kuanuras sumbcr air: dan 
b. mengendullkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi 

mcngganggu rungsi kawaaan eesepan rur. 
(41 Pemertahanan dan rchabihwsi kawasan hutan hndung sebagaimana 

dirnaksud pada avat f2) huruf a dilakukan pada k""a;;an hutan hndung 
di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara. Kebu.palcn 

Lombok Tcngah, Knbupmen Lombok Timur, Knbupnten Sumbewa, 

hutan lindung (21 Stra.tegi opcrusionalisnsi perwujudan kawaaan 
sebagatmana dtmaksud pada ayai (I} huruf a rnclipuu 
a. mempertahunk .. in dun merchabilitasi kawus.m hutan hndung; dan 
b. mengendaWcan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi 

UI Kawasan yang membenkan perlindungan tcrhadep kawasan bawahannya 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 32 huruf 8 terdiri atas: 
a. kawasan hutan hndung: dan 
h. kawasan rcsapan air. 

Pasal 33 

c. kawasan suaka 0J,1m, pclcstarian alam, dan cagar budnya; 
d. kawasan rawan bencanu alam: 
e, kawasan Itndung geologr; clan 
f. kawasan Iindung lainnya 

tcrhadap kawasan kawasan yang mcmbcrikan perlindungan 
bawahannya. 

b. kewesan pcrhndungan seternpat; 
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a. kawasan ••• 

Kabupaten Sumbawa Barat, Kabuparen Oompu, Kabupalcn Bima, Kota 

Bima, Kabupaten Manggarai Baral, Kabupaten Manggarai. Kabupaten 

Manggarai Timur, Kabupaten Ngada. Kabupaten Nagckeo. Kabupaten 

Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, 

Kabupatcn Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupatcn Tim.or 

Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang. 

Kota Kupang, Kabupatcn Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupatcn 

Sumba Timur, Kabupaten Su.mba Tcngah. Kabupaten Sumba Barat, dan 

Kabupaten Sumba Barat Daya. 

(5) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu 

rungs! kawasan hutan lindung sebagaimana dirna.ksud pada ayat (2) 

huntf b dilakukan pacta kawasan hutan lindung dl Kabupaten Lombok 

Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupalcn Lombok Tengah, Kabupatrn 

Lombok Timur, Kabupalen Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, 

Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai 

Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupatcn Manggarai Timur, Kabupaten 

Ngada, Kabuparen Nagckco, Kabupaten Ende, Kabupalcn Sikka. 

Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata. Kabupaten Alor, 

Kabupatcn Belu, Kabupaten Malaka, Kabupatcn Timor Tengah Utara, 

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kora Kupang, 

Kabupaten Role Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, 

Kabupatcn Sumba Tengah, Kabupatc:n Sumba Barat, dan Kabupaten 
Sumba Baral Daya. 

(6) Pcmcrtahanan dan rehabilitasi kav v -aaan resapan rur untuk menjaga 

kualitas dan kuantitas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dilal<ukan pada: 
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(7) Pengendalian ... 

a. kawasan resapan air di DAS Oodokan, OAS Rcnggung Perempung, 
DAS Palung, DAS Kukusan, DAS Tanggek. DAS Desa, DAS 

Beburung. DAS Putih. DAS Gcrcncng. DAS Rcak, DAS Embarembar. 

OAS Amoramor, OAS Sidutan, DAS Segara, DAS Menmting, DAS 

Jangkok, dan DAS Babak pada WS Lornbok: 
b. kawasan resapan air di DAS Rea, DAS Tatar, DAS Beh. DAS Ree, 

DAS Sumbawa, DAS Moyo, DAS t',angabangka, DAS Bera, DAS 

Panas, DAS Sangane, DAS Rinti, DAS Sibekil, DAS Nangagali, OAS 

Tanah Mcrah, DAS Barorc, DAS Sumpat. DAS Tiram, DAS Kwangko, 

DAS Tarei, DAS Labalaju, DAS Kambu, DAS Hodo, OAS Tula, DAS 

Oadi, DAS Palaparado, DAS Lapasanruru, DAS Ronni, DAS Jangka, 
DAS Cabang, DAS Lebelela. dan DAS Hidirasa pada WS Sumbawa; 

c. kawasan resapan air di DAS Nanga!Hi, DAS Goto Ketak, OAS Berch, 

DAS Raren. DAS Pocong, DAS Pong Lao, DAS Borong, DAS Laku 

Toka, DAS Makel, DAS Sangan Kalo, DAS Nanga Baras, OAS Bakok. 

DAS Mbalmg, DAS Nangabumal, DAS Aesesa, DAS Lowo Dopo 

Patipara, DAS Nangapanda, DAS Paudhombo. DAS Lowo Rea. DAS 

Wolowona, DAS Lowo Dondo, DAS Kayu Putih. DAS \\'aiwajo, DAS 

Nebe, dan DAS Boru Kedang pada WS !'lores; 

d. kawasan resapan air di pada DAS Bcmmain, DAS Halilamutu, DAS 
Bone, DAS Umalawam, DAS Sunsea, DAS Ramawe, DAS Umaklaran, 

DAS Lasiolat, DAS Lrunaknen, DAS Duarato, DAS Hasfuik xtaubesi, 
DAS Punu, dan DAS Ocmanu pada WS Benanam; dan 

e. kawasan rcsapan air di DAS Noelmina, DAS Noel Muke, DAS 

Tacusapi, DAS Noelfrul. 0.-\S Sitoto, DAS Metan, DAS Nocltcrmanu, 

DAS Noelkapasali, DAS Nodmulubeno. DAS Noelnunkurus, OAS 

Noelnoni, DAS Noelbikoen, DAS Noelarnabi, DAS Manikin, dan DAS 

Noelbaki pada WS Noclmina. 
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e. kawasan ••• 

(7) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu 

fungsi kawasan rcsapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3t huruf b 

dilakukan pada: 

a. kawasan rcsapan air di DAS Dodokan, OAS Renggung Perempung, 

DAS Palung, DAS Kukusan, DAS Tanggek, DAS Desa, DAS 

Beburung. DAS Putih, DAS Gereneng, DAS Reak, OAS Embarcmbar, 

DAS Amoramor, DAS Sidutan, OAS Segara, OAS Menintmg. DAS 

Jangkok, dan DAS Babak pada IVS Lombok; 

b. kawasan resapan air di DAS Rea, DAS Tatar, OAS Beh, DAS Ree, 

OAS Sumbawa, DAS Moyo, DAS Nangabangka, DAS Bera, DAS 

Panas, DAS Sanganc, DAS Rinti, DAS Sibekil, DAS Nangagali, DAS 

Tarrah Mcrah, DAS Barore, DAS Sumpat, DAS Tiram, DAS Kwangko, 

DAS Tarei, DAS Labalaju, DAS Kambu, DAS Hodo, OAS Tula. DAS 

Dadi, DAS Palaparado, DAS Lapasanruru, DAS Rontu, DAS Jangka, 

DAS Cabang, DAS Lebelela, dan DAS Hidirasa pada IVS Sumbawa; 

c. kawasan resapan air di DAS Nangalili. OAS Golo Ketak. DAS Bereh, 

DAS Raren, DAS Pocong, DAS Pong Lao, OAS Borong, DAS Laku 

Toka, DAS Mokel, DAS Sangan Kalo, OAS Nanga Baras, DAS Bakok, 

DAS Mbahng, DAS Nangabuntal, DAS Acscsa, DAS Lowo Dopo 

Patipara, DAS Nangapanda, DAS Paudhombo. DAS Lcwo Rea. DAS 

Wolowona, DAS Lowo Dando, DAS Kayu Putih, DAS WaiwaJo, DAS 

Nebe, den DAS Bon, Kedang pada WS Flores; 

d. kawaean reaapan air di pada DAS Benanain, DAS Halilamucu, DAS 

Bone, DAS Umalawain, DAS Sunsea, DAS Rainawe, DAS Umaklaran, 

DAS Lasiolat, DAS Lamakncn, DAS Duarato, DAS Hasfuik Maulx:si, 

DAS Puou, dan DAS Oemanu pada WS Benanain; dan 
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• 

Manggarai ..• 

pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekuar danau atau waduk 
unruk mencegah dan mengendalikan daya rusak air. 

(3) Pemertahamm clan rehabilitasr scmpadan paruai, sempadan sun.gai. den 
kawa.san scknar danau atau waduk sebagaimana dilnaksud pada ayat (21 
huruf a dilakukan pada. 
a. sempadan pantai di Kabupatcn Lombok Barat, Kota Mataram. 

Kabupaten Lcmbok Utara, Kabupatcn Lombok Tengah, Kabupaten 
Lombok Timur. Kabupatcn Surnbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, 
Kabupaten Dompu, Kabupaten Sima, Kota Buna, Kabupaten 

atau waduk yang 

fungsi kawasan 

sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau 
berpotensl mengganggu dan/ a tau mcrusak 
pcrlindungan sctempat: dan 

c. mcngembangkan struktur alarm dan struktur buatan di sernpadan 

Pasal 34 
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

huruf b terdlri atas: 
a. sempadan pantai; 
b. scmpadan sungai; dan 
c. kawasan sekitar danau atau waduk. 

t2) Strategi operasionalisasi pen.vujudan kawasan pcrlindungan seternpat 
scbagaimana dimaksud pada ayat j l) metipuu: 
a. mcmpcrtahankan dan merehabthtasr sempadan pantai, sempadan 

sungai, dan kawasan sckitar danau atau waduk; 
b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempaden pantai .. 

c. kawasan rcsapan air di DAS Noelmina, DAS Noel Muke, DAS 
Taeusapi, DAS Noelfail, DAS Sitoto, DAS Metan, OAS xcettermano. 
DAS Noclkapasali, DAS Noclmulubcno. DAS Noclnunkurus, DAS 
Noelnoni, DAS Noelbikoen, DAS Noelamabi, DAS Manikin, dan OAS 
Noclbaki pada WS Noclmina. 
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4. Mota ... 

Manggarai Barut, Kabupaten Manggarai, J.i:c&bupatcn Manggarai 
Timur, Kabupatcn Ngada, Kabupaten Nagckco, Kabupaten Ende. 
Kabupaten S1kka, Kabupaten Flores 1\mur. Kabupaten Lembala, 
K.abupaten Alor, Knbupnten Belu, Kabupntcn Mataka, Kabupaten 

Timor Tengah Utarn, Kabupaten Timor Tenguh Selman, Kabupaten 

Kupang, Kola Kupnng, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu 
Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kobupatcn Sumba Tengah, 
Kabupaten Surnbn Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Dava; 

b. scmpadan SUOK.:li di: 
I. Sungai Oodokan, Sungai Perernpung, Sunga, Tundak, Sunga, 

Bbrnbmg, Sungru Tojong, Sungai Tanggck. Sungai Desa, Sungai 
Putih, Sungru Reak, Sungai Sidutan, Sungoi Segara, Sungai 
Memnung, Sungai Jangkok, Sungal Amorarnor, Sungai 

Gcrcncng, Sungai Babak, Sungai Palung, Sungai 
Nangkalombok, dan Sungai Embarembor pada IVS Lombok: 

2. Brong Re,,, Brang Tatar, Brang Bch, Brang Ree, Brang 
Sumbawa. Brang Bera, Brang Panas. Brang Sangane, Brang 
Rmu. Brang Sibekil, Brang Nangagah, Brang Barore, Brang 
Sumpat, Brang Tirarn, Sori Kwangko, Sori Tumu, Son Labalaju, 
Sori Kambu, Sori Oifanda, Sorl Tula. ~ori Polaparado, Sori t<ch, 
Sort J>t.-dolo, Son SaJa, Sori Amakuli, Sori LcbeleJa, dan Son 

Hidirasa pada WS Sumbawa; 
3. Wac Jure, Woe Nampar, Sungai Nangn seee. Wae Rosok. \Vae 

Rii, Woe Musur, wee Laku, Wae Bobo, Wac Mapar, Wae Togong, 
wae Bal<ok. wae Mbahng, Sungai Alo Buntal, Ae Sesa, i\e Tcka, 
Lowo Nangapanda, towo Nangaba, Lowo Rea, Lowo Wo1owona. 

Lowo Dondo, Lowo Aebara. Lowo Ria, Wrur Nango.gete, dan Wru 
Kumang poda WS Flores; 
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a. sempadan ... 

4. Mota Benenain, Mota Halimutu, Noe Bone, Sungai Umaklaran, 
Mota Baukama, Noel Oetao, dan Sungai Oemanu pada \VS 
Benanain; da.n 

5. Noel Mina, Noe Muke, Noe Taeusapi. Noel Fail, Noe Toko, xoet 
Metan, Noel Terrnarru, Noel Nunkurus, Noc Kcnino, Noel Amab), 
Noel Manikin, Noel Balci, Noel Mulubeno, Noel Kapasali, dan 
Noel Bikocn pada WS Noelmina; 

c, kawasan sekitar danau atau waduk meliputi: 
I. Dartau Segara Anak yang bcrada di Kabupaten Lombok Tengah 

dan Kabupatcn Lombok Timur, Danau Taliwang yang berada di 
Kabupaten Sumbawa Barar, Danau Kelimutu _yang berada di 
Kabupatcn Ende, Danau La Halo yang berada di Kabupatcn 
Bima, Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten 
Manggarai Bann, serta Danau Tua, Danau Anak, dan Danau 
Oesipoka yang berada di Kabupaten Rote Ndao; dan 

2. Waduk Batujai, Waduk Pcngga, Waduk MuJur yang berada di 
Kabupaten Lombok Tengah, Waduk Pandandun Suwang, yang 
bcrada di Kabupaten Lombok Timur; \\'aduk Bint.ang Sano yang 
berada di Kabupaten Sumbawa Barnt, Waduk Beringinsila, 
Waduk Batu Bulan, Waduk Mamak. Waduk Tiu Kuht, dan 
Waduk Gapit yang berada di Kabupaten Sumbawa, Waduk 
Rababaka yang berada di Kabupatcn Dompu. Waduk Pelapara.do 
dan Waduk Sumi yang berada di Kabupatcn Bima, Waduk 
Ternef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Waduk 
Tilong den Waduk Raknamo yang berada di Kabupaten Ku pang, 
serta Waduk Kolhua yang berada di Kota Kupang, 

(4) Pengendalian kcgiatan pcrnanfaatan ruang pada sempadan pantai. 
sempadan au ngai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang 
berpotcnsl mengganggu dan/ atau mcrusak fungsi kawasan perlindungan 
sctempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurur b dilakukan pada: 
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3. Wac ... 

a. scrnpadan pantai di Kabupaten Lombok Baral. Kota Mataram, 

Kabupatcn Lombok Utara, Kabupatcn Lombok Tengah, Kabupaten 

Lombok 1'imur, Kabupatcn Sumbawa Barat, Kabupate:n Sumbawa, 

Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima. Kota Bima, K.abupaten 

Manggarai Baral, Kabupaien Manggarai, Kabupatcn Manggarru 

Timur. Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabuparen Ende. 

Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lcmbata, 

Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten 

Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kabupatcn 

Kupang, Kota Kupang, Kabupatcn Rote :-ldao, Kabupaten Sabu 

Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, 

Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; 

b. sempadan sungai di: 

I. Sunga, Dodokan, Sungai Perempung, Sunga, Tunda.k, Sungai 

Bhmbing, Sungru Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa. Sungai 

Puuh, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segara. Sungai 

Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Amoramor, Sungru. 

Gcreneng. Sungai Babak, Sungai Palung. Sungai 
Nangkalombok, dan Sungai E:mbarembar pada V,tS Lombok; 

2. Brang Rea, Brang Tatar, Brang Beh, Brang Ree, Brang 

Surnbawa, Brang Bera, Brang Panas) Brang Sangane, Brang 

Rinu, Brang Sibekil, Brang Nangagali, Brang Barorc. Brang 

Sumpai, Brang Tiram, Sori Kwangko. Sori Tumu, Sori Labalaju, 

Sari Kambu, Sori Oifanda, Sori Tula, Sori Palaparado, Son Keli, 

Sori Pedoto, Sori Saja, Sori Amakuli. Sori Lebelela, dan Sori 

Hidirasa pada WS Sumbawa; 
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a sempadan ... 

JS) Pcngcmbangan struktur alami dan struktur buatan di sernpadan pantai, 

sempadan sungai, dan kawasa.n sckitar danau atau waduk untuk 

mencegah dan mcngendahkan daya rusak oar sebagarmana dimaksud 

pada ayat (21 huruf c dilakukan pada: 

3. Wae Jar<, Wuc Nrunpar, Sungai Nanga Bcre, Wac Rosok, Wac 
Rii, Wm: Mu~ur, wae Laku, Wae Bobo, Wnr Mapar, Wac Togong, 

Wac: Bakok Wac Mbaling. sungor Alo Buntal. Ac Sesa, Ac Tcka, 

Lowo Nangoponda, Lowo Nangaba, Lowo Rea, Lowo wclowona, 

Lowe) Donclo, Lowa Acbara, Lowo Ria, Wair Nangagcte, dan Wai 

Kumang pndn WS Plores; 

4. Mota Bcncnom, Mota Halimutu, Noc Bone. Sungai Umaklaran, 

Mota Baukumn. Noel Oetao, dan Sungai Oemanu pada WS 
Benanain; dan 

5. Noel Mina. Noe Muke, Noe Taeusapi, Noel Fail, Noe Toko, Noel 

Mctan. Noel Tcrmanu, Noel Nunkurus, No<.· Kcnino, Noel Amabi, 

Noel Manikin, Noel Baki, Noel Mulubcno, Noel Kapasali, dan 
Noel Bikoen pada WS Noelmina: 

c. kawasan sekitur danou atau waduk mclipuu: 
1. Danau Scg .. rru Anak, Oanau Taliwang, Damm Kehmuru, Daoau 

La Halo, Dunuu Sano Nggoang, Danau Tua, Oanau Anak, dan 
Danau 0<"~1poka: dan 

2. Waduk BntUJAi, ll'aduk Pengga, Wuduk Mujur, Waduk 

Pandanduri Suwangt, Waduk Bintnng Beno. \Vaduk 

Beringmaila, Waduk Batu Bulan, Wnduk Mamak, Waduk Tiu 

Kulit, Waduk Gapit. Waduk Rababuka Wacluk Pelaparado, 

Wuduk Sumi. waduk Temef, Waduk T1long. Waduk Raknamo. 
dan Woduk Kolhua. 
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3. \\'ae ... 

Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai 

Timur, Kabupa.ten Ngada. Kabupaten Nagekeo, K.abupatcn Ende, 

Kabupaten Sikka, Kabupatcn Flores Timur • .Kabupaten Lcmbata. 

Kabupaten Alor, Kabupaten Bclu, Kabupaten Malaka, Kabupaten 

Timor Tcngah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten 

Kupang, Kora Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupatcn Sabu 

Raijua. Kabupaten Sumba Timur. Kabupaten Sumba Tengah, 

Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; 

b. sempadan sungai di: 

1. Sungai Dodokan, Sungai Pcrcmpung, Sungai Tundak, Sungai 

Blimbing, Sungai Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa, SUngai 

Putih, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segar-a, Sungai 

Meninting, Sunga.i Jangkok, Sungai Amoramor. Sungai 
Oereneng, Sungai Babak. Sungai Palung. Sungai 
Nangkalombok, ctan Sungai Embarembar pada ws Lombok; 

2. Brang Rea, Brang Tatar, Brang Beh, Brang Rec, Brang 

Sumbawa, Brang Bera, Brang Panas, Brang Sangane, Brang 
Rinti, Brang Sibckil. Brang Nangagali, Brang Barore, Brang 

Sumpat, Brang Tiram, Sori Kwangko, Son Tumu, Sori Labalaju, 
Sori Kambu. Sori Oifanda, Sori TUia. Sori Palaparado, Sori Keli, 

Sor, Pedolo, Son Saja, Sori Amakuli, Sori tebeteta, dan Sori 

Hidirasa pada WS Sumbawa; 

a. sempadan pantai di Kabupaten Lombok Barat, Kora .Mataram. 

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten 

Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barnt, Kabupaten Sumbawa, 

Kabupatcn Dompu, K.abupatcn Bima, Kota Bima, Kabupaten 
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d. taman 

Pasal 35 
( l t Kawasan suaka ulam, kawasan pelestarian alam, dan cager budaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdm aras: 
a. suaka marga:sat\\'8; 
b. cagar alam: 
c, kawasan pantai berhutan bakau; 

3. Wae Jure, wue Nrunpar Sungai Nanga Bere, \\lac Rosok, lllae 
Ri.i, wae Mu!\ur, Wac Laku, \Vae Bobo. Wae Mapar, Wae Togong, 
Wae Bakok, WHr \!baling, Sungai Alo Buntal, Ae Sesa, Ac Tcka, 
Lowo N'"mgapanda, Lowo Nangaba. Lowo Ree, Lowo Wolowonu, 
Lowe Oondo, Lowe Aebara, Lowo Ria, Wulr Nangagete, clan Wai 
Kumang pado \VS Flores, 

4. Mota Bencnrun, Mota Halimutu, Noc Done, Sungai Umakla.ran, 
Mota Baukrunn. Noel Oetao, dan Sungai Ocmanu pada \VS 
Benanam, don 

5. Noel Mina. Noc Muke, :-loe Taeusap,. ;'\ocl Fail. Noe Toko, Noel 
Metan. Nod Tcrmanu, Noel Nunkuru8, Noe Kcnmo, Noel Amabi, 
Noel Mamkm. Noel Baki, Noel Mulubcno, Noel Kapa;;ali, dan 
Noel 81korn pada WS Noelmina; 

c. kawasan scknar dnnau atau waduk mcliputl 
1. Dannu SegAru Anak, Danau Taliwong, Dumm Kelimutu, Danau 

La Halo, Danuu Sano Nggoang, Danau Tuo Danau Anak. dan 
Danau Ocsipoka; dan 

2. Waduk BntuJai, \\'aduk Pengga, \\'aduk Mujur, \l'aduk 
Pandandun Suwangi, Waduk BintanR Ba.no, Waduk 
Bermgmsila, Waduk Baru Bulan, Waduk Mamak, Waduk Tiu 
Kubt, Waduk Oapit, Waduk Rababukn, \\luduk Pelaparndo, 
Waduk Sumi, Waduk Temef. Waduk T1lon~. Waduk Raknruno. 
den Waduk Kolhua. 
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a. suaka 

mercv11nlist1&i kuwa:san en.gar budaya dan ilmu pcngc:ltthuan; dan 

r mengcndahkan kcgiatan pemanfaatan ruang yunK berpotensi 
mengg,1nggu fun~si kawasan suaka alam dan pelcstanon alam. 

(3) Pcngcmbungan pengelolaan, pcmcrtahanan luasan, sc.:rtc.1 peningkatan 
Iungst suako mnrgasarwa, cagar alam, taman nasionul laut, taman 
nasiona1 poralrnn. Ulman hutan raya, taman wisata alam, taman wisata 

a1run laut, dan tarnan wisata pcrairan sebagaimana dirnaksud pada ayai 
12) huruf a dilnkukan padn: 

dan pengelolaan, mengembangkan fungsi, e. melestankar, 

rx,rrurnn: don 
g. kawasan cngar budaya dan ilmu pengetahuan. 

t2J Strategi opero.s1onolisn,e;i perwujudan kawasan sualul alam, pelestarian 

alam. dan caRar budaya sebagaimana dimaksud pada aya1 (11 meliput,: 
a. mengernbangkan pengetolaan, mempcrtahankon luasan, serta 

meningkatkan fungsi suaka margasatwa, cagar ularn, taman 
nasicnal h_,ut, h\man nasional perairan, taman huton rnyn, taman 
wisJta o.lam, raman wisata alam la.ut. dan t.aman wisatn perairan: 

b. merehabilitasi dan memaruapkan lungsi cagar alarn, tamnn nasronal, 

dun ramnn wis.ue alam laut; 
c. mempertahunkan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan 

bakau untuk perHndungan pantai dart abrasi dun kelestarinn biota 

laut: 
d. mcngcndahkan alih fungsi dan mcrchabtbtasi kawa~n pantai 

tx:rhutan ba.kau di kawas.an perkotaan nasional; 

d. twnnn nnslonal, taman nnsional laut. dan taman nasicnat pcrairan: 
e, taman hutan raya; 
f. taman wisata a lam, tarn an wisata alam taut. dun ta.man wisata 
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e, taman 

a. suaka margaaarwa meliputi.: 
I. Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatan yang berada di 

Kabupaten Dompu; 
2. Suaka Margasetwa Kateri yang berada di Kabupaten Mataka:. 
3. Straka Margasalwa Ale Asisio yang berada di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan; 
4. Suaka Margasatwa Perhatu dan Suak:a Margasarwa Danau Tua 

Dale yang bcrada di Kabupaten Kupang: dan 
5. Suaka Margasatwa Harlu yang bcrada di Kabupaten Role Ndao; 

b. cagar alam meliputi. 
I. Cagar Alam Jcrcwch [Sckongkang] dan Cagar Alam Pcdauh yang 

berada di Kabupaten Sumbawa Barat: 
2. Cagar Alam Pulau Panjang yang berada di Kabupaten 

Surnbawa; 
3. Cagar Alam Gunung Tambora Selatan yang berada ch 

Kabupatcn Dompu; 
4. Cagar Alrun \Vay Wuul/Mburak dan Cagar Alam Pulau Rmea 

yang bcrada di Kabupaten Manggarai Barat; 
5. Cagar Alam Riung, Cagar Alam Waru Ala, dan Cagar Alam \\'olo 

Tadho yang berada di Kabupatcn Ngada: 
6. Cagar Alam Mau besi yang berada di Kabupaten MaJaka: dan 
7, Cagar AJam Gunung Mu tis yang berada di Kabupaten Timor 

Tcngah Utara dan Kabupatcn Tunor Tcngah Sclatan: 
c. Taman Nasional Laut Selet Pantar- yang berada di wilayah perairan 

Kabupatcn A1or; 

d. Taman Nasional Perairan Laut sawu dan Sek:itarnya yang berada di 
wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten ~langgarai, 
Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba 
Barat Daya, Kabupaten Sumba Tcngah, Kabupatcn Sumba Barat, 
Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua. Kabupatcn 
Kupang. dan Kabupaten Rote Ndao: 
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g. taman ... 

5. Taman Wisata t\lam Madapangga yang berada di Kabupaten 
Bima: 

6. Taman Wisata Alam Ruteng rang berada di Kabupaten 
Manggarai dan Kabupatcn Manggarru Timur. 

7. Taman wrsata Alam Kemang Beleng yang berada di Kabupatcn 
Ende:; 

8. 'Tarnan wtsata Alam Pulau Be~ar dan Taman Wisata Alam Egon 

JUimendo yang bcrada di Kabupaten Sikka, 
9. Trunan Wisata Alam Tuu Adagae, Taman Wisata Alam Pu1au 

Lapang, dan Taman Wisata Alam Pulau Batang yang berada di 
Kabupaten Alor; dan 

10. Taman Wrsata Alam Pulau Mcmpo, Taman Wisata Alam 

Bau mata, dan Taman Wisata Alam Camplong yang berada di 
Kabupaten Kupang: 

e. taman hutan raya meliputi: 
t. Tainan Hutan Raya Nuraksa yang berada di Kabupaten Lombok 

Ba.rat; dan 
2. Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes yang berada di 

Kabupatcn Kupang; 
f. taman wisata alarn rneliputi: 

1. 'Farnan w.sara Alam Bangko Bangko, Ta.man Wisata Alam 
Suranadi, Teman wisata Alam Kerandangan. dan Ta.man Wisata 
Alam Pelangan yang beeada di Kabupaten Lombok Baral; 

2. Taman Wisata Alam Tanjung Tampa dan Taman Wisata Alam 
Gunung Tunak yang berada di Kabupaten Lombok Tengah; 

3. Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang yang berada di 
Kabupaten Sumbawa Baral; 

4. Taman Wisata Alam Semongkat yang berada di Kabupaten 
Sumbawa; 
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c. tam.an . 

3. Ta.man Nasional Kchmuru yang berada di Kabupaten Ende; 

4. Taman Naslonal Laiwangi-Wanggarneu yang berada di 
Kabupatcn Sumba Timur; dan 

5. Taman Nasional Manupeu-Tanah Daru yRng bcrada di 
Kabupaten Sumba Tcngah, Kabupaten Sumba Barnt, dan 
Kabupatcn Sumba Timur; 

g. taman wisat ... l alam laut mel.iputi: 
1. Tam.an \\'uMna Alam Lain Pulau Moyo yang berada di wilayah 

perairan Kabupatcn Sumbawa; 
2. Taman W1'4tO Alam Laut Pulau Satondn yang berada di wilayah 

perairan Kabupaten Dompu; dan 
3. Tamun Wisnlo Alam Laut Tujuh Bclas l'ulau Riung yang bcrada 

di wiJayoh pernlran Kabupaten Ngada; 
h. Tainan Wi~.ah, Perruran Pulau Gili Aver, Gili Meno. dan Gili 

Trawangan yang berada di wilayah perarrnn Kabupaten Lombok 

Utara. 

(41 Rehabilnasi dan pemuntapan fungsi cagar alarn, taman nasional, dan 
taman wisata alam laut scbagairnana dimaksud plHla ayat (21 huruf b 
dllakukan pada: 
u. cagar alarn mcliputl: 

l. Cagar Almn To!To Kola Lambu dan Cagur Alum Pu!au Sangiang 

yang bcrudu dl Kabupaten Bima: dan 
2. Cagar Alam Tambora yang bcrada di Kabupaten Ende; 

b. raman nas.ona! mtlipuu: 
I. Taman Nasional Gunung Rinjani yanR berada di Kabupakn 

Lombok Utarn. Kabupatcn Lombok Tongnh, dan Kabupaten 

Lombok Timur: 
2. Taman Nusienal Komodo yang berudu di Kabupaten Mangg~rai 

Baral; 
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d. Kawasan 

c. Ulman W138ta alam taut metiputi: 

!. Taman \\'i"313 Alam Laut Oili Sulat don 0th Lawang yang 
bcrada di wilayah perairan Kabupatcn Lcrnbok Timur; 

2. Tainan W1sma Alam Lau, Pulau Gih Bnina yang bcrada ch 
wilaya.h pcrairun Kabuparen Bima; 

3. Taman WisoUI Alam Laut Gugus Pulou Tcluk Maumcre vang 
beracla di wilayah pcrai.ran Kabupaten S1kku: dan 

4. Taman Wisnto Alam Laut Teluk Kupang yang berada di wilayah 

pcrairan Kobupaten Kupang dan Kota Kupung. 

(51 Pemertahanan dan rehnbilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk 
pcrlindungan pantai du.ri abrasi dan kclestarian biota laut sebagaimana 
dunaksud pada uyut f2J huruf c dilakul<un pada kaw(uwn berhutan beknu 

di Wilayah Pcsistr Pulou t.ombok. Pulau Surnbawa, Pulau Flores, Pulau 
Alor, Pulau Surnbu, dim Pulau Tunor. 

(6) Pengcndalian alih rungsi dan rchabilitasi kawasan pantai bcrhutan bakau 

di kawasan perkotaan nasional scbagrumana dunaksud pada ayat (11 
huruf d dilakukan pada kawasan berhutan bakau d1 Wilayah Pesisir Kola 
Labuan Bajo. Kow Kalabahi, Kora Kupang, don t,.;orn Waingapu, 

t7J Pelestarian fungs1. pengembangan pengelolaan. don revitalisasi kawasan 
cagar budaya dan umu pengetahuan sebagaununu dimaksud pada ayat (2} 

huruf e dilakukun pndn: 
a, Kawasan Sltus Budaya Bayan yang bcrada di Kobupaten Lombok 

Utarn; 

b. Kawasan Sinus Budaya Desa Sade yang bcrada di Kabupaten Lombok 

Tcngah; 
c, Kawasan Situs Budaya Kesultanan Sumbowa yang berada di 

Kabupaten Surnbnwa: 
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h. taman ... 

d. Kawasan Situs Budnya Kesultanan B,ma yang berada di Kabupaten 
Bima; 

e Kampung Megaht1k Bena yang berada di Knbupaten Ngada; 
f. Kampung Adal Wnerebo yang berada di Kabupaten Manggarai: dan 
g. Kampung Takpola yang bcrada dJ Kabupaten Alor, 

(8) Pengendalian keglatun pemanfaaran ruang yang berpotensi mengganggu 
fungsi kewasan suo..kn alam dan pelestanan alrun sebo.gaimana dimaksud 
pada ayat (2) buruf f dllakukan pada: 
a. suaka margasatwa di Suaka !i.fargasatwa Ounung Tarnbora Selatan, 

Suaka Margasa1wa Katen, Suaka Margasalwa Ale Asisio, Suaka 
Margasatwa Perharu, Suaka Margasatwa Dnnau Tua Dale, dan Suaka 
Margasatwa Harlu: 

b. cagar alam d1 Cagar Alam Jcrcweh (Sekongkang), Cagar Alam 
Pedauh, Cagar Alam Pulau Panjang, Cagar Alam Ounung Tamborn 
Selatan, Cagnr Alam Way Wuul/Mburak, Cogar Alam Pulau Rinca, 
Cagar Alam Riung, Cogar Alam Watu Ata, Cagor Alam Wolo Tadho. 
Cagar Alrun Moubesi, Cegar Alam Gunung Mutas, Cagar Alam Toffo 
Kota Lambu, Cogar Alam Pulau Sangiang. dan Cngi,r Alam Tambora; 

c. kawasan panta, berhutan bakau di Wilayah Pesrsrr Pulau Lombok, 
Wilayah Pesisir Pulau Sumbawa, Wilayah Pesisir Pulau Flores. 
Wilayah Pes1s1r Puleu Alor, Wilayah Pes1S11" Pulau Sumba, dan 
Wilayah Pesi~ir Pulnu Timor; 

d. taman nasional di Tuman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional 
Komodo, Teman Nasional Kelimutu, Tarnan Nasional Laiwangi 
Wanggameli, dan Tuman Nasional ~.tanupcu·Tnnah Daru: 

e. taman naaional laut CU Taman Nasional Laut Scl:u Pantar; 
r. tam.an nassonal peeerren di Ta.man Nasional Pera1ran Laut Sawu dan 

Sekitarnya; 
g. taman hut.an raya d1 Taman Hutan Raya Nuraksa dan Taman Hutan 

Raya Prof Ir Hermon Yohannes; 
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a. rnenetapkan ... 

Pasal 36 
(11 Kawaean rawan bcncana alam sebagairnana dimaksud dala.m Pasaf 32 

huruf d, terdiri atas: 

a. kawasan rawan tanah longsor: 
b. kawasan rawan gelombang pasang; dan 
c. kawasan rawan banjir. 

(2j Strategi cperasicnatisasi perwujudan kawasan rawan bcncana ala.m 

sebagaunana dimaksud pada ayat (l) me1iputi: 

h. ta.man wisata alam dJ Taman \Visata Alam Bangko Bangko. Tam.an 

Wisata Alam Suranadi, Taman Wisata Alam Kerandanga.n, Taman 
Wisata Alam Pelangan, Taman wlsata Atarn Tanjung Tampa. Taman 
Wisata Alam Gunung Tunak:, Taman Wisata Alam Danau Rawa 
Tahwang, Taman Wisata Alam Scmongkat. Tam.an WlSata Alam 

Madapangga, Taman Wisata Alam Ruteng, Taman Wisata Alam 

Kcmang Beleng, Taman Wisata Alam Pulau Besar, Taman \\'isata 
Alam Egon Illimendo, Taman Wisata Alam Tuti Adagae, Taman 

Wisata Alam Pulau Lapang, Taman wisata Alam Pulau Batang, 
Taman Wisata Alam Pulau Menipo, Taman Wisa.ta AJam Baumata, 
dan Taman Wisata Alam Camplong: 

i. tarnan wisata alarn laut di Ta.man Wisata Alam Laur Pulau t\tovo. 

Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda, Taman Wisata Alam Laut 
Tujuh Betas Pulau Riung, Taman Wisata Alam Laut Gili Sulat dan 
Gili Lawang, Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta, Taman 
Wisata Alam Laut Gugus Pulau Tcluk Maumere, dan Teman Wisata 
Alam Laut Teluk Kupang; dan 

j. ta.man wisata perairan di Taman Wisata Perairan Pu1au Gili Ayer. Gili 
Meno, dan Gtli Trawangan. 
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b. kawas.an ... 

d. menyelenggarakan u paya mitigasi dan adaptasi bencana melalui 

penet.apan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam serta 
pcmbangunan sarana pcmantauan bcncana alam. 

13) Penetapan zona rawan bencana alam beserta ketenruan mengenai stendar 

bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan 

karateristik, jenis, dan ancaman bencana alam sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilakukan pada: 

a. kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Lornbok Barar, 

Kabupaten Lombok Tcngah. Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten 

Lombok Timur. Kabupatcn Sumbawa Barat, Kabupaten SUmbawa, 

Kabupaten Oompu, Kabupatcn Sima. Kota Bima, Kabupaten 

Manggarai Baral, Kabupaten Manggarai, Kabupatcn .Manggarai 
Timur, Kabupatcn Ngada, Kabupaten Nagekeo, J.::abupaten Ende. 
Kabupaten Sikka, Kabupaten Ftores Timur. Kabupaten Lembata, 

Kabupatcn Alor, Kabupaten Belu. Kabupaten Malaka, Kabupatcn 

Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten 

Kup .. ng, Kola Kupang, Kabupatcn Sabu Raijua, Kabupaten Sumba 

Timur, Kabupaten Surnba Tengah, Kabupatcn Sumba Barat, dan 
Kebupaten Sumba Barat Daya; 

bencene alarn: dan 

a. menctapkan zona rawan bencena alam beserta ketentuan mengenai 

standar bangunan gcdung serta prasarana den sarana yang sesuai 

dcngao karaterisuk. jenis, dan ancaman bencana alam; 
b. mengendalikan pcmanfaatan ruang pada kawaaan budi da_ya 

terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam: 
c. rncngernbangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan 
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b. kawasan ... 

Kabupaten Manggarai Baral. Kabupaten Manggarai Timur, 
Kabupaten Ngndo. Kabupaien Nagekco, Kabuputcn Ende, Knbupnten 
Sikka, Kabupmen flores Timur, Kabupatcn Lcmbata, Kabupaten 
Bclu, Knbupmen Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, 
Kabupatcn Trmor- Tengah Selatan, Kabupaten xupaeg. K~bupatcn 
Sabu RlUjuo, Kobupmen Sumba Ttmur-, Kabupaten Sumba Tengab, 
Kabupaten Sumba Barnt, dan Kabupaten Sumba Burat Dave: 

b. kawason rawan gclombang pasang d1 separueng Wilnyah Pestsir 

Kcpulnunn Nuso Tenggara: dan 

c. kuwusun rawan banjir di Koen Mataram, Kebcpatcn Lombok Barat, 

Kabup.uen Lombok Utarn, Kabupatcn Lombok Tenguh, Kabupatcn 
Lombok Timur. Kabupaten Sumbav v a, Kabupaten Sumbawa Bann. 
Kabupaten Dompu, Kora Bima, Kabupatcn Sima, Kabupaten 
Mangg:1rru Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai 
Timur Kabupaten Ngada. Kabupatcn Nagckco. Kabupatcn Ende, 

Kabupal~n Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupatcn Belu, 
Knbupatcn Ma.Iuka, Kabuparen Ttmor Teng.1.h Utarn, Kabupntcn 

Tuner Tcngah Selatan, Kabupatcn Kupang, don Kabupaten Sabu 

Raijuu, Kubupatcn Sumba Timur, Kabupaten Sumba Baral, dan 

Kabupaten Sumbn Baral Daya. 

l41 Pcngendalion pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun 
yang bcrndn di kawaecn rawan bcncana alam scba,ta.1mana dimaksud 
pada ~yat 121 hurur b dilakukan pada; 
a. kawasan rawan tanah longsor di Kabupatcn Lombok Barat, 

Kabupaten Lombok Utara, Kabupatcn Lombok Tengah Kabupatcn 
Lombok Timur. Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa., 
Kabupot<"n Oompu, Knbupatcn B1m1:1, Kt\bUpti\c;n Mtmigarai, 
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K .. bupaten ... 

b. kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir 
Kepulauan Nusa Tenggara; dan 

c. kawusan rawan banjir di Kota Mataram, Kabupatcn Lombok Bariu, 
Kabupatcn Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten 

Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barut. 
Kabupatcn Oompu, Kota Bima, Kabupaten Sima, Kabupaten 
Manggarai Barat, Kabupatcn Ngada, Kabupaten Nagc·kco, Kabupaten 

Ende, Kabupatcn Belu, Kabupaten Mataka, Kabupaten Timer Tengah 
Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupatcn Kupang, dan 
Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Timur. 

(51 Pcngembangan srsiern peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam 
sebagaimana dimaksud pada ayar (21 huruf c dilakukan podn: 

a. kawasan 1'AWAn tanah Jongsor di Kabupaten Lombok Barat, 
Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten 
Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Baral, Kabupatcn Sumbawa, 
Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, 

Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, 
Ka bu paten Ngada, Ka bu paten Nagekeo, Kabupaten Ende, Ka bu paten 

Sikka, Kabupatcn Flores Timur, Kabupaten Lernbata, Kabupaten 
Bctu. Kabupatc11: Mctlaka, Kabupatc::n Tmu;n Teng.di Uta1c:1, 

Kabupatcn Timer Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten 
Sabu Ra1JUO, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Surnba Tengan, 

Kabupaten Sumba Baral, dan Kabupaten Sumba Bara; Daya; 
b. kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir 

tceputauan Nusa Tcnggara; dan 
c. kawnsan rawan banjir di Kota Matararn, Kabupaten Lombok Barut, 

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabuparen 
Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barut, 
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Pasal 37 ... 

Kabupaten Dompu, Kota Birna, Kabupaten Bima, Kabupaten 
Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten 
Ende, Kabupaten Bclu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tcngah 
Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan 
Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupatcn Sumba Timur. 

(6) Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana mclalui penetapan 
lokasi dan jalur evakuasi bencana alam serta pembangunan sarana 
pemantauan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
dilakukan pada: 
a. kawasan rawan bencana tanah longsor dr Kabupaten Lombok Barat, 

Kabupaten Lombok Utara, Kabupatcn Lombok Tengah, Kabupaten 
Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupatcn Sumbawa, 
Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, 
Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, 
Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten 
Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupatcn 
Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tcngah Utara, 
Kabupaten Timor Tcngah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten 
Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, 
Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; 

b, kawasan rawan gclombang pasang di sepanjang Wilayab Pesisir 
Kcpulauan Nusa Tenggara; dan 

c. kawasan rawan banjir di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, 
Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten 
Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, 
Kabupaten Dompu, Kola Sima, Kabupaten Bima, Kabupatcn 
Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten 
Ende, Kabupaten Bclu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tcngah 
Utara, Kabupaten Timor Tengah selatan, Kabupatcn Kupang, dan 
Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Timur. 
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b. rnengendalikan ... 

(I) huruf b mchputi. 

a. menctapkan zcua rawan bcncana alam geologi beserta ketentuan 

mengenai stander bangunan gedung serta prasarana dan sarana 
yang sesuas drngan karaterisuk, jcnis. dan ancoman bencana alam 
geologi; 

Pasal 37 

(I) Kawasan lindung gcologi sebagaimana dimaksud dalam Past\} 32 huruf e 
terdiri atas: 

a. kawasan cagar alam gcologi yang terdiri atas kawasan keunikan 
baruan dan Iosit, kawasan keunikan bcntong nlam, dan kawasan 
keunikan proses geologi: dan 

b. kewasan ruwan benc.uia alam geologi yang terdln atas kawasw, 

rawan letusan gunung bcrapr, gempa bumi, gerakan ranah, tsunanu. 
dan abraai. 

12) Strategi cperasionalisnei perwujudan kawasan hndung geologi berupa 
cagar alam geologi sebagarmana dimaksud pad a ayal (I) hu ruf a melipuu: 
a. mengembangkan pengelolaan unruk mclcstartknn kawasan keuniko.n 

batuan dan resu, kawasan keunika.n bcnLnng nlam, dan kawasan 

keunikan proses geolcgi: 

b. merehabilnaei kawasan kcunikan baiusn clan fostl, kawasan 

keurukan bentung ulam, dan kawasan keuniknn proses geologi yang 
terdegradasr, dan 

c mengendahkan pcrkcmbangan kawasan budi daya terbangun di 
sekitar ka,'1.-il~i•n keunikan baruan dan rosil, kawasan keunikan 
bentang alam, dun kawasan keunikan proses gcolog]. 

(3) Strategi opera$1<.111ulism1i pcnvujudan kawasan llndung geologi bcrupa 
kawasan rawan bencana alarn geologi scbagaimnna dim,1ksud pada avat 
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c. kawasan ... 

b. mengendalikan pemanfaaten ruang pada kawasan budi daya 
terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi; 

c. rnengembangkan sistern pcnngatan dim pada kawasan rawan 
bencana alam geologi; dan 

d. menyelenggarakan upaya rningasi dan adaptasi bencana alam gcologi 

melalui penerapan lokasi dan jalur evakuasi bencana ala.m geologi 

serta pembangunan sarana pcrnantauan bencana alam geologi. 

(4) Pengcmbangan pengclolaan unruk melestartkan kawasan keunikan 

batuan dan fosil, kawasan keunikan bemang alam, dan kawasaa 

keunikan proses gcologi sebagaimana d.imaksud pada ayat (2J huruf a 
dilakukan pada: 

a. kawasan keunikan batuan dan fosil di Pulau Rinca yang bcrada di 

Kabupaten Manggarai Baral, Liang Bua Ruteng yang berada dt 

Kabupaten Manggarai, dan Cekungan Soa yang berada dt Kabupaten 
Ngada, 

b. kawasan keun.ikan bcntang alam berupa: 

1. kawasan karst di Kawasan Karst Jerew·ch-Taliwang- 

Sekongkang yang berada di Kabupaten Sumbawa Baral; dan 

2. kawah atau kaldcra gunung berapi di Gunung Rinjani yang 
berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, 

Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupalcn Lombok Timur, 
Gunung Tambora yang berada di Kabupaten Oompu dan 

Kabupaten Bima, Ounung Kclunutu yang berada di Kabupaten 

Ende, Pulau Satonda yang berada di Kabupaten Dompu, dan 

Danau Sano Nggoang yang bcrada di Kabupalen Manggarai 

Barat: 
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b, kawasan ... 

c. kawasan keurukan proses gcologi bcrupa kcmunculan solfatara dan 
Iurnaroia di: 
1. kawasan Ounung Rinjaru yang berada di Kabupaten Lombok 

Barar, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, 

dan Kabupaten Lombok Timur; 

2. kawasan Gu nu ng Tambora yang berada di Kabupaten Dompu 

dan Kabupaten Sima: 

3. kawasan Gunung Sangcangapi di Kebupatcn Bima; 
4. kawasan Gunung Anak Ranakah yang berada di Kabupaten 

Manggarai; 
5. kawasan Gu nu ng lnerie dan Gunung lnelika yang bcrada di 

Kabupaten Ngada: 

6. kawasan Gunung Ebutobo yang berada di Kabupaten xagekec: 
7. kawasan Gunung Kelimutu dan Gunung !ya yang berada di 

Kabupaten Ende; 

8. kawasan Gunung Rokatcnda dan Gunung Egon yang bcrada di 
Kabupacen Sikka; 

9. kawasan Gunung Illi Boleng, Gunung Lerebo!eng, Gunung 
Lewotobi Laki-laki, dan Gunung Lewotobi Perempuan yang 
berada di Kabupaten Flores Timur; 

10. kawaaan Cunung llli Lcwotolo, Gunung Batut.ara. Gunung lie 
Ape, Gunung !Iii Werung yang berada cli Kabupaten Lembata; 

dan 

11. kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor 
(5) Rehabrhtasi kawasan kcunikan batuan dan Iosil, kawasan keunikan 

bcntang aJam, da.n kawasan keunikan proses geologi yang terdegradaei 
sebagaimana dimaksud pada ayat, (21 huru! b ctilakukan pada: 

a. kawasan keunikan batuan dan fosil di Pulau Rinca, Cekungan Soa. 
dan Liang Bua Ruceng: 
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Gunung ... 

Nggoang 
c. kawasan kcumkon proses geologi bcrupa kemunculan solfatara dan 

fumaroia di ka,\ah-..m Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Ounung 
Sangeang Ap,, Gunung Anak Ranakah, Gunung lncrie, Gunung 
Ebulobo. Ounung Kchmuru, Gunung Jyn, Ounung Rokatendn, 

I\W'SL .jcrcwen-rranwang- 1. kE:tw;:1.~,.1 . .11 k,u sl di Kawusan 

Sekongkung; don 

2. kawah aiuu kaldera gunung berapi di Gunung Rinjani, Gunung 
Tambora. Gunung Kel!mutu, Pulau Satonda, dan Danau Sano 

b. kawasan keumkun bent.ang alam berupa. 
L kawasan ko.r~t di Kawa.san Kann Jcrcwch-Taliwang .. 

Sekongkong:dnn 
2. kawah atau kaldera gunung berapi dl Ounung Rinjani, Gunung 

Tambora, Gunung Kclimulu, Pulnu saronda. dan Danau Sano 
Nggoang; 

c. kawasan keuuikun proses geologi berupa kt:muncula.n solfatara dan 
fumaroia di kawasan Genung Rinjarn. Gunung Tambora. Gunung 
Sangeang Api. Ounung Anak Ranakah, Ounung Inerie, Gunung 
Ebulobo. Gunung Kehmutu, Gunung lya, Gunung Rokatenda, 
Gunung Egon, Gunung lnelika, Gunung llli Bolcng, Gunung 
Lereboleng. Gunung Lewotobi Lakr-laki, Cunung Lewotobi 
Perempuan, Gunung llLi Lewotolo, Gunung Batutara, Gunung Ile 

Ape, Gunung Hli werung, dan Gunung Strung 
(6} PengendaJian perkcmbangan kawasan budr doyo. tcrbangun di sekitar 

kawasan keunikou butuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, 

dan kawasan keunakan prO$CS geologi seba.gaimo.na dimnksud pada ayat 
(21 huruf c dilakukan pada: 
a kawasan kcunikan batuan dan fosil di Pulau Rmcn, Cekungan Soa, 

dan Liang Bua Ruteng, 
b. kawasan kcunikan beruang atam berupa: 
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c. kawasan ... 

Gunung Egon, Gunung lnelika, Gunung llli Boleng, Gunung 
Lereboleng, Gunung Lewotobi La.ki .. Iaki, Gunung Lewotobi 
Pcrcmpuan, Gunung llli Lcwotolo, Cunung Ue Ape. Gunung llli 
Werung, dan Gunung Sirung. 

(7~ Penetapan zona rawan bencana alam geologi beserta ketenruan mengcnai 
stander bangunan g.edung serta prasarana dan sarana yang sesuai 
dcngan karatcristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada: 

a. kawasan rawan terusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung 
Rinjani, Cunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak 
Ranakah, Ounung Incrie, Gunung gbulobo, Gunung Keumuru, 
Gunung tya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung lnelika, 
Gunung nli Boleng, Gunung Lercbolcng. Gunung Lewotobi Laki-Iaki, 
Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung IHi Lewotolo, Cunung 
Batutara, Gunung lie Ape, Gunung 11.li Werung, <Ian Gunung Sirung; 

b. kawasan rawen gcmpa bumi di Kota Mataram. Kabupaten Lombok 

Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tcngah. 
Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten 
Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sima. Kota Bima. 

Kabupaten Manggarru Barar, Kabupaten Man_~garai. Kabupaten 
Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten 
Ende, Kabupaten Sikka, Kabupatcn Flores Timur, Kabupaten 
Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Mal.aka. 
Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 
Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao. Kabupaten 
Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Swnba Tcngah, 
Kabupaten Sumba Baral, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; 
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Gunung ..• 

c. kawasan rawan tsunami di Kota ~1ataram, Kabupaten Lombok Baral, 
Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tcngah, Kabupaten 
Lombok Timur, Kabupatcn Sumbawa Baral, Kabupatcn Surnbawa, 
Kabupaten Dompu, Kabupaten Birnn, Koto Aima, Kabupaten 
Manggarru Barnt, l(abupaten Manggaral, Kobupaten Manggarru 
Ttmur, Kabupatcn Ngada, Kabupaten Nagckt<o, Kabupaten Ende, 

Kabupaten Sikku, Kabupetcn Flores Timur, Kabupatcn Lembat.a 
Kabupaten Alor, Kabupatcn Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten 
Timor Tengah Utarn. Kabupaten Timor Tcngah Selatan, Kabupaten 
Kupang. Kou. Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu 
Raijua, Kabupnten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, 
Kabupaten Sumba Bnrat, dan Kabupatcn Sumbn Barat Daya; 

d kawasan ruwan gerakan tanah tcrurama di Kabupatcn Lombok 

Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten 
Surnbawa Barnt, Kabupaten Dompu, Kabupaten D1ma, Kota Bi.ma. 
Kabupatcn 1\1,m,u;:onu Baral. Kabupatcn ManggaraJ. Kabupaten 
Manggarai Timur Kabupaten Ngada, Kubupatcn Nagekeo. Kabupatcn 
Ende. Kabupaten Sikka. Kabupaten Flortb Timur, Kabupaten Timor 
Tengah Utara, Kabupaten Tirnor Tengah Selaum, Kabupaten Ku pang, 
Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumbo Tengah; dan 

e . kawasan ruwun utn-es! di sepanjang WUnynh PCSti'tr Kepulauan Nusn 

Tenggara. 
(8) Pengc:ndalian pcmnnfantan ruang pada kawasnn budi daya terbangun 

yang berada di kuwasan rawan bencana alum gcologi sebagaima.na 
dimaksud pada ayal (31 hurur b dilakukan pada 

a. kawasan rawan fetusen gunung berapi di kawasan seknar Gunung 

Rinja.ni, Gunung Tambora, Gunung Sangeung Api, Ounung Anak 

Ranakah, Gunung Incrie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelhmnu, 
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Sclatan .. 

Barar Daya; 

c. kawasan rawan tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok 
Baral, Kabupaten Lombok Uta.ra, Kabupaten Lombok Tengah, 

Kabupaten Lombok Timur, Kabuparen Surnbawa, Kabupaten 
Surnbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sima. Kota Sima. 

Kabupatcn Manggarai Barat, Kabupaten )ifanggarai, Kabupatcn 
Manggarai Timur. Kabupaten Ngada, Kabupalcn Nagckeo, 
Kabupalen Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, 
Kabupaten Lernbata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu. Kabupaten 

Mataka, Kabupaten Tunor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tcngah 

Gunung (ya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung lnclika, 

Gunung !Iii Boleng, Gunung Lereboleng. Gunung Lewotobi Laki-laki, 

Gunung Lewotobi Perempuan. Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape. 

Cunung llh Werung, dan Gunung Sirung; 

b. kawasan rawen gernpa bum.i di Kota Mataram. Kabupaten Lombok 

Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, 

Kabupaten Lomb-Ok Timur, Kabupatcn Surnbawa, Kabupaten 

Sumbawa Barat, Kabupatcn Oompu, Kabupatca Bima, Kota Bima. 

Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten Manggarai, Kabupaten 

Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagckco, 

Kabupaten Ende, Kabupalen Sikka, Kabupaten Flores Timur, 

Kabupateo Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten 

Mataka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tcngah 

Selatan, Kabupaten Kttpang, Kora Kupang, Kabupatcn Rote Ndao. 

Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten 

Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupalen Sumba 
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Kabupaten ... 

Selatan, Kabupalen Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, 
Kabupatcn Sabu Raijua, Kabupaten Surnba Timur. Kabupaten 
SUmba Tengah, Kabupaten Sumba Baral don Kabupaten Sumba 
Barat Daya; 

d. kawasan rawan gerakan ranah tcrutoma di Kabupaten Lombok 
Utara, Kabuputen Lombok Timur, Kabupatcn Surnbawa, Kabupaten 

Sumbawa Barnt. Kobupatcn Dompu. Kabupaten Brma, Kota Birna. 

Kabupatcn Mnnggarai Barat, Kabupaten ~1anggarru, Kabupaten 

Manggarru Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, 
Kabupaten Ende, Kabupaten Slkka, Kabupa1en Flores Timur. 
Kabupaten Trmor Tengah Utara, Kabupnten Timor Tengah Selaran, 
Kabupaten Kupung, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupatcn 

Sumba Tcnguh; dnn 
e, kawasan rawan o.brosi di sepanjang Wiluyuh Pcsisir Kepulauan Nusa 

Tenggara. 
t<J) Pengembangan slstern pcringatan dini pada kawasan rawan bencana alam 

geologi scbagaimana dimaksud pada ayat (31 hurur c dilakukan pada: 
a kawasan rawan letusan gunung berapr d1 kawasan sekitar Gunung 

Rinjani, Gunung Tambora. Gunung SangCilnR Ap1, Gunung Anak 
Ranakah, Gunung lnerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, 
Qunung tyu, Vunung Rokatcnda, Gunung t.::gon, Uunung Inelika, 
Gunung UH Boleng. Gunung Lereboleng. Ounung Lcwotobi Laki-laki, 
Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Jlli Lewotolo, Ounung lie A~. 
Gunung lib Wcrung, don Gunung Sirung. 

b. kawasan ruwan gempa bumi di Kota Mdtaram. Knbupatcn Lombok 

Barat, Kabupalen Lombok lilara, Kabupaten Lombok Tengah, 
Kabupaten Lombok Timur. Kabuparen Sumbawa, Kabupatc:n 
Sumbawa Barut, Kubupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bimo, 

-as- 

PRESIOl:.N 
f.11 PUOLIK INOONJ<:!)IA 



Kabupaten ... 

Kabupatcn Manggarai Barat, Kabupatcn Manggarai, Kabupatcn 

Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupatcn Nagekco. 
Kabupatcn Ende, Kabupatcn Sikka, Kabu.paten Flores Timur, 
Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu. Kabupaten 
Mataka, Kabupaten Tunor Tengah Utara, Kabupaten Tuner Tengab 
Selatan, Kabupatcn Kupang, Kota Kupang, Kabupatcn Rote Ndao, 
Kabupatcn Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur. Kabupaten 
Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Baral, dan Kabupaten Sumba 
Ba.rat Daya, 

c. kawasan rawan tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok 
Barat, Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Tengah, 

Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Surnbawa, Kabupaten 
Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sima. Kota Sima. 

Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten 

Manggarai Timur. Kabupatcn Ngada, Kabupaten xagekeo, 
Kabupatcn Ende, Kabupatcn Sikka, Kabupaten Flores Timur, 

Kabupatcn Lcmbata, Kabupaten Aler, Kabupaten Behr, Kabupaten 

Malaka, Kabupaten Timer Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah 

Selatan, Kabupaten Kupang, Kora Kupang, Kabupatc:n Rote: Ndao, 
Kabupatcn Sabu Raijua. Kabupatcn Sumba Timur. Kabupaten 
Sumba Tengah, Kabupattn Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba 
Baral Day.a.; 

d. kawaaan rawan gerakan tanah tcrutama di Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa. Kabupaten 

Sumbawa Barat, Kabupaten Dornpu, Kabupaten Bima, Kota Bima, 

Kabupaten Manggarai Barar, Kabupatcn Manggarru, Kabupaten 

Manggara.i Timur, Kabupatcn Ngada. Kabupaten Nagekeo, 
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Sclatan ... 

Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupatcn Flores Timur. 
Kabupaten Timor Tcngah Utara, Kabupatc:n Timor Tcngah setata», 

Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, den Kabupaten 

Sumba Tengah; dan 

e. kawasan rawan abrasi cli sepanjang Wi1,.1yuh Pcs1s1r Kepulauan Nusa 

Tcnggara, 

( I 0) Pcnyelcnggaraan upaya rrutrgast dan adaptasi bencana alam gcologi 

metalui pcnctapan loka.:,.i dim jalur evakuasi bencana aJam geotogi serta 

pembangunan '5.arnnn pcmantauan bcncana alarn geolog_i sebagaimann 

dirnaksud pada aya1 (31 huruf d dilakukan pada: 

a. kawasan rawan lctusan gunung bcrapi di kuwasan Gunung Rinjani, 

Gunung Tamboro, Ounung Sangeang Apl, Ounung Anak Ranakah, 

Gunung Inerie, Ounung Ebulobo, Gunung Kchmuru. Gunung lya, 

Ounung Rokateuda, Gunung Egon, Gunung tnehka, Gunung Uli 

Bo1eng, Ounung Lereboleng, Gunung Lcwotobi Laki-htki, Ounung 

Lewotobi Percmpuan, Gunung llli Lewotelo, Gunung Oe Ape, Gunung 

nti Wcrung, dan Ounung Sirung; 

b. kawasan rawan gempa bumi di Kota Mmaram, F<"abupatcn Lombok 

Barat, Kabupmt"n Lornbok tnara, Kubupnten Lombok Tengan, 

Kabupatcn Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten 

Sumbawa Aurul, Kobupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Buna, 

Kabu paten MonRJ(nrni Barat, Kabupaten ~1onggarai, Kabupaten 

Ma.nggarru Timur, Kabupatcn Ngada. l{:11bupaten Nagekeo, 

Kabupaten Ende Kabupaten Sikka, Kabupn1en F'lorcs Tunur. 

Kabupaten Lembata. Kabupaten Ator, Kabupaten Betu, Kabupaten 

Malak.a, Kabupatcn Timor Tengah Ulan:\, Kabupmen Timor Tcngah 
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Pasal 38 ... 

Seluum, Kabupnten Kupang, Kota Kupang, Kabupatcn Rote Ndao, 

Knbupaten Snbu Raijua, Kabupaten Surnl>J. Timur, Kabupaten 

Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba 

Bar at Dnyo: 

c. kawasan row an tsunami di Kota Matar6.JJI. Kabupaten Lombok 

BMill, Kabupaten Lombok Utara, Kabupatc:n Lombok Tengah, 

Kabupaten Lombok Timur, Kabupatcn Sumbuwa. Kabupaten 

Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu. Kabupaten Bimo, Kota Birna, 
Kabupatcn ~fonggarru Baral, Kabupaten Mu.nggurai. Kabupaten 
Mang~.irni Timur, Kabuparcn Ngada, Kabupaten Nagckco, 

Kabupn.len Ende, Kabupaten Sikka, KabupA.lcn Plorcs Timur, 
Kabupatcn Lembara, Kabupaten Alor. Kabupaten Bclu. Kabupatcn 

Malaka, l\nbupfltCn Timor Tcngah Utara, Kabupaten Trrnor Tcngah 
selnum, Kubupaten Kupang, Kora Kupang, Kabuparcn Rote Ndao, 

Kabuputcn Sabu Raijua. Kabupaten Sumba Timur. Kabupaten 
Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Baral, dan Kubupaten Sumba 
Baral Daya; 

d. kawo,._m rawan gerakan tanah terutama d1 Kabupaten Lombok 
Utura, Kabupaten Lombok Timur. Kabupatcn Sumbuwa. Kabupatcn 
Sumbawa Barnt. Kabupatert Oompu. Kabupnten Rimn. KotA Bim:i, 

Kabupatcn .Manggarru Barat, Kabuparen Manggurm, Kabupaien 

Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupatc» Nagekco, 
Kabupaten Ende, Kabupatcn Sikka, Kabupatcn Flores Timur, 
Kabupuu-n Timor Tcngah Orara, Kabupaien 'rimor Tcngoh Selman, 

Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur. dnn Kabupaten 

Sutnbcl Tcngoh; don 

e. kawasan rawan abrasi di s.epanjang Wilayah Pes1s1r Kepulouan Nusa 

Tenggara 
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(41 Pemertahanun ... 

b. tcrumbu karang. dan 
c. kawasan Koridor Ekosistcm. 

(2t Strategi cperaeronatiaasi perwujudan knwnsan lindung loinnya 
sebaguimana dimaksucl pnda ayat (lt rncliputl: 
a mernpertahankan. melestankan, dan mcngembangkan pengclolaan 

kawasan taman buru 
b mempenahankan dan melestarikan tcrumbu karang dt wilayah 

Seguiga Tcrumbu Ka.ro.ng; 

c. merehabilitaxi tcrumbu karang di wilayeh Segtuga Terurnbu Kornng 
yang telah mcngalarm degradasi: dan 

d mengembangknn prasarana penanda pada \\ ilayah pcrairun yang 

rnemiliki terumbu karang serta jalur rnigrasi pcnyu, paua, lumba ... 
lumba, dan duyunK 

(3) Pemertahanan, pelcstoruu,, dan pcngembongan pcngclolaan kawasan 

tamun buru scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dllakukan 
pnch1 

a Tuman Buru Gunung Tambora Selatan yun~ berada di Kabupaten 
Oumpu dan Kabupaten Bima; 

b. Taman Buru Pulau ~toyo yang berada di Knbupaten Surnbawa, 
c, Taman Buru Dataran Bena yang berada di Kabupaten Timer Te-ngah 

Sela um; 

tl. Tnman Buru Pulau Rusa yang berada di Knbupa.ten Alor: dan 
e. Taman Buru Pulau Ndona yang berada di Kabupaten Rote Ndao. 

a. taman bu.ru; 

Pasal 38 
{I) Kawasan lindung lainnyo sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 32 hurur f, 

lcrdiri ates: 
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a kawasan ... 

Strategi operasicnahsasi pcrwujudan Kawasan Budi 01\)'8 yang mem.iliki nilai 

strategrs nasional sebugssmuna damaksud dalarn Pasul 11 ayat 12) huruf b 
1erdui at.as stretcgr opcrus,onolisnsi perwujudan: 

Pasal40 

Paragraf2 

Kawasan 81.1di Ooyu yung Mcrruhki Nilru Strotcgi!; Nasional 

Strareg1 operasionahsasi perwujudan pelestarian kawasan hndung nasional di 
Kepulauan Nusa Tenggara st:Cara tebih rinci tercantum dalam Lampiran II.A 
)Ong mcrupakan bagian udak terprsahkan dar.i Peraturan Presiden im. 

Pasal 39 

(41 Pemertahanan dan pdesuirian terumbu karang dt wilayah Scgitiga 
Terumbu Karang scba~a,mann dimaksud pada ayot (21 huruf b dilakukan 
pada perairan di seknnr Pulau Lombok, Pulau Sumbown, Pulau Sangcang, 
Pulau Komodo, Pulau Rmca, Pulau Flores. Puluu Lembata, Pulau Pantar, 
Pulau Alor, Pulau T,mor, Pulau Role, dan Pulau Sumba. 

(SJ Rehabilitasi lcrwnbu kara11g di wileyah Segrtigu Terurnbu Karang yang 
ielah mengalerm dcgradast sebagaimana dunaksud pada ayat (21 huruf c 
dilakukan pada perairan di sekuar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau 
Sangeang, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, 
Pulau Pantar. Pulau Aler, Pulau Timor. Pulau Rote. dan Pulau SUmba. 

{6J Pengembangan prasarana pcnanda pada wilayah pcrairan yang memiliki 
terumbu karang scrtu jalur rmgrasi penyu, paus, lurnba-lumba, dan 
duyung sebagaimanu dimaksud pada ayat (21 huruf d dilakukan dr Laut 
Flores dan Laut Suwu. 
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Berat ... 

dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Baral, 
Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombck Tengah, Kabupaten 
Lom bok Timur, Kabupaten sumbcwa Barat, Kabupaten Sumbawa, 

Kabupaten Dompu, Kabupatcn Bima, Kota Bima, Kabupaten ~1anggarai 

huruf a 

kawa.san fungs1 

ayat Ill 
Pengendalian perubahan peruntukan dan/ atau 
peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada 

(2) 

Pasal 41 
{1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perunrukan hutan 

scbagairnana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mcliputi: 
a. mengendalikan perubahan perunrukan dan/ atau fungsi kawasan 

perunntkan hutan: 
b. mengembangkan pengelolaan kawasan perunrukan hutan dengan 

prinsip berkclanjutan; 
c. meningkatkan Iungsi ekologis kawasan perunrukan hutan terutama 

di Pulau Kecil; 
d merehabilitasi kawasan perunru kan hutan yang mengalami 

deforesrasi dan degradasi; dan 
e. mengendalikan kegiatan budi daya kebutanan yang berpotensi 

merusak fungst kawasan hutan lindung unruk rnenjaga ketersediaan 
air. 

a. kawasan pcruruukan hutan: 
b. kawasan peruntukan pertanian; 
c. kawasan peruntukan perikanan; 
d. kawasan peruntukan pcrtambangan; 
e. kawasan pcruntukan industri; 
r. kawasan pcruntukan pariwisata; dan 
g, kawasan peruntukan permukiman. 
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Kabupaten 

Barat, Kabupaten Manggarru, Kabupaten Manic.Kann Timur, Kabupaten 
Ngada, KabupatC'n :,..'agckco, Kabupaten Ende. Kabuparen Sikka, 
Kabupatcn Flores Timur, Kabupatco Lembata, Kabupaten AJor, 
Kabupaten Belu, Kabupaten Mataka. Kabuprucn Timor Tengan Utaw, 
Kabupatcn Timor Tcngoh Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote 
Ndao, Kabupotcn Sumbu Timur, Kabupatcn Surnba Tengah, Kabupatcn 
Sumba Baral, dan Kabupaten Sumba Baral Daya 

(31 Pengembangan pengcloloan kawasan peruntukan hutan dengan pnnsip 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b dilakukan 

pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Tengah. 

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa 
Baral, Kabupaten Dompu. Kabupatcn Birna, Kabupatcn Manggarai Baral. 
Kabupaten Nagekco, Kabupaten Ende, Kc.,buputcn Sikka, Kabupaten 
Flores Timur, Kubupaten Alor, Kabupaten Bctu, Kabupaten Mal.aka. 
Kabupaten Timor Tcnguh Utara. Kabupaten Trmor Tengah Selatan, 
Ka.bupaten Kupang. Kabuparen Sumba Tunur. Kabupaten Sumba 

Tengah, dan Kabupatcn Sumba Barat. 
(4) Peningkatan fung,i ekologis kawasan pcruntukan hutan terutama d1 

Pulau Kecil scbagrumann drmaksud pada ayat (I) hurur c dilakukan pada 

kawa.sa.n pcrunrukan hutan di Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa Beret. 
Kabupaten Sumbawo., Kabupaten Brma, Knl)upmcn fi'lores Timur, 

Kabupaten Lembata, Kubuparcn Alor, dan Kabupaten Rote Ndao. 

(51 Rehabilitasi kawasan pcruntu kan hutan yang rncngalami deforestasi dan 
degradasi sebagairnnnn pada ayat (I} huru( d chlakukan pada kawasan 
perunrukan hutan d1 Kabupaten Lombok Baral, Kabupaten Lombok 
Utara, Kabupalen Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaien 
Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Oompu, Kabupatcn 
Sima, Kota Buna, Ka1Jupo1t:n Manggara.i t5arat, Kabupaten Manggaru.l, 
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b. mengembangkan ... 

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan pcruntukan pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 buruf b mebpuu: 
a. mengcmbangkan kawasan budi daya perernakan yang didukung olch 

industri pakan temak serta pupuk dan biomassa hasil kegiatan. 
pcternakan: 

Pasal 42 

Kabupatcn Manggarai Timur, Kabupacen Ngada, Ka bu paten Nagckco. 
Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupatcn Flores Timur, Kabupaten 
Lembata, Kabupatcn Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka. 
Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupatcn Timor Tengah Selatan, 

Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur. 
Ka.bupaten Sumba Tcngah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupatcn 
Sumba Barat Daya. 

(6~ Pengendalian kegiaran budi daya kchutanan yang berpotensi merusak 
Iungsi kawasan hutan Hndung untuk menjaga ketersediaan air 

sebagaimana pada ayat (11 huruf e dila.kukan pada kawasan pcruntukan 
hutan di Kabupatcn Lombok Baral, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten 
Lombok Tengah , Kebupatcn Lombok Timur. Kabupaten Sumbawa Barat, 
Kabupatcn Surnbawa, Kabupaten Oompu, Kabupatcn Bima, Kota Sima, 
Kabupaten Manggarai Baral, Kabupaten Manggarai, Kabupatcn 
Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekco. Kabupaten 
Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, 
Kabupaten Alor, Kabupaten Bclu, Kabupaten Mataka, Kabupaten Timor 
Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, 
Kabupaten Rote N'dao, Kabupaten Sumba Timur, Kabup..atcn Sumba 
Tcngah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Dava, 
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Malaka ... 

(2) Pengembangan kawil••n budi daya petcrnakan yang didukung oleh 
induatri pakan tcrna.k serta pupuk dan biomassa hasil kegiatan 
pcternakan sebagairnnna dunaksud peda ayat (I) huruf a rnelalui: 
A. pcngcmbangon kdJ1d .. tng kolc:kti( di Kubu putcn Lornbok Barat, 

Kabupatcn Lombok Utara. Kabupaten Lombok Tengah, dan 
Kabupaten Lombok Timur; dan 

b. pengembangun padang penggembalaan d, Kabupaten Sumbawa 
Baral, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu. Kabupaten Bima. 

Kabupaten Manggarru Barnt, Kabupatcn Manggarai, Kabupatcn 

Manggarru Timur, Kabupaten Ngada. Kabupaten Nagekco, 
Ka bu paten Ende, Kabupa1en Sikka, Kabu paten Flores Timur, 
Kabupaten Lernbata, Kabupaten Alor, Kobupatcn Bclu, Kabupatcn 

air. 

b. rnengembangkan sentra perbibitan temak yang didukung sarana 
dan prasarana yang handal; 

C- mengcmbangkan kawasan budi daya hortikultura sesuai dengan 

daya dukung dnn daya 1ampung lingkungan hidup; 
d. mengembangkun kawasan budi daya pcrkcbunnn sesuai dcngan 

daya dukung dun daya rampung lingkungnn htdup: 
e. mengem bangkun knwasan bud.i daya peternakan dan perkebunan 

yang berdayo smng di Kawasan Perbetasan: 

r. rnenctapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi 
teknis ocbag.u l<lhan pertanian pangan berkelanjutan: 

g. mengembangkan kawasan budi daya tanaman pangan metalut 
intenstfikasi pcnanian untuk meningkatkan produkufitas kawasan 
budi daya tanamnn pangan; 

h. mengembangkan teknolog! hcmat rur podu kawasan budi daya 
tanaman pangan: don 

1. mengendaHkon kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi 
merusak rungs1 kawasan hutan lindung untuk menjaga kctersediaan 

-94- 

PRES!Dt:N 
REPUOLIK INOONESIA 



Tengah ... 

Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah 
Selatan, Kabupaten Kupang. Kabupatcn Rote Ndeo. Kabupatcn Sabu 
Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah. 
Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. 

(3) Pengernbangan serura perbibitan ternak yeng didukung sarana dan 
prasarana yang handal sebaga,mana dimaksud pada ayat (l) huruf b 
dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, 
Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten 
Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupatcn Ngada. 

Kabupaten Belu. Kabupaten Timar Tengah Utara, Kabupatcn Timar 

Tcngah Sclatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Timur. 
(4) Pengembangan kawasan bud, daya horttkultura sesuai dengan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di 
Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupatcn Lombok 
Tengah, Kabupatcn Lombok Timur, Kabupaten Surnbawa Ba.rat. 
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupatcn Birna, Kabupaten 

Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, 

Ka bu paten Ngada, Kabu paten Nagekeo, Kabupatcn Ende, Kabupaten 
Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupatcn Lernbata, Kabupaten Alor, 
Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka. Kabupaten Timor Tcngah Utara 

Kabupatcn Timar Tengah Selman, Kabupaten J..:upang, Kabupatcn Rote 
Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Surnba Timur, Kabupaten 

Sumba Tengah. Kabupatcn Sumba Baral, dan Kabupaten Sumba Barat 
Daya. 

tS) Pengembangan kawasan budi daya perkebunan sesuai dengao daya 
du kung dan daya tampung lingkungan hid up sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di 

Kabupatcn Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok 
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Kabupaten ... 

Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Baral, 
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sima, Kabupaten 

Manggarai Barat, Kabupaten Man.ggarai, Kabuparen ~1anggarai Timur. 

Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten 
Sikka, Kabupalcn Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, 
Kabupaten Bclu, Kabupatcn Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, 
Kabupaten Timor Tcngah Sciatan. Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote 
Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupatcn Su.mba Timur, Kabupaten 
Sumba Tengah, Kabupaten SUmba Baral, den Kabupatcn Sumba Barat 
Daya. 

(6) Pcngcmbangan kawasan budi daya peternakan dan perkebunan yang 
berdaya saing di Kawaean Perbatasan scbagaimana d.unaksud pada ayat 
(I) huruf e dilakukan pada kawasan penmtukan pcrtaruan dt Kabupaten 
Alor, Kabupatcn Bclu, Kabupaten Mataka, Kabupaten Timor Tcngab 

Utara. Kabupatcn Timor Tengah Selatan. dan Kabupaten Kupang. 
(7) Penetapen dan pcncegahan alih fungsi lahan pertanian bcririgasi tcknis 

sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat II) huruf f dilakukan pada kawasan perunrukan pertanian di 
Kabupaten Lombok Baral, Kabupatcn Lombok Utara, Kabupaten Lombok 
Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupatcn Sumbawa, Kabupaten 
Blma, Kabupaten. Ma.ngganu Baral, Kabupatcn Manggarai, Kabupaten 

Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Alo,. Kabupatcn Timor Tcngah 

Utara, Kabupatcn Timor Tengah Selman, Kabupaten Bclu. Kabupaten 
Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao. 

(8) Pengembangan kawasan budi daya tanaman pa.ngan mclalui intensifikasi 
penanian unruk meningkalkan produktifitas kawasan budi d.aya 
tanaman pangan scbagaimana dimaksud pada ayat I l) hurur g dilakukan 
pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat. 
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Pasal 43 ... 

Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten ~alaka. Kabupaten Kupang, 
dan Kabupaten Rote Ndao. 

(10} Pcngendalian keglatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak 
fungsi kawe san hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) hun,J i dilakukan pada kawasan 
peruntukan pertaruan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok 
Utara, Kabupalcn Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten 
Sumbawa Barat. Kabupaten sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten 
Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten .\1anggarai. Kabupaten 
Manggarai Timur, Kabupatcn Ngada. Kabupaten Nagekeo, Kabupaten 

Ende, Kabupaten Sikka, Ka bu paten Flores Timur, Kabupaten Lcmbata, 

Kabupaten Alar, Kabupaten Belu, Kabupaten Mataka. Kabupateo Tun.or 
Tengah Utara, Kabupaten Ti.r:nor Tengah SeJatan, Kabupaten Kupang. 
Kabupaten Rote Ndao, Kabupatcn Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, 

Kabupatcn Sumba Tcngah, Kabupaten SUrnba Barat, dan Kabupaten 

Sumba Barat Daya. 

Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Mangga.rai Barat. 
Manggarai, Kabupatcn Ngada, Kabupaten Nagekeo, 

Ator, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor 

Kabupaten 
Kabupaten 

Kabupaten 

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten 
Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten 
Manggarai Barat, Kabuparen Manggarai, Kabupaten xgada, Kabupatcn 
Nagekeo, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupatcn 
Timor Tcngah Sclatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten 
Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao. 

(9) Pcngcmbangan teknologi hemat air pada kawasan budi daya tanaman 
pangan scbagairnana dirnaksud pada ayar ( l) huruf h dJJakukan pada 
kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten 
Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tunur, 
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' 
131 Pengcmbangan ... 

Pasal 43 
11) Strategi cperastonalisasr J>"l'WUjudan kawasan pcruntukan perikanan 

sebagaima.na dimaksud daJam PasaJ 40 huruf c meliputi: 

a. mengernbangkan kawasan peruntukon perikanan tangkap dan budi 
dayo ynng dilcngkapi prasarana dan saruna yang ramah lingkungan; 

b. mengcmbangkan kawusan minapoluan bcrbasis masyarakat: 
c. menmgkalkan keterpaduan pengernbangan kegiatan pcrikanan 

dengan kegiatan panwisata bahari nasional: 
d. mcngcndolikan kcg101.nn penkannn rnngkap pcdn kawasan 

peruruukan perikanan yang memiliki tcrumbu karang dan k.awesan 
Kor1dor Ekosistem: dun 

e. mc:ngcmbangkan kawasan peruntukan perikanan yang berdaya 
saing d• Kawasan Pcrbatasan. 

(21 Pengembangan kawasan perunrukan pcrikanan tangkap dan budi daya 

yang dllcngkapi prasarana dan saruna yang ra.mah hngkungan 
sebagrumuna dimaksud pada ayat Ill hurur .. dilakukan pada 
a. kawa!M.ln pcrunrukan perikanan t.ingk'*P di wdayah perairan 

Samudera Hindia, Sclat tombok, Laut Flores, Sclat Sumba, Laut 
Sawu, Selat Role, dun l .. out Timor; don 

b. kawasun pcruntukan perikanan budi dnya di Kabupaten Lombok 
Bar1u, Kttb1.1.p~tc.u L..urnbok uiara, l\abupatcn Lombok Tengab, 

Kabupaten Lombok Timur, J..:abupatcn Sumbawa Baral, Kabupaten 
Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Brma, Kot;1 Bima, 
Kabupaten Manggarai Baral, Kabu paten Manggarm, Ka bu paten 

Manggarai Timur, Kubupaten xgada. Kabupaten Ende, Kabupaten 

Sikka, Kabupaten F'lore!'l Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten 

Alor Kabupaten Bc1u, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote- Ndao, 

Kabupnten Sabu Ra.ijuu, dan Kabupatcn Sobu Timur 
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b. merehabilitaai 

( 1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertam bang.an 
sebagairnana drmeksud dalam Pasal 40 huruf d melipuu 
a mcngcmbangkan kawasan peruntukan pertarnbangan mineral 

(tcmbaga, emas, dan mangan) serta mmyak dan g~.l"' bumi dengan 
mernperhatlkan daya dukung dan daya tampung bngkungan hidup; 

(31 Pcngembangan kawa,an nunapolnan bcrbneis masyarnkat sebagaunana 
dunaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan pada kawnsnn peruntukan 
pcrikanan di f(nbupatcn L.ornl>ok Barat, Kabupaten Lombok Tcngah, 
Kabupaten L<>mbok Timur, Kabupaten Sumbawa Barnt, Kabupaten 
Sumbawa. Kabupaten Bima, Kabupatcn Sikka, Kabupaten Lembata. 
Kabupaten Alor. Kabupaten Bclu, Kota Kupong, Kabupaten Rote Ndoo. 
Knbupaten Surnba Timur, dan Kabupatcn Sumba Barat. 

(41 Penmgkatan keterpaduan pengembangan kegiatan pcriknnan dcngan 
kegiatan par1wn,,ua bahan nasional scbag.a.unana dimaksud pada aya; ( l I 
huruf c dllakukan pada perairan di sekuar Pulau Lornbok, Pulau 
Sumbawa, Pulnu P!Qr<;::;, Pulou t.embaia. Pulau Alor, Pulnu Timor, dnn 
Pulau Rote. 

(5) Pcngendaban kegiatan periknnan tangkap pada kawu:,;Jn perumukan 
pcrikanan yang memHiki tcrumbu karnng dan kawasan Koridor 
l::kosistem scbugrumana drmaksud pada uyal (11 huruf d dilakukan padn 
pcrairan di sekltar Pulau Lombok, Pulou Sumbawa, Pulau Sangeang, 
Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores. l'ulau Lembata, Pulau Pantar, 
Pulau Alor. Pulau Timor. Pulau Rote. dan Puh1u Sumba. 

(bl Pengembangan kawasan perunrukan perikanan yang berdaya saing d1 
Knwasan Perbatusan scbagaimnna dimakeud pada nyat (1} huruf e 
dilakukan pada kawasan pcrunrukan pcrikanan di Kabupaten Alnr. 
Kabupaten Belu. dan Kabupaten Kupang. 
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Lombok ... 

b. mcrehebunasi kawas .. in peruntukan pertambangan mineral dengan 
mcmpcrhatikan daya dulrung dan day a tampung hngkungan hidup; 

c. mengembangkan kawasan perunlukan pcrtambangan mineral serta 
mmyak dan gas bumi secarn terkcndali di Kawasan Perbatasan: dan 

d. rncngcndalikan perkcmbangan kawaaan perunrukan pertambangan 
mlnerul serta mmyak da.n gas burm yang berpotensi merusak 
lingkungan hidup dan mengancam kebcradaan Pulau Kec11 

f2J Pcngcmbangan kawasan peruntukan permmbangan mineral (tembaga, 
ernas, dan mangan) serta minyak dan gas burnt dengan mcmpcrhatikan 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a dilakukan pnda: 

a. kmi...1~n pcruntukan pertambangan mineral berupa emns. tembaga 
dan/atau mangan di Knbupatcn t..ombok Barat, Kabupmen Lombok 
urarn, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten l.ombck Timur, 
Kabupatcn Sumbawu Barat, Kabupatcn Sumbawa, Kabupaten 
Dompu, Kabupaten Otma, Kota Buna. Kabupaten Man£&arai Barat, 

Kabupaten Manggara]. Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten 
Ngada, Kabupatcn Nagekco. Kabupaten Ende. Kabupaten Sikka. 
Kabupaten Alor, Kubupaten Belu. Kabupaie» Mnlakn. Kabupaten 
Timor Tcngah Setutun, Kabupaten Kupnng, Kabupatcn ~ote Ndao, 
Kabupaten Sabu RalJua, Kabupatcn Sumba Timur. Kabupaten 
Sumba Tengah, Knbuptucn Sumbo Burat, dan Kabupetcn Sumba 
Baral Daya; dan 

b. kawasan peruntukan pcrtambangan minvak dan gas buml di wilayah 
peruirun J..aut Timer, 

(31 Rehabilltasi kawasan peruruukan pertarnbangan mineral dcngan 
mcmperhaukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
scbag,urnana dimaksud pada ayai (I) huruf b ddakukan pado kawasan 
pcruntukan pcrtambangan mineral di Kabupaten Lombok Baral, 
Kabupatcn Lombok Ularo, Kabupaten tombok Tengah, Kabupaten 
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Timar 

Lombok Timur, Kabupatcn Sumbawa Baral, Kabupaten Sumbawa, 
Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Buna, Kabuparen Manggarai 
Baral, J.:abupatcn Munggarai. Kabupatcn Manggnrnl Timur, Kabupatcn 
Ngada, Kabupaten Nagckco, Kabupaten F.ndc, Kabupatcn Sikka, 
Kabupaten Alor, Kabupatcn Bclu, Kabupaten Malaku, Kabupaten Timor 
Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Seluran, Kabupaten Kupang, 
Kabuparen Rote Ndoo, Kobupa,en Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur 

Kabupaten Surnba Tcngnh, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten 

Sumba Barat Daya. 
(·l) Pcngcmbangan kaw.a~n pcruntukan pertambangan mineral serta minyak 

dan gas bumi sccera terkenda1i di Kawasun Perbetasan sebagaimana 
dunaksud pada ayat (IJ huruf c dilakukan podn kawasan pcruntukan 
perrambangan ch Kabuparen Alor, Kabupatcn Bclu, Kabupatcn Mataka, 

Kabupaten Timor Tcngnh Utan>, Kabupatcn Timar Tengah Selatan, 

Xabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupatcn Sabu Raijua, 
Kabupaten Sumbo Timur. Kabupaten Sumbu Tcngi.llh, Kabupatcn Sumba 

Barat, dan Kabupatcn Sumba Barat Day(I 

(5) Pcngendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan ntmcral 

serta minyak dan go• bumi yang berpotensi merusak Lingkungan hidup 

dan mengancam keberadaan Pulau Keol scbagrumnna dirnaksud pnda 

~ya!(!) huruf d d1Lakukun pada: 

a kawasan pcrurnukan pertambangan mlnerul berupa emas, tembaga, 

dan/a11:1u mangan di Kabupaten Lombok U'"lraL. Kabuparen Lombok 
Utara, Kabupatcn Lombok Tengah, Kabupntcn Lombok Timur 

Kabupatcn Sumbawa Barat, Kabupatcn Sumbawa, Kabupatcn 

Dompu. Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggar-ai Baral, 
Kabupatc.n ~t~1nggarru, Kabupaten Manggarai Timur, Ka bu paten 
xgada. Kabupaten Nagckco, Kabupaten Ende", Kabupaten Sikka, 
Kabupatcn Alor, Kabupaten Belu, Kabuputcn Malaka. Kabupaten 
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g. mengcmbangkan ... 

Pasal 45 

(1) Strarcgi operasionulisnsi perwujudan kawasan peruruukan industri 
scbagaimana dimaksud dalrun Pasal 40 huruf c meliputi: 
a. mengembangkan kawasan peruntukan induMn pcngolahan don 

mdusui jasa ha,i1 peternakan, horukuuura. perkcbunan. dan 
pcrtanrnn 1anaman pangan yang n,mah lingkungan, padat karya, 
clan didukung pengclolaan limb.ah industri terpadu: 

b. mengembangkun kawasan perunrukan industri pengolahan dan 
industri juso hosil pcrikanan dan kelautan yang ramah ling.kungan 
dan padat modal: 

c. mcngembangkan kawasan peruntukan industri pcngolahan hasu 
pertambangan mineral serta minyak dnn f>US bumi yang didukung 

dengan penggunaan teknologi tinggi, padai modal, dan pengelolaan 
hmbah indus,n l("rpadu; 

d. mengernbangkan kawasan untuk kegiaton mdu,tri kreatif sesuai 
potcnsi dun keumkan lokal yang berdoyu :..aing dan ramah 
lingkungan: 

e, mengembangkan kawasan peruntukan mdustri pengolahan hastl 
hutan non koyu yang ramah tingkungan dnn pudut karya: 

f. mengembangkan teknologi hcmat air pada kawasan peruntukan 

industri; 

Timor Tcngnh Sclntun, Kabupaten Kupung, Kabupaten Rote Ndao, 

Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten sumbu Timur. Kabupaten 
Sumba Tengah, Kabupatcn Sumba Baral, dan Kabupaten Sumba 
Barat Daya; dun 

b. kawasan peruruukan pcrtwnbangan minyak dun gas bumi di wilayah 
pcrairan Laut Timor 
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(5) Pcngembangan ... 

Kota Waingapu 

(3) Pengembangnn kawusan peruntukan industri pengolnhan dan industri 

jasa hnsil perlkanan dan kelautan yang ramah lingkungnn dan padat 

modal sebag.umana dimaksud pada ayat ( I J huruf b dilakukan pada 
kawasan pe:runtukan industn di Kora Mataram. KotJ Kupang, Kota Praya, 

Kout Sumbawa Bcsar, Kom Raba, Kota Labuan Bi:tJO, Kuta Ende, Kota 

Maumcrc Kota Ruteng, dan Kota Waingapu. 

(41 Pcngembango.n knwasan perumukan industri pongolahan basil 

pena.mbangan mineral scrta minyak dan gas bumi yang rlidukung dcngan 

penggunaun tcknologi Unggi, padat modal, clan pengclolaan hmbah 

induatri terpadu sobagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf c drlakukan 

pada kawasan perunrukan indu stri di Kola Kupang. Kota Sumbawa 

Besar. dun Kotn Rutcng. 

h mcngcmbnngkan kawasan peruntukan ,ndustri ,·:1ng dtlengkapi 

prasarana dan sarana penunjang kegiatan mdustn berb&si"l miugas1 

dan adaptasi bencana. 

(21 Pengcmbangan kawasan peruntukan mdustri pcnKolw,un dan industri 

jasa hais1l peternakan, horukuhura, pcrkcbunan, don pertaman tanarnan 

pangan yang rom.ih lingkungan padat karya, don dldukung pengelolaan 

limbah mdustn terpadu dimaksud pada ayat (I) huruf o dllakukan pada 

kawasan perunrukan industri di Kota Mataram, K(;llH J<upang, Kota Praya, 

Kolll Surnbawa l:Sc~ur, Korn Raba, Kola Labuan Bt\JO, xeta Ruteng, Kota 

Maumcrc, Kolo Ende, Kora Kefamenartu. Kotc Atambua, Kata Soe, da.n 

g. mengembangken mctode daur ulang air pada kawasan peruruukan 

lnduetrl untuk mcrnanfaarkan kembab air dnur u1ong menjadi arr 

baku;rlun 
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a. kawasan ... 

sebagaimana dtmaksud pada .;1;yac (1) huruf g dilakukan pada kawasan 

peruntukan mdustri di Kora Mataram, Kota Praya, Kola Sumbawa Besar, 

Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Rutcng. Kota Ende. Kota Maumere. 

Kota Kalabahi, Kora Atambua, Kota Kcfamcnanu, Kota Soe, Kota Kupang, 

dan Kora Waingapu. 

(9) Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana 
dan sarana penunjang kcgiatan industn berbasis mingasi dan adaptasi 

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h meliputi: 

(7) Pengembangan teknolcgi hcmat air pada kawasan peruntukan industri 

sebagaimana dirnaksud pada ayat fl) huruf f dilakukan pada kawasan 

peruntukan industri di Kota Mataram, Kata Praya, Kola Surnbawa Besar, 
Kata Rabat Korn Labuan Bajo. Kota Rutcng, Kota Ende, Kota Maumcrc. 

Korn Kalabahi, Kata Atambua, Kota Kefamenanu, Kora Soc. Kota Kupang. 

dan Kota Waingapu. 

(8) Pengembangan metode daur u)ang air pada kawasan perunrukan industri 

untuk memanfaalkan kembali air daur ulang menjadi air baku 

{5) Pengernbangan kawasan unruk kegiatan industri kreatif sesuai potensi 

dan keunikan Jokal yang berdaya saing dan ramah linglcungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d dilakukan di Kota Mata.am, 

Kora Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Rabe. Kot.a Labuan Bajo, Kota 

Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere. Kota KaJabahi, Kota Atambua. Kota 

Kefamenanu, Kata Soe, Kota Kupang. dan Kota Waingapu. 

(6) Pengembangan kawasan pcruntukan mdustri pengolahan hasil hutan 

non kayu yang ramah lingkungan dan padal karya sebagaimana 

dimaksud pads ayat (II huruf e dilakukan pada kawasan peruntukan 

industri di Kora Ende. 
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b. kawasan 

a. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adapiasr 

bencana tanah longsor dj Kata Raba, Kota Labuan Bajo. Kota 

Rureng, Kota Ende, Kota Maumere, Kata Kalabahi, Kora AU:tmbua. 

Kot.a Kefamenanu, Kota Soc. Kota Kupang. dan Kota Waingapu; 

b. kawasan penmtukan industri bcrbasis mitigasi dan adaptasi 
bencana banjir di Kota Mataram, Kata Sumbawa Besar, Kota Raba, 

Kota Rutcng, Kota Ende, Kata Kefamenanu, Kota Soc. Kata Atambua. 
dan Kota Waingapu; 

c, kawasan pcruntukan industri berbasls mitigasi dan adaptasi 
bencana gelombang pasang di Kora Ma ta ram, Kota Sumbawa Besar, 
Kola Raba, Kota Labuan Bajo, Kola Ende. Kola Maumere, Kota 
Kalabahi, Kota Kupang, clan Kota Waingapu; 

d kawasan peruntukan industri bcrbasis mitigasi dan adaptasi 
bencana lerusan gunung bcrapi di Kota Mataram, Kora Praya, Kota 

Sumbav .. ·a Bcsar, Kota Raba. Kota Labuan Bajo, Kora Rutc:ng. Kota 

Ende, dan Kola Maurnere; 
e. kawasan peruntukan mdustri berbasis mitigasi dan adaptasi 

bencana gernpa bumi dl Kata Mataram, Kota Praya, Kota Surnbawa 
Besar, Kam Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende. Kota 

Maumcrc, Kota Kalabahi. Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota 
Soc, Kota Kupang_. dan Kota Waing:ipu; 

f. kawasan perunrukan industn berbasis miugasi dan adaptas.i 
bencana gerakan tanah di. Kota Raba, Kota Labuan Bajo. Kota 

Rutcng, Kata Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, 
Kata Kefamenanu. Kota See, Kota Ku pang, dan Kota Waingapu: 

g. kawasan peruntukan industri berbasis mitigas.i dan adaptasi 
bcncana tsunami di Kora Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota 

Raba, Kota Labuan Bajo, Kora Ende. Kata Maumere. Kota Kalaba.Ju. 

Kota Kupang. clan Kota Waingapu; dan 
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(3) Rchabihtasi ,., 

pariwisata: 
c. merehabilit.asi dan mengembangkan kawasan perunrukan pariwisata 

berbasrs wrsata budaya yang didu.kung ketersediaan prasarana dan 
sarana pariwisata: 

d. mengembangkan pcnyelenggaraan pertemuan, pcrjalanan insentif, 
konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan 
sarana pariwiseta; dan 

e. mengembangkan sarana dan ptas.arana transportasi untuk 
mcmngkatkan keterkaitan aruarkewasan parrwrsata serta antara 
kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional, 

(2t Rehabilitasi clan pengembangan kawasan perunrukan ekowisata yang 

didukung kctcrsediaan prasarana dan sarans pariwisata sebagaunana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a dilakukan di Kawasan Rinjani ruin 
Sekitarnya, Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Tambota dan 

Sckltamya, Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawaaan Labuan Bajo dan 
Sekitamya, serta Kawasan Ende-Kehmuru dan Sekitamya. 

Pasal 46 
(1) Stratcgi operaslonallsasi pcrwujudan kawasan pcruntukan pariwisata 

scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi: 

a. merehabilitasl dan mengembangkaa kawasan pcruntukan ekowisata 
yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata: 

b. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peru.ntukan pariwisata 

bahari yang didukung kctersediaan prasarana dan sarana 

h. kawasan peruntukan Industri berbasis mitigasi dan adaptasi 
bencana abrasi d1 Kota Mataram, Kota Surnbawa Besar, Kota Raba, 
Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota 
Kupang, dan Kota Waingapu. 
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a. ketcrkaitan ... 

tJ) Rehabililasi dan pcngcmbangan kawasan pcruntukan pnriwieeta bahari 
yang didukung keter sediaan prasarana <lan sarana pariwisata 

sebagaimana dunaksud pada ayat fl) buruf b dilakukan di Kawasan Gih 

Tl'amena dan Sclot.ornyo, Kawasan Matarrun Kota dan Sckrtarnya, 
Kawasan Panted SchHnn Lombok dan Sekharnyn, Kawasan Strmbawa 
Barat dan Sckitnrnya, Kawusan Bima dan Sekitorny .. 1, Kowasan Komodo 
dan Sekitarnya, serur Kawasan NembraJa-Rote Nduo dan Sckitamya. 

(4J Rehabilitasi dan pcngembangan kawasan pcruntukan pariwisata berbasis 

wisata budaya yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana 
pariwisata sebagasrnana dirnaksud pada avat (IJ huruf c dilakukan di 
Kawasan Mataram Koiu dan Sekitarnya, Kowosttn Praya-Sade dan 
Sekitamya, Kawaenn Ponmi Selman Lombok dnn Sekitarnya, Kewasan 
Moyo dan Sekuarnya, Kawaaan Buna dun sekuarnva, Kawasan Ruteng 
dan Sekitarnya. h:nwnsan Bajawa dan Sekitarnya. Kawasan Maumc-rc 

Sikka dan Sekitarny .. 1, Kawasan Wrukabubak .. Manupcu Tanah Daru dan 
Sckitarnya, Kawason Wningapu-Laiwangi wenggemeu dan Sek.itarnya 
Kawasan Larantuka dan Sekitamya. Kawasan Lamarela-Lembata dan 
Sekitarnya, Kewasan Aler-Kalabahi dan Sekitamya, Kawasan Kupang .. See 

dan Sckitarnya, scrta Kawasan Nembrala-Rote 'Zdoo don Sekitarrtya. ,s, Pengernbangan penvelenauaraan pertemuan. pcrjalnnan inscntif. 
konferensi, don pamcrnn yang didukung kclcrscdiocm prasarana dan 
sarana pariwisuta sebagaimana dtmaksud pi,dl\ ayat (I) huruf d 
dtlnkukan di Kola Mntt,rnm. 

(6J Pengcmbangan sarana dun prasarana tran~portas1 unn.ak meningkatkan 

keterkaitan antarkawusan pariwisata serta antara kawa!ii.an pariwisata 

dan kawasan pcrkotaan nasional sebaga,mana darnaksud pada ayai ( I J 

huruf c melipuu: 

-107- 

Pr:.iL .. ,on, 
RCPUBLIK IND'ON:"SIA 



b. mcngembangkan -·- 

Pa""J 47 
( 11 Strategi operastonatisusi perwujudan kawasan peruntukan pennukiman 

sebagaimana dunoksud dalam Pasal 40 huruf g mrhputJ: 
a. mengcmba.ngkan kawasan peruntukan permukirnan berbasis 

mitigasi dan oduplH~i beneana untuk meminimalkan dampak 
bencane: 

a. keterkaitan Kawasan Gill Tramcna don Sclut.arnya., Kawasan 
Mataram Kota don Sckuarnya. Kawasan RinJa.nt dan Sekitarnya, 
Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya. Kawosan P .. nlai Sclatan 
Lombok dan Sckltn.mya, serta Kawasan Surnbawa Barat clan 
Sekitarnya dengan PKN Mntarrun dun PKW Prnyo: 

b. keterkaitau f\uwu1-1u11 Moyo clan Sekitarnya, Kawasan Tambora dan 
Sekita.rnya., scrtn Kawasan Sima den Sckitarnya dengan PKW 
Sumbawa Bcsar don PKW Raba: 

c. keterkaitan Kawosan Komodo dan Sekitarnya, l\awasan Labuan Baja 
dan Sekitarnya, serta Kawasan Ruteng dan Sekitarnya dengan PKW 
Labuan Baio dan Pl\'W Rutcng; 

d. keterkaitan Kawa!'nn Bajawa dan SckHamyt'I, Kawasan Ende 
Kelimutu do.n Sekuarnya, serta Kawasan Maurnere~Sikka dan 
Seki tarn ya dengun PKW Ende dan PKW Mau mere: 

e. keterkaitan Kawusan Larantuka dan sekucrnyu, Kawasan Lamarela 

Lembata dan Sckitamya, serta Kawasan Alor-Kalabahi dan 
Sekitamya dcngon PKSN Kalabahi; 

f. kctcrkwtan Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya serta Kawasan 
Ncmbrala·Rote NdilO dan Sekuarnya dcngan J'KN Kupang. Pl\'\V Soc. 
Pk--w Kefamenanu, dan PKS~ Atambua: dan 

g. keterkaitan Ka"asan Wa,kabubak-Manupou Tanah Daru dan 
Sekitamya scrta Kawasan Waingapu-Lalwnngi Wunggameti dan 
Sekitarnya uengun PKW Wamgapu. 
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Kabupaten ... 

b. rncngembangkan kawasa.n peruntukan permukiman di Kawasan 

Pcrkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan; 
c. mengernbangkan kawasan peruntukan pennukiman melalui 

pencrapan teknologi hemal air; 

d. mengendalikan pcrkcmbangan kawasan peruntukan permukiman di 
daerah penyangga sorta di sepanjang jaringan jalan arten primer da.n 
janngan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya 
gejala perkotaan yang mcnjalar 1urban sprawl); 

e. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman cti Kawasan 
Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai bcranda depan dan 
pintu gerbang negaee: dan 

I. mengendalikan kawasan peruruukan permukiman yang berpotensi 
mcngganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan 

bcrkclanjutan. 
(2) Pcngcmbangan kawasan peruntukan pcrmukiman berbasis mitigasi dan 

adaptasi bencana untuk meminimaJkan dampak: bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (It hurufa dilakukan pada: 
a. kawasan penmtukan permukiman berbasis mmgasi dan adaptasi 

bencana teneh longsor di Kabupaten Lombok Barat, Kabupatcn 
Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupalcn Lombok 
Timur, Kabupaten. Sumbawa. Barat, Kabup:aten Sumbawa, 
Kabupaten Dompu, Kata Bima, Kabupaten Sima., Kota Labuan BaJo, 
Kabupaten Manggarai Barat, Kata Ruteng. Kabupaten ).1angga.rai, 
Kabupatcn Manggarai Timur. Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagckco, 
Kata Ende, Kabupaten Ende, Kola Maumcre. Kabupaten Sikka, 
Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kora Kalabahi, 
Kabupa.ten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka. 
Kora Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe. 
Kabupatcn Timer Tcngab Sclatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, 
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d. kawasen ... 

Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, 

Kabupatcn Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten 
Sumba Barat Daya; 

b. kawasan peruntukan permukunan berbasis mitigasi dan adaptasi 
bencana banjir cti Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, 
Kabupaten Lombok Urara, Kabupatcn Lombok Tengah, Kabupatcn 
Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, 
Kabupaten Surnbawa, Kabupaten Dompu, Kora Sima. Kabupaten 
Sima. Kabupaten Manggarai Baral, Kota Ruteng. Kabupaten 
Manggara.i. Kabupaten ~Ianggarai Timur, Kabupatcn Ngada. 
Kabupaten Nagekeo, Kora Ende, Kabupatcn Ende. Kabupaten Sikka. 
Kabupaten Flores Timur, Kota Atambua, Kabupaten Bt:lu, Kabupaten 

Malaka, Kota Kefarnenanu, Kabupaten Tlmor Tengah Utara, Kota 
see, Kabupaten Timor Tcngah Selatan. Kabupaten Kupang, 
Kabupaten Sabu Raijua, Kota \\'aingapu, Kabupaten Sumba Timur. 
Kabupaten Sumba Barar, dan Kabupaten Sumba Barat Daya: 

c. kawasan peruntukan perrnukiman berbasis mitigasi dan adaptasi 
bencana gelombang pasang di Kota Mataram. Kabupaten Lombok 
Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur. 

Kabupaten Sumbawa Barat, Kata Sumbawa Beser, Kabupaten 
Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Sima, Kabupaten Bima, Kota 
Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai Bar at, Kabupalen Manggarai. 
Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Ngada. Kabupaten Xagekco, 
Kot.a Ende, f<a.bupaten Ende, Kota Maurnere, K.abupaten Sikka. 

Kabupatcn Flores Timur, Kabupaten Lembata. Kota Kalabahi. 
Kabupaten Alor, Kabupatcn Bclu, Kabupaten Mataka, Kabupaten 
Timor Tengah Selatan. Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten 
Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kola Waingapu, Kabupaten 
Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tcngah. Kabupaten Sumba Barat, 
dan Kabupate.n Sumba Barat Daya: 
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Timur ... 

d. kawasan pcruntukan pennukiman berbasis mitigasi dan adaptasi 
bencana terusan gunung berapi di Kota Mata.ram. Kabupajen 

Lombok Barat, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupatcn 

Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kota Sumbawa Besar, 
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu. Kota Bima, Kebupaten 

Bima, Kabupatcn Manggarai Baral, Kota Ruteng, Kabupaten 

Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupa1en Ngada, 
Knbupaten N.agckco, Kota Ende, Kabupatcn Ende, Kota Maumere. 

Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan 
Kabupaten Ator; 

c, kawasan peruntukan pcrmukiman berbasis mitigasi dan adaptasi 
bencana gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, 
Kora Praya, Kabupaten l..ombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, 

Kabupaten Lombok Timur. Kabupatcn Sumbawa Baral, Kota 
Sumbawa Bcsar, Kabupatcn Sumbawa, Kabupaten Oompu. Kota 
Sima, Kabupaten Bima. Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai 
Barat. Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai 
Timur, Kabupatcn Ngada. Kabupatcn Nagckeo, Kola Ende. 
Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten 
Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, 
Kota Atarnbua, Kabupaten Belu, Kabupaten Mataka, Kota 
Keramenanu, Kabupaten Timer Tengah Utara, Kora Soe, Kabupaten 
Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten 
Role Ndao, Kabupatcn Sabu Raijua, Kola Waingapu, Kabupaten 
Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, 
dan Kabupatcn Sumba Baral Daya; 

r. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi 

bencana gerakan tanah di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten 
Lombok uiara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupatcn Lombok 
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Sumbawa ... 

Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, 

Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Sima. Kora Labuan Bajo. 

Kabupaten Manggarai Barat, Kora Ruteng, Kabupaten Manggarai. 
Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, 
Kota Ende, Kabupaten Ende, h:ota Maumere, Kabupaten Sikka, 

Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, 
Kabupaten Alor. Kota Atambua, Kabupaten Belu , Kabupaten Malaka. 
Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Uta.ta, Kota See, 
Kabupaten Timer Tengah Selatan, Kabupaten Ku pang, Kota Kupang, 
Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, 

Kabupatcn Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten 
Sumba Barat Daya: 

g. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi 
bencana rsunarm di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, 

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten 
Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, 

Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, 

Kabupatcn Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupatcn 
Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota 
E::nde, Kabupatcn Ende, Kota Maumerc, Kabupatcn Sikka, 
Kabupaten Flores Timur, Kabupatcn Lembata. Kota Kalabahi. 
Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten .. \tala.ka. Kabupaten 

Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kora Kupang, Kabupaten 
Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten 

Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, 

dan Kabupaten Sumba Baral Daya; dan 
h. kawasan peruntukan permukiman berbasts mitigasi clan adaptasi 

bencana abrasi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, 

Kabupatcn Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten 
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pada ... 

Su mbawa Barat, Kora Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. 

Kabupaten Dompu, Kota Sima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, 

Kabupaten Manggarai Barat, Kabupatcn Manggarru. Kabupaten 
Manggarai Timur, Kaoupaten Ngada. Kabupaten Nagekco, Kola 
Ende. Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, 
Kabupaten Flores Timur. Kabupatcn Lembala, Kota Kalabalu. 
Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten .Malaka, Kabupaten 
Timor Tcngah Selatan, Kabupatcn Kupang, Kota Kupang. Kabupaten 
Rote Ndao, Kabupatcn Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten 
Surnba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat.. 

dan Kabupatcn Sumba Barat Daya. 
(3) Pengembangan kawasan perunrukan permukiman di Kawasan Perkotaan 

yang didukung prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat fl J huru r b dilaku kan pada kawasan peruntukan pcrmukiman 
di Kota Matar am. Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Bima, Kota 

Labuan Bajo, Kota Rutcng. Kota Ende, Kota Maumere. Kota Kalabahi. 
Kota Atambua. Kota Kcramcnanu. Kota Soc, Kota Kupang, dan Kota 
Waingapu. 

f4) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan 
teknologi hemat air sebagrumana dimaksud pada ayat t 11 huruf c 
dilakukan pada kawasan peruntukan pcrmukiman di Kota Mataram. Kota 
Praya, Kola Sumbewa Besar, Kot.a Bima, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, 

Kota Ende, Kota Maumere, Kora Kalabahi, Kota Atambua, Kota 
Kefamenanu, Kota see, Kota Kupang, dan Kota Waingapu~ 

(5} Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah 
penyangga serta dr sepanjang janngan jalan arten primer dan janngan 
jalan kolektor primer yang mengmdikasikan terjaclinya gejala perkotaan 
yang menjalar sebagaimana dimaksud pada ayat t l) huruf d dilakukan 

• 113· 

PRES10£N 
REPU8L1K INOONESIA 



Pasal 48 ... 

pa.da kawasan pcruruukan perrnukiman dt Kabupaten Lombok Timur. 

Kabupaten t.ombok Baral, Kabupaten Lombok Utara, Kabupatcn Lombok 
Tengah, Kabupaten Sumbawa Baral, Kabupaten Surnbawa, Kabupatcn 

Dompu, clan Kabupaten Bima. 

(6) Pengembangan kawasan peruruukan permukiman di Kawasan 

Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan 

pintu gcrbang negara scbagaimana dimaksud pada ayat (II huruf e 
dilakukan pada kawasan pcruntukan pcrmukunan di Kota Kalabahi. 
Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupatcn Bclu, Kota Kefamenanu, 
Kabupaten Timor Tcngah Utara. Kabupatcn Mataka, dan Kabupaten 
Ku pang. 

(7} Pcngendalien kaweaan perunurkan pcrmukiman yang berpotensi 
rnengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) hurur r dilakukan 
pada kawasan peruntukan permukiman di Kora Mataram, Kabupaten 

Lombok Bar-at, Kabupalen Lombck Uta.ra, Kola Praya, Ka.bupatcn Lombok 
Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat. Kota 
Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu. Kota Bima. 

Kabupatcn Birna, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kora 

Rutcng, Kabupatcn Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten 
Ngacla. Kabupatcn Nagckeo, Kola Ende. Kabupaten Ende, Kora ~faumere, 
Kabupatcn Sikka, Kabupatcn Flores Timur. Kabupaten Lernbata, Kota 
Kalabahi, Kabupalcn Alor, Kota Atambua. Kabupatcn Bclu Kabupaten 
Mataka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tc:ngah Uta.ra, Kota Soe. 
Kabupaten Timor Tengah Selman, Kabupaten Kupang. Kota Kupang, 

Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Wamgapu, 
Kabupaten Sumba Tunur. Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba 

Barat, dan Kabupaten Sumba Barnt Daya. 
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a. mengembangkan ... 

Pasa150 

\1) Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan dcngan sektor 
unggulan kchutanan scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 49 ayat (3) 
huruf a mchpuu: 

Pasal 49 
\ l) Kawasan BudJ Daya y<1ng memiliki nilai strategis nasional scbagaimana 

climaksud dalarn Pasal 40 yang mampu rnemacu perturnbuhan ekonomi 
kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong perneraraan 
perkembangan wilayah merupakan Kawasan AndaJan. 

12) Kawasan Andalan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas 

Kawasan Andalan dcngan sektor unggulan kehutanan, pert.anian, 
perkebunan, pcrikanan, pcrtambangan, industri, dan pariwisata. 

{3) Stnnegi operasionahsasi perwujudan Kewesan Andalan sebagaimana 
dimaksud pada. ayat t2) terdiri atas stratcgr opcrasion.alis.asi perwujudan: 
a Kawasan AndaJan dengan sektor unggulan kehutanan; 
b. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian; 
c. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan; 
d. Kawesan Anda1an dengan sektor unggulan perikanan; 
e. xawasan Am.laJan dengun sektor unggutan pcn.ambangan, 

f. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri; dan 
g. Kawasan Andalan dengan sektor unggu Ian pariwisata. 

Pasal 48 
Stratcgi operasionahsaet perwujudan Kawasan Budi Daya yang memili.ki nilai 

stratcgis na:sfonal di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercanrum 
dalam Lampiran 11.B yang merupak:an begian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Presiden int 
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!2) Pcngcmbangan ... 

Pasal 51 
(II Stratcgi operasionaliaasi perwujudan Kawasan Andalan dengan sektor 

unggulan penanian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) hurur 
b meliputi: 
a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan 

industri pcngolahan dan industri jasa basil pertanian, permukiman, 
serta didukung prasarana dan sarana; dan 

b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor 
unggulan pertanian dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat 
pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke 
dan dari pelabuhan. 

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan 
industri pengolahan dan indusui jasa hasil hutan non kayu, 
permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan 

b. mcningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor 
unggulan kchutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat 
pengembangan Kawasan Andalan yang tcrhubung dcngan akses kc 
dan dari pelabuhan. 

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri 
pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu, pcrmukiman, serta 
didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Maumere-Ende, 

(3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Anda!an dengan sektor 
unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat 
pengcmbangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan 
dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan di 
Kawasan Andalan Maumere-Ende dcngan PKW Maumcrc dan P"'W Ende 
yang terhubung dengan akses ke dan dari Pc!abuhan Lorcnsius Say, 
Pelabuhan lppi, dan/atau Pelabuhan Ende. 
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f. Kawasan ... 

(2) Pengembangan kawasan untuk kegratnn pertarnan. kegiatan lndustri 
pengolahan dan industri jasa basil pertanian, permukiman, sena 
didukung prasarana dan sarana sebagmmana dunoksud pada ayot (l) 
huruf a dllakukon di Kawasnn Andalan Lombok dan Sekiiarnya. Kawasan 
Andalun Birna, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekttamya, Kawasan 
Andalan Kupang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Maumcre Ende, 
Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnyn, Kawasan Andalan Ruteng 
Bujuwn, serta Kawasan Anda.tan Sumba. 

(3} Penmgkatan keterkaitan antara .K.awasan Andalan dengan sektor 
unggulan pcrtanian dan kawasan perkctaan nasional sebagai pusat 
pengernbangan Kowasan Andolan yang terhubung dcngan akses ke dan 
dars pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf b dilakukan 

di. 

a. Kawasan Andn.J.an Lombok dan Sekatnrnya clengon PKN Mo.taram 

dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari 
Pclabuhan Lembar dan Pelabuhan Labuhan Lombok; 

b. Kawasan Andalan Bima dcngan PKW Raba yang ierhubung dcngan 
akses ke dan dart Pelabuhan Bima; 

c. Kawasan Andalan Sumbawa dao Sckatamya dengan PKW Sumbawa 
Besar yang terhubung denga.n aksf& kc dan dan Pelabuhan Badas 
dun Petaburian Bcnete; 

d. Kawasan Andatan Kup~ng dan Sekitarnya dengan PKN Kupang, 
PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambuo yang terhubung 
dcngan akscs kc dan dan Pelabuhon Tenau dan/atau Pclabuhan 
Atapupu; 

e. Kawesan Andalan Maumere-Endc dcngan PKW Moume.rc dan PKW 

Ende yang terhubuna dengan akSC'S ke dan dari Pelabuhan 
Lorensius Say, Pelabuhon lppr. danj'atau Pelabuhan Ende; 
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a. Kawasan ... 

Pasal 52 
t l l Strategi opcrasrcnahsaei perwujudan Kawa~n Andalan dengan sektor 

unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) 
huruf c mehpuu· 

a mengembangkan kawasan untuk kegiatun perkcbunan, kegiatan 
industrl pengoluhan dan industri jasu h~sil pcrkebunan, 
permukirnnn. serta didukung prasarana d.m sarana: dan 

b. rnentngkatkan kctcrkaitan antara Kawasan Andvlan dengan sektor 
unggulan pcrkcbunun da.n kawasan perkotuan nasional sebagai 

pusat pengembangan Kawasan Andalan yung terhubung dcngan 
akses kc dan diln pelabuhan. 

121 Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkcbunnn kegiaum industri 
pengolahan dan mduMn jasa hasil perkebunun, pcrrnukrman, serta 
didukung prasaronu dnn sarana sebagaimnnu dimaksud pada ayal 11) 
hutuf a dilakukan dt Kawaaan Andalan Maurnere-Endc, Kawasan 

Andalan Komodo dnn Sckitarnva, Kawaean Anclnlon Ruteng-Bajawa, 
serta Kawasan Andalon Sumba 

(3j Peningkatan kc::tcrknilon anrara Kawasan Andalan dcngan sektor 
unggulan perkebunan don kawasan perkotaan nasronal sebagai pusal 
pengembangan Kawa"an Andalan yang tcrhubung dengan akses kc dan 
dari pelabuhan ,cbagaimana dimaksud pada ayal ( 11 huruf b dilakukan 
di: 

f. Kawasan Andulan Komodo dan Sekitam)·a dcngan PJ-(\V Labuan 
Bajo yang lerhubung dengan akses kc dan drui Pelabuhan Labuan 
Bajo; 

g. Kawasan Andul.AJ'I Ruteng-Bajawa dengan PKW Ruteng yang 

terhubung dengan ukses ke dan dari Pelabuhnn Marapokot: dan 
h. Kawasan Andnlan Surnba dengan PKW Wrungapu yang terhubung 

dengan akscs kc dan dad pelabuhan Waingupu. 
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huruf ... 

Pasal 53 
(1) Strategi opcrusiono.Hsnsi perwujudan Kawasun Andnlo.n dengan sektor 

unggulan pcrlkanan aebagatmane dimaksud dalam Pasal 49 ayal {3) 
huntf d meliputi: 
a. mengembangknn kawasan untuk kegratan penkanan. kegiatan 

industri pengolahan dan industn jasa basil pcrikanan, permukiman, 
serta didukung praso.rana dan s.ara.na; 

b. menmgkatkan keterkaitan antara Kawas.a.n Anda!an dengan sektor 

unggulan penkanan dan kawasan perkotaan nasionat sebagai pusat 
pengembungan Kawnsan Andalan y~ng terhubung dengan akses ke 
dan dari pelabuhan clan/atau bandar udara: dan 

c. mcrnantapkan dan mcngembangkan pdabuhru1 perikanan untuk 
melayani kegunnn produksr serta distribuii ha~il perikanan ke pasar 
nasional dan mtcrna.sional. 

{21 Pengernbangan kawasan untuk keg,atan pcnkanan, kegiatao mdustri 
pcngolahan dan industri jasa basil pcnkano.n, permukiman, serta 
didukung prasarana dan sarana sebagairnana dimo.ksud pada ayat ( II 

a. Kawasan Andalan Mnumere*Ende dcngn.o PK\V Maumcre dan PK\V 

Ende yang terhubung dengan akses kc dan dari Pelabuhan 
Lorensius Say. Pclobuhan lppi, dan/atau Pelabuhan Ende; 

b Kawasan Andala.n Komodo dan Sekitarnya dengan PKW Labuan 
Bajo yang terhubung dengan akscs kc don dori Pelabuhan Labuan 
Bajo; 

c. Kawasan Andalon Ruteng-Bajawa dcngan PKW Ruteng yang 
terhubung dengan akses kc dan dari Pelabuhan Marapokot; dan 

d. Kawasan Andalan Sumba dengan PKW Waangapu yru,g terhubung 
dengan akscs kc dan dan Pelabuhan Waingapu. 
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r. Kawasan 

hurur a dibakukan di Kawasan Andalan Lombok dan Sekitamya, Kawasan 
AndaJan Sima, l\nwasan Andata.n Sumbawa do.n Sekit.amya, Kawasan 
,\ndalan Laut Selat Lombok dan Sckitarnya, Kuwusun Andalan Kupang 
dan Sekitarnya. Kawoson Anda]an Maumerc-Endc, Kawaaan Anda.Ian 
Kornodo dan Sekitnrnyn, Kawasan Andalan Ru teng-Baiawa, Kawasan 
AndaJan Laut Flores, Kawasan Andalan Laut SO.\V\.I dun Sekitarnya, serta 
Kawasan Andalan LauL Sumba dan Sckitamyo. 

i3) Peningkatan keterkou .. rn antara Kawasan And,1lun dcngan sektor 
unggulan perrkanan dnn kawasan perkotAiUl nnsional sebagai pusat 
pengembangan Kawas.m Andalan yang icrhubung dengan akses kc dan 
dari pelabuhan dan/utau bandar udara scbagaimana dimaksud pada ayat 
(It huruf b dJlakukon di: 
H Kawasan Andalan Lombok dan Sekrtarnya dengan PKN Matarrun 

dan PKW Pruyn yang terhu bung dcngan akses ke dan dan 
Pclabuhan Lembar. Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara 
lnternasional Lombok; 

b. Kawasan Andulan B1ma dcngan PK\V Rabel yong terhubung dengan 

akses ke dan dari Pelabuhan Bima dan Bandar Udnra Muhammad 
Salahuddm, 

c Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya yang tcrhubung dengan 

akses kc dan dan J'elobuhan Benete dan Pctabuhnn Bades; 
d Kawasan Andalun Laut Sclal Lombok dan ${'kitnrnya dcngan PKN 

Mataram dnn PKW Praya yang terhubung dcngan akses ke dan dari 

Pclabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok. dan Bandar Udara 
tntemasroncr LOmbok; 

e, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengen PKX Kupang, 
PJ.'W Soc. PKW Kdamenanu, dan PKSN Atarnbua yang terhubung 
dengan akses kc dan dari Pclabuhan Tcnau, Pelabuhan Atapupu, 
Bandar Udard Eltara. dan/atau Bandar UdJN. I laliwcn: 
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Pasal 54 .. 

t. Kawasan Andalun Maumere-Ende dcngan PK\\f Maumere dan PKW 

Ende yang tcrhubung dengan akses kc dan dari Pelabuhan 
Lorensius Say, Pelabuhan lppi, Pclabuhan Ende, Bandar Udara 
Frans Seda, dan/atau Bandar Udara Hasan Aroeboesrnan; 

g. Kawasan Andalon Komodo dan Sekitarnya dcngan PKW Labuan 
13ajo yang tcrhubung dengan akses kc dan dari Pelabuhan Labuan 
13ajo dan Bandar Udara Kornodo; 

h. Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dengan PKW Rutcng yang 
tcrhubung dengan akses kc dan dart Pelabuhan Marapokot dan 
Bandar Udara Mba>~ 

i Kawasan Andala.n Laut Flores dengan PK\V Labuan Bajo dan PKW 
llaumere yang terhubung dengan akses kc dan dari Pelabuhan 
Labuan Ba,io, Petabuhan Lorensius Say, l'clnbuhan Marapokot. 
Pelabuhan Larantuka, Bandar Udara Mbay, don/ntau Bandar Udara 
Frans Seda; 

j. Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnyn dengan PKN Kupang 
yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau dan 
Bandar Udara Elian, dan 

k Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekltarnya dcngan PKW 
Waingapu dan PK\\I Ende yang rerhubung dengan akses ke dan dari 
Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan lppr. Pelabuhan Ende, Bandar 
Udara Urnbu Mehang Kunda, dan/ a tau Bandar Udara Hasan 
Aroeboesmun. 

14) Pemantapan dan pengcmbangan pelabuhan perikanan untuk melayan, 
kegiatan produkei serta distribusi hastl pcrikanan ke pasar nasional dan 
intemasional scbagalmono dimaksud pada ayat (I) huruf c dilakukan di 
Pclabuhan Perikanan Nuaantara IPPN) Teluk Awang pada Pulau Lombok, 
PPI\ Amagarapata pada Pulau Flores, dan PPN Tenau-Kupang pada Pulau 
Timor. 
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b. Kawasan ... 

Pasal 54 

fl) Suatcgi operasrcnahsasi J>('J"\\,'UJUdan Kawasan A.ndalan dengan sektor 
unggulan pertambangan sebagaimana dima.koud dalom Pasal 49 ayal 13) 
huruf e meliput..i: 
a. mengembangkan kawnsan untuk kcglatan cksptouas: tambang, 

kegiatan mdustrl pcngolahan pcrtambangon, lokasi pembuangan 
iailirig dcngan memperhatikan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan 
sarana; dart 

b. meningkalkan keterkanan antara Kawa~n Andalan dengan scktor 
unggulan pcrtambangan dan kawasan pcrkotnnn nasional sebagai 
pusat pengcmbangan Kawasan Andalan dengan sektor unggula.n 
pcrtambangan y•nic lcrhubung dengan akscs kc clan dari pefabuhan. 

(2J Pengembangan kawasnn unruk kcgiatan eksploituei tarnbang, kegiatan 
industri pcngolahon pertarnbangan, lokasr pembuongan tailing dengan 
mcmperhatlkan dJ.ya dukung dan daya L~mpunsc hngkungan hldup, 
permukiman, acrtc didukung prasarana dan sarana sebagaimana 
dimaksud pada nyat (l) huruf a dilakukan di Kawllsan Andalan Lombok 
dan Sekitarnya secara terbatas, Kawas«n Andalan Sumbawa dan 
Sekitamya, Kawasan Andaltt.n Kupang dan Sekitarnyu. Kawasan Andalan 
Ruteng-Bajawa, scr1a Kowasan Andalan Laut Suwu don Sckitarnya. 

(31 Penmgkatan ketcrkcnen aruara Kawasan Andulan dengan scktor 
unggulan pertarnbungnn dan kawasan perkctaan nosionaJ sebagai pusat 
pengembengan K«wmmn Andalan dengan sektor unggutnn pertambangan 
vang ,erhubung dcngan akses kc dan dan pelabuhan scbagaimana 
dirnaksud pada ayat t I) huruf b dilakukan di· 
a Kawasan Andalan Lombok dan Seltitamya dengan Pl(N Matara,n dan 

PKW Praya yang tcrhubung dengan akses kc dan dari Pelabuhan 
Lem bar dan Pclabuhan Labuhan Lornbok; 
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Kawasan ... 

Pasal 55 
O) Strategi cpcraeionallsnsi perwujudan Kawasan Andulan clcngan sektor 

unggulan industri sebugnlmane dirnaksud dalam Pa:·ml 49 ayat (3) huruf r 
meliputi: 
a, mengembangknn kawasan unruk kegiamn mdustri yang berdaya 

saing. ramah hngkungan, padat modal, pudat karya, hemat air, 
hemat energr, dan bernilai tambah tmgg,1, permuki.man, serta 
didukung prasarana dan sarana; 

b. merehabiluasi Kawasan Andalan dengan sektcr unggulan industn 
yang terdegradaes: dan 

c. meningkatkan ketcrkairan antara Kawasan Andatan dengan sektor 
unggu.lan industr! dun kawaaan pcrkotaan nasronal sebagai pusat 
pengcmbangan Kawnean /\ndalan yang tcrhubung dengan akses ke 
dan dari pelabuhun dun/atau bandar udara. 

(21 Pengembangan kawasan unruk kegiatan industri yang berdaya samg, 
ramah lingkungan, padat modal, padat karya, hemat air, hemat encrgi, 
dan bernilai tambah unggi, permukiman. scrta dldukung prasarana dan 
sarana sebagrumana dimaksud pada ayat (II huruf a dilakukan di 

b. Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekuamya dengan PKW Sumbawa 
Besar yang tcrhubung dengan akscs kc don dori Pelabuhan Benete 
dan Pelabuhan Badas: 

c. Kawasan Andolan Kupang dan Sekitarnvu dcngau PKN Kupang, PKW 
Soe. PKW Kefnmenunu, dan PKSN Atarnbun ynng terhubung denga.n 
akses ke don dnri Pelabuhan Tenau danj'atau Pclabuhan Atapupu; 

d. Kawasan Andalnn Ruteng-Bajawu dengnn PK\V Ruteng yang 
terhubung dengun akses ke dan dari Pelabuhnn Marapokot; dan 

e Kawasan Andolnn Laut Sawu dan Sekuamya dengan PKN Kupang 
)'ang tcrhubung dengan ekses ke dan dan Pelabuhen Tcnau. 
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f. Kawasan ... 

lnternasional Lombok; 
b Kawasan Andalan Simo dengan PKW Rllba yang tcrbubung dengan 

akses ke dan darl Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad 
Salahuddin; 

c. Ka~·asan Andalan Sumbawa dan Sekit.nrnya dengan PKW Surnbawa 

Besar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhon Benete 
dan Pelabuhan Bados; 

d. Kawasan Andalon Kupang dan Sekitarnya dengan PKr- Kupang, PK\V 
Sae, PKW Kefamcnanu. dan PKSN Atambua yang terhubung deng.an 
akscs ke dan dan Pelabuhan Tenau, Pclabuhan Atapupu, Bandar 
Udara Eltari, dan/ atau Bandar Udara Hall wen; 

e. Kawasan Andatan Mo.umere-Ende dengo.n PKW Maumere dan PKW 
Ende yang terhubung dengan akses kc dun doti Pelabuhan Lorenslus 
Say, Pelabuhan lppl, Pelabuhan Ende, Bandar Udara Frans Seda. 
dnn/atau Bandar Udara Hasan Arocbocsman, dan 

ke dan dari Pelabuhan 
dan Bandar Udnra 

PKW Praya yang tcrhubung dertgan akses 
Lember, Pclabuhan Labuhan Lombok, 

Kowasan Andalan Bima., Ko.wasan AndaJan Sumbawa dan Sekltnrnya, 
Kowosan Andalan KuJ'ang clan Sekitamya, Knwoson Andalan Mnumere 
li:nde, serta Kawasan Andolan Kornodo dan Sekltarnya 

[3) Rehab11itasi Kawasan Andalan dengan scktor unggulan industn yang 
terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan di 
Kawasan Andalan Lombok dan Sckitarnya. 

f4) Pcntngkatan kcterkanan ant.ara Kawasan Andalan dengan sektor 

unggulan induatri dan knwasan perkotaan noslonal scbagal pusat 

pengcmbangan Kawasan Andalan yang tcrhubung dengan akses ke dan 

drui pelabuhan dan/ atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) hurur c dilakukan di: 

a, Ka"·asan Andalan Lombok dan Selotarnya clengan PKN Marcrum dan 
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(3J Peningkatan ... 

Pasal 56 
(I) Strategi operaalonalisust perwujudan Kawasan Anda Ian dcngan sektor 

unggulan pariwisnta sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 49 ayat (3) 

huruf g meliputi: 
a. mengcmbangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar 

budaya dan ilmu pcngetahuan, bahan, ekowisata, pcnyelenggaraan 
penemuan, pcrjalanan msentif, konferensi, dan parneran, kegiatan 
pendukung partwisata, perrnukiman, sens didukung prasarana dan 
sarana: dan 

b. meningkatka.n keterkaitan antara Knwasun Andalnn dengan sektor 
unggulan pariwlsuta dan kawasan perkotaan nasional sebagai pus.at 
pengembangan Kowasan Andalan yang tcrhubung dcngan akses kc 
dan dan pelabuhan dan/atau bandar udara. 

(2) Pengembangan kawasan unruk kegiatan panwisata berbasis cagar 
budaya dan ilmu pengetahuan, bahan. ekowreera. penyelcnggaraan 
pertemuan, perjalana.n in5enlif. konferensi, da.n pameran, kegiatan 
pendukuog panw1so.tn, permukiman, serta didukung prasarana dan 
sarana sebagaunana dimol<sud pada ayat i l) huruf a dilakukan di 
Kawasan Andalon Lombok dan Sekitarnya. Knwoson Andalan Bima, 
Kawasan Andalan Sumbo.wn dan Sekitarnya, Kawaean Anda.Ian Laut Selat 
Lombok dan Sck.Jto.rnyo. Kawasan Andalan Kupang dan Sekitatnya, 
Kawasan Andalan Maumere-Endc, Kawasan Andnlan Komodo dan 
Sekitamya. Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan SUmba, 
Kawasan Andalan Laut Flores, Kawasan Anda.Ian Laut Sawu dan 
Seknarnya, serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya. 

r. Kawasan Andalan Komodo dan Sekitamya dengan PK\V Labuan Bajo 
yang terhubung dengan akses kc dan dari Pelabuhan Labuan BaJO 
dan Bandar Udara Kornodo. 
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g. Kawasan ... 

c. Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dengan PK\V Sumbawa 

Besar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benete 
dan Petabuhan Badas; 

d. Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan PKN 
Mataram dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari 
Pelabuhan Lernbar, Pelabuhsn Labuhan Lombok, dan Bandar Udara 
lnternasional Lombok; 

e. Kawasan Andalan Kupang dan Sekitamya dengan PKN Kupang, PKW 
Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua yang terhubung dengan 
akses ke dart dari Pelabuhan Tenau, Pdabuban Atapupu, Bandar 

Udara Eltari, dan/ atau Bandar Udara Haliwcn; 
f. Kawasan Andalan Maurnere-Ende dengan PKW ~laumere dan PKW 

Ende yang terhubung dengan akses ke dan dan Pelabuhan Lorensius 
Say, Pelabuhan lppi, Pelabuhan Ende, Bandar Udara F'rans Seda, 
dan/ atau Bandar Udara Hasan Aroeboesman; 

Salahuddin; 

(3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor 

unggulan pariwisata dan kawasan pcrkotaan nasional sebagai pusat 
pengembangan Kawasan Andalan yang tcrhubung dcngan akses kc dan 
dari pelabuhan dan / a tau bandar udara sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(1) hurufb dilakukan di: 
a. Kawasan Andalan Lombok dan Sckttarnya dcngan PKN Mataram dan 

PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan 
Lernbar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara 
lnternasional Lombok; 

b. Kawasan Andalan Bima dcngan PKW Raba yang tcrhubung dcagan 
akses ke dan dari Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad 
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BABV 

Pasal 57 
Strategi operaeicnalisasi pcrwujudon Kawasan AndaJan di Kepulauan Nusa 
Tenggara secnrn lebih nnci tercantum dalam Larnpiran U.C yane merupakan 
bagian tidak terpisahka.n dan Peraturan Presiden ini. 

g. Kawasan Andalan Komodo dan Sekttamya dengan PK\V Labuan Ba10 

yang terhubung dengan ekses kc dnn dari Pclabuhan Labuan Bajo 
dan Bandar Udara Komodo; 

h. Kawoson Andalan Ruteng-Bajawa dengan PKW Rutcng yang 
tcrhubung dengan okses kc dan dora Pelabuhan Marapokoc clan 
Bandar Udara Mbay; 

i. Kawasan Andalan Sumba dengan PK\V \Vaingapu dan PK\V Ende 
yang terhubung dengan akses kc dan dari Pelabuhan Waingapu, 
Pelabuhan Ippi, Pclobuhan Ende, Bandar Udara Umbu Mehang 
Kunda, dan/ atau Bo.ndor Udara Hasan Aroeboesman: 

j. Kawosan AndaJan Lout Flores dengan PK\\/ Labuan Bajo dan PKW 
Maumerc yang terhubung dengan akses ke dan dari Pela.buhan 
Labuan Bajo. Pclabuhan Lorensius Say, Pclabuhan Marapokot, 
Pclabuhan Larantuka, Bandar Udara Mbay, dan/atau Bundar Udara 
Ji'rons Seda; 

k. Kawosan Andalan L.mt Sawu dan Sckitornya dcngan PKN Kupang 
yang tcrhubung dengan akses ke dan dart Pelabuhan Tenau dan 
Bandar Udara Ehan; dan 

I. Kawasan AndaJan Lout Surnba dan Sckitarnya dengan PK\\/ 
1\/ningapu dan PKW i,:nclc yang terhubung dengan akscs ke dan dari 
Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan lpp,, Pela.buhan Ende, Bandar 
Udarn Umbu ~1chang Kunda, dan/atau Bandar Udara Hasan 
Arocboesman. 
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a. tahap 

Pasal 58 
(11 Arahan pernanfa .. uan ruang Kepulauan Nusa Tenggura mcrupakan acuan 

untuk mewujudkan struktur ruang da.n pola ruung Kepulauan Nusa 

Tenggara sebagat pcrungkat operasional R'fRWN dr Kepulauan Nusa 
Tenggara. 

t2) Arahan pemanfaatun ruang Kepulauan Nusa TenKgura terdin atas: 
a. indikasr program utama; 
b. indikasi sumber pendanaan; 
c. indikasi instansr pelaksana; dan 
d. mdikasi waktu pelaksanaan. 

Pl lndikasi program uiama sebagairnana dimaksud pudn ayat (21 huruf a 
terdiri ataa: 
a. indikasi program utarna perwujudan struktur' runng: dan 

b. Indikasi program utama penrujudan pola ruang. 
(4) lndikasi sumber pendanaa.n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

beTasal dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja NcRara (APBNJ, Anggaran 
Pendapatan dan B<lanja Daerah jAPBDI, don/ntau surnber lain yang sah 

scsuai dengan ketcntunn pcraturan perundang-uudungan, 

(5) lndikasi instansi pelaksnna sebagaimana dunaksud pnda ayat (21 huruf c 

terdiri atas Pemerlmuh. pernermtah daerah provtnsi, pernermtah daerah 
kabupalcn/ kota, dan masyarakat. 

161 lndikasi waktu petaksanaan sebagaimana dtmaksud pada ayat (2) hurur d 
terdiri alas a (emp.itl tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kcgiatan 
dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kcpulnuan Nusa T¢nggara, 
mehputi: 

BABY 
AR>JIAN PEMANFAATAN RUA:-.G KEPULAUAN NUSA TENGOARA 
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Bagiun ... 

e. urahan pembtrian insentif dan disinscnuf dun 

d. arahan pengcnaan sanksi. 

a. md,kasi arahan peruturan zonasi sistcm nustonaj: 
b. nrohan per-ixinan: 

terdiri atas- 

runng Kepulauan Nusa Tenggara 

{2) Aruhnn pengendalian pemnnfaatan ruang Kepulauan Xu sa Tenggarn 

Pasal 59 

(1 t Arahon pcngendalian pernanfaatan ruang Krpulauan Nusu Tcnggara 
d13'UnQkAn sebagru acun.n duJum pelakaanaan pcng~ndalian pemtU1(41,«lkm 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB \'I 

ARAHAN PENGENDALIAN 

PEMANFMTAN RU/\NG KEPULAUAN NUS/\ TENGG/\RA 

a tahap pertama pada pcriode rahun 2014: 
b. (ohop kedua pada periodc tahun 2015-2019, 

c. tahap ketiga pada periodc tahun 2020-2024; dan 

d. tahap kccmpat padu periode tahun 2025-20-27 

f7) lnd1kos1 program utama indikasi sumber pendanaan. indikasi instansi 

pelaksana, dan indikahi wakru pelaksanaan secura rincl iercantum dalarn 

Lampiran Ill yang mcrupakan bagian tidak terptsahkan dari Pcraturan 
Prcsiden ini. 
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Paragraf •.. 

tndlkasl crnha» peraturan zonasl untuk atruktur ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 aya; (ll huruf a tcrdm mas: 
a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk si~tcm perkotaan nas.ena]: 
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk srstem jaringan transportasi 

nasicnal; 
c. indikaai nrnhan peraruran zonasl untuk slstem jaringan energi nasional; 

d indikaai arnhan peraturan zonasi untuk si!itcm jaringan telekornunikasi 
nasional; dan 

e mdikasi arahan peraruran zonesi untuk srstem jaringan sumbcr daya air. 

Pasal 61 

Poragraf I 

Indikasi Aruhan Peraturan Zonas1 untuk Struktur Ruang Kepulauan 

Pasal 60 

( l] lndi.kasi arnhan pcra.turan zonasi slstcm nasional digunakan sebagai 
pedoman bogi pcmcnntoh daerah provinsr dalam menyusun arahan 

peraturan zonasi dan bag1 pcmerintah daerah kabupau:n/kota dalam 
menyUsun ketentuan umum peraturan zonas! dan peraturan zonnsi. 

(2) lndrkasi arnhsm pcraturan ionA,;i sistcm nuslonal sebagrumo.na dimaksud 

pad a aym 11) tercliri alas, 
a+ indikas1 arahan pcrnturan zenaai untuk srrukrur ruang; dan 

b. md1kas1 arahan pcraturan zonasi untuk pola ruang. 

Bagian Kt:dua 
lndakasi Arahan Pcraturan Zonasa ~astern Nas,onal 
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c. pcmanfaatan ••• 

Pasal 63 
()) lndikasi arahan peraiuran zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud 

dala..m Pasal 62 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 
a. pernanfaatan ruang unruk kegiatan industri pcngolahan, industri 

kerajinan, dan industri jasa hasil petemakan, kegiatan 
pcngembangan pariwisata, kegiatan indu stri pcngolahan dan indusui 

jasa basil pcrikanan, kegiatan industri pengolahan hasil hortikultura 
dan perkcbunan. kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian 
dan komoditas unggulan perkebunan, kegiatan mdustn pengolahan 
dan industri jasa ha si! pertenian tanaman pangan, kegiatan 
peneJitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan, kcgiatan 
industri pengolahan hasil minyak dan gas bumi yang memperhatikan 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kegiatan industri 
pcngolaban hasil pertambangan mineral dcngan pcmbuangan tailing 
yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup; 

b, pemanfaatan ruang untuk pe:ngembangan prasarana dan sa.rana 
pcrkotaan guna mendukung kegiatan induslri pengolahan sena 
perdagangan dan jasa; 

Pasal 62 
lndikasi arahan pernruren zonasi untuk sistc;:m pcrkotaan nasional 
scbagaimana dimaksud dnlam Pasal 61 buruf a meliputi: 

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN; 
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan 
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN. 

Paragraf 2 
tndikasi Ara.ban Pcraturan Zonasi unruk Sistem Perkotaan Nasional 
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b. pemanfaatan ... 

c. pemanfaatan ruang uruuk pengembangan jaringan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang melayani PKN, 

d. pemanfaatan ruang unluk kegiatan permukiman dcngan tingkat 

intcnsitas pcrnanfaatan ruang mencngah dan tinggi yang 
kecenderungan pcngembangan ruangnya kc arah vertikal: 

e. pengendalian perkembangan fisik PKN untuk mempertahankan 

luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan 
perranian pangan berkelanjutan; 

f. pcngcndalian pcrkcmbangan PKN yang bcrdckatan dengan Kawasan 
Lindung: 

g. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN berbasis 

m.itigasi dan adaptasi bencana; dan 
h. pcncrapan kctcntuan mcngcnai pclarangan pcmanfaatan ruang yang 

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN. 
(2) tndikasi arahan peraturen zcnasi untuk PKW sebagaimana dimaksud 

dalam Paaal 63 huruf b di Kcputauan xusa Tenggara meliputi: 
a pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan, industri 

kerajinan, dan industri jasa basil pctcmakan, kegiatan pusat 
penelitian dan pengembangan peternakan, kegi.atan pengcmbangan 
pariwisata, kegiatan industri pengolahan dan indusm jasa hastl 
perikanan, kegiaren industri pengolahan basil bortikultura dan 
pcrkcbunan, kcgiaran industn pengolahan dan industri ja.sa basil 
pertanian tana.man pangan, kegiat..an industri pengolahan dan jasa 
hasil hutan non kayu, kegiatan induscri pengotahan basil minyak 
clan gas bumi serta pcrt.ambangru, mineral dengan pc::mbuangan 
tailing yang rnemperhaukan daya dukun_g dan da_ya tampung 
lingkungan hidup; 
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d pemanfaatan ... 

ke negara yang bcrbatasan; 
c. pernanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana 

pcrkotaan guna mendukung kegiatan indu srri pcngolahan sorta 
perdagangan dan jasa; 

b. pernanfaatan ruang untuk pengembangan prasaeane dan sarana 
perkotaan guna mendukung kegiatan industri pengolahan sena 
pcrdagangan dan jasa; 

c. pemanfaatan ruang unruk pengembangan jaringan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang melayani PKW; 

d. pcmanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat 
imensitas pemanfaatan ruang menengah yang keccnderungan 
pengembangan ruangnya kearah horizontal dikcndalikan: 

e. pengendalian pcrkcmbangan fisik PKW untuk mempertahankan 
luasan kawasan pcrtanian tanaman pangan termasuk lahan 
pertanian pangan berkelanjutan: 

f. pcngcndalian pcrkembangan PKW yang berdekatan dengan Kawasan 
Lindung; 

g. penerapan kctcntuan mengenai pengembangan Ph.\\·' berbasis 
rnitigasi dan adaptas! bencana: dan 

h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang 
menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PK\V. 

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi u ntuk PKSN scbagaimana dtm.aksud 
dalam Pasal 63 huruf c di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 
a. pemanfaatan ruang urnuk kegiatan industri pengolahan dan industri 

kcrajinan basil petemakan serta kegiatan U'ldustri pengolahan dan 
Industri jasa hasil pcrikanan; 

b. pemanfaatan ruang unruk pengembangen ckonomi. pintu gerbang 
intcrnasional dengan fasilltas kepabeanan, imigrasi, karantina, dao 
keamanan, simpul transporlasi, serta pus.at promosi dan pemasaran 
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b. mdikasi ... 

(U lndikasi arahan peraturan eonas! unruk siszem jaringan transportas! 

nasional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas 

a. indikasi arahan peraruran zonasi untu.k sistcm jaringan transportesi 
darat; 

b. indikasi arahan peramran zonasi untuk sistem jaringan cransportasi 
Iaut: dan 

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi 

udara. 

t2) lndikasi arahan peraruran zonasi untuk sistcm jaringan transponasi 
darat scbagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf a tcrdiri atas: 
a. indikasi arahan peraturan zonasl unruk jaringan jalan nasional; dan 

Pasal 64 

Paragraf 3 
lnctikasi Arahan Pcraturan Zonasi 

untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional 

d. pcmanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan 

angkuu,n jalan yang melayani PKSN; 
e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan ncgara 

Jain secara terbatas dengan mempethatikan kondrsi Os1k lingkungan 

dan sosial budaya masyarakai; 
f. pengendalian perkcmbangan PKSN yang berdekatan dengan Kawasan 

Lindung; 
g. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN berbasis 

mitigasi dan adaptasi bencana; dan 
h. pencrapan kctcntuan mcngenai pc1arangan pemanfaatan ruang yang 

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKSN. 
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d. pemanfaatan ... 

Pasal 65 
lndikaai arahan pe-ratu ran zonasi untuk jaringan jalan nusronut sebagaunana 

dimaksud dalarn Pnsul 64 ayat (2l huruf a di Kepulauun Nusa Tenggara 

meliputi 
a pcmanfaatan rusng untuk pengernbangan jarmgan jalan anen primer dan 

jaringan Jalnn kolcktor primer untuk mcningkatkan kererkaitan 
antarkawa.51\11 perkotaan nasional da.n mcndorong perekonorman di 
Kcpulct\hUl ="u~tt TcnKJ:;d.ra, 

b. pemanfaaran nrnng untuk pengembangan jaringan [nlan strategis 
nasional untuk mcndorong perekonomian di Kepulaunn Nusa Tcnggara 
serta membuka kctcnsolasran Kawasan Perbala.sun, kawasnn tcrtlnggal 
dan rcrisolust, termasuk Pulau Kecil; 

c. pemanfuntun ruong untuk pengembangan clan p<-n1ngkotan fungsi 

jaringnn jalo.n unslonal untuk mcnghubungkan k.\was;u, perkotaan 
nasional dcngan pelabuhan dan/atau bandar udara: 

b. indikas, arnhnn peraturan zonasr untuk jaringnn transportasi 
penyebcrungnn 

(3) Indikasl arahan perarurun zonasr untuk sistern jaringon tran,portasi laut 
scbagrumann dsmaksud pada aya; (II huruf b terdm atas: 
a. mdJkas1 arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepetabuhanan: dan 
b. indikasi aruhan peraturan zonasi untuk alur petayaran. 

(4) Indikasr arahan peraturan zonasr untuk sistem jaringan transportasi 
udara llCbagtumnna dimaksud pada ayat (IJ huruf c tcrdar, aias 
a. indikasl arahan peramran zonasi untuk tutano.n kcbandnrudaraan; 

dan 
b. mdrkas] urnhan pcraturan zonasi uruuk ruang udara untuk 

penerbangan. 
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e. penerapan ... 

(I) lndtkasi arahan peraturan zonasi unruk jaringan transportasi 

penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 64 ayat (21 huruf b di 
Kepulauan Nusa Tenggara meliputi. 
a. pemanfaatan ruang urnuk pengcmbangan lintas pcnyeberangan 

untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwitayah; 
b. pcmanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan dan/atau 

dcrmaga penyeberangan yang diiengkapi dengan depo BBM untuk 
membuka akses antarpulau dan aruarwilayah termasuk akses 
ke/dari Pulau Kecil; 

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi 
penyeberangan yang terpadu dcngan jaringan jalan nasional; 

d. penerapan ketentuan mengenai kcsclamatan d.an keamanan 
pelayaran; 

Pasal 66 

d, pcmanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang 
tcrpadu dcngan jarmgan transportasi penyeberangan; 

e. pernanfaatan ruang di sepanjang sis, jalan nasional dengan tingkat 

intensuas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan 
ruangnya dibatasi: 

f. pcngendalian pcmanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi 
Kawasan Lindung dan lahan pcrtaruan pangan berkelanjutan di sekitar 
jaringan jalan nasional; 

g. pcncrapan kctenruan mengenai pelarangan alih fungsi lahan yang 
berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan 

h. penerapan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di 
.sisi jalan nasional yang mcmcnuhi kctentuan ruang pengawasan jalan. 
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f. ketenruan ... 

Pasal 67 
(l} lndikasi arahan peraruran zonasi untuk tatanan kepelabuhanan 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a di Kcpulauan 
Nusa 'Tenggara melipuri: 
a. pemanfaar.an ruang untuk pcngcmbangan dan pemantapan 

peJabuhan untuk mclayaru kawasan perkotaan nasional sebagai 
pusat pengernbangan Kawasan Andalan; 

b. pemanfaatan ruang untuk pcngembangan pelabuhan dengan 
memanfaatkan ALKI U, Al,KI mx. dan AL.Kl llID; 

c. pemanfaatan ruang untuk pengernbangan pelabuhan yang terpadu 
dengan pengembangan jaringan u-ansportasi lainnya; 

d. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan 
pengembangan kawasan pelabuhan; 

e. pcnerapan kctentuan mengenai pencegahan pengembangan 
pelabuhan yang berpotensi mcngganggu fungsi Kawasan Lindung 
dan ekostatem pesrsir, 

e. penerapan ketentuen rnengenar pclarangan kegiatan dr ruang udara 

bebas di aras dan di bawah perairan yang berdampak pada 

keberadaan alur penyeberangan; dan 
r. pcmbatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada 

kebcradaan alur penyeberangan. 
(21 Pcmanfaatan ruang dr dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan 

harus memperhatikan kcbutuhan ruang untuk operasional dan 
pengembangan kawasan pelabuhan. 

(3J Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kcrja PcJabuhan dan 
Dacrah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatken 1Z10 

sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

-137- 

PRES10E.N 
REPUBLlt<. 1NOONES A. 



h. penerapan 

r. ketcntuan pclarungan kegiat.an di ruang udara bebas di atas badan 
air yang bcrdampak pada keberadaan jalur trunspcrtas! laut; 

g. pernbatasan pcmanfaatan ruang di dalam Oacrah Lmgkungan Kcrja 
Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kcpcnungnn Pelabuhan harus 
mendapatkan iztn scsuai clengan perururun perundang-undangan: 
dan 

h. pencrapan kctcnruan mengenai pcmanfaatnn bersama pelabuhan 
unruk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, 

(2) lndikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagrumana 

dunaksud dalarn Pasal 65 ayat (31 huruf b d, Kepulauan Nusa Tenggara 
meliputi; 
a. pemanfaatan ruang untuk optimahaasr pcmonfaAton ALKJ u. ALK( 

IIIA, dan ALKI 1110 scbagai alur pelayaran lntcrnnsional; 
b. pemanfaatan ruang unruk pengembangnn alur pelayaran yang 

menghubungkan nntarpetabuhan: 
c. pemanfaatan ruang untuk pengernbangan prusarana dan sarana 

penanda ja.Jur pclayaron laut pada ka.wasan kcnservest perairan rang 
memiliki keaneknragaman hayati unggr, kawaRan hndung Jainnya. 

serta Kawasan Budl Daya yang merniliki mlai strategis nasional: 
d. pcmanfaatan ruong untuk pcrnbangunan dan pemeliharaan 

mercusuar sebugni penanda dan navlgual pe-tnyarcn d1 PPKT; 
e. pcmanfaatan n.rnng pada badan air di srpnnjo ng alur pelayar a n 

dibatasi sesuai dengan kerentuan pernturan perundang-undangan. 
r. pemanfaatan ruang pada kawasan pcsisir da.n Pulau Kecil dl sekitar 

badan air dJ sepanjang alur pclayaran ddakukan dcngan tidak 
mengganggu akt.wnas pelayaran; 

g. pengcndaban pcngcmbangan afur pclayaran yang mengganggu fungsi 
Kawasan Lmdung; dnn 
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a. pengendahan ... 

(I) tndikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan 

scbagaimana dunaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a di Kepulauan 
Nusa Tcnggara meliputi: 

a. pernanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan fungsi 
bandar udara guna melayani kawasan pcrkotaan nasional sebagai 
pusat pengembangan Kawasan Andalan; 

b. pcmanfaatan ruang unmk pengembangan dan pcmantapan bandar 

udara yang terpadu dcngan janngan jalan nasional: 

c. pernanfaatan ruang untuk pcngcmbangan bandar uda.ra. pengumpuJ 

unmk melayani angk:utan udara keperintisan; 

d. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan cperasional bandar udara; 

e. pernanfaatan ruang di sckitar bandar udara sesuai dcngan 

kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan: 

f. pernanfaatan s-uang de-ngan memperhatikan batas-batas Kawasarr 

Keselamaran Operasi Pcncrbangan dan batas-batas kawasan 

kebieingan: dan 

g. penerapan ketcntuan mengenai pemanfeatan bersama bandar udara 

untuk kepenlingan pertahanan dan keamanan negara. 

(2) lndikasi arahan peraruran zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat j4) huruf b di Kepulauan 

Nusa Tcnggara meliputi: 

Pasal 68 

h. penerapan ketenruan mcngcnai pemanfaatan bersama alur pelayaran 
guna kepent.ingan pertahanan dan keamanan negara. 

-L39- 

PRE'510£N 
RE.P!.JBLit'\ INOONCSI.!. 



b pemanfaatan 

Pasal 70 
U) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga li$lrik 

sebagaimena dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dJ Kepulauan Nusa 
Tenggara mehputi: 
a. pemanfaatan ruang tmtuk pengcmbangan dan pemeliharaan 

pembangkit tenaga listrik unruk memenuhi kebutuhan tenaga Jistrik 
dr kawasan pcrkotaan nasional dan Kawasan AndaJan; 

Jrtdikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas: 
a. indikasi arahan peraturan eonasr untuk pernbangkit tenaga listrik; dan 
b. indikasi arahan pcraturan zonasi untuk jaringan transrmsi tcnaga listrik. 

Pasal 69 

untuk Sistcrn ,Jaringan Energi Nasional 

Paragraf 4 
Jndikasi Araban Pcraturan Zonasi 

ncgara. 

a. pe-ngendalian kegiatan budi daya di sekitar bender udara yang 
digunakan untuk opcrasi penerbangan; 

b. pcnerapan keientuan rnengenai pembatasan pcmanfaatan ruang 
udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu 
sistem operasional penerbangan sesuai dcngan ketenruan peraturan 
perundang-perundangan; dan 

c. pcnerapan kctcntuan mcngena.i pemanfaatan bersama ruang udara 
untuk penerbangan guna kepcntingan pertehanan dan keamana.n 
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a. pemanfaatan ... 

Pasal72 

(I) Jndikasi arahan peraturan zonasi unruk jaringan terestrial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 huruf a di Kepulauan Nusa Tcnggara rnelipun: 

Indikasi arahan pereturan zonasi untuk sistem jaringan celckomunikasi 

nasional sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 61 buruf d terdui atas: 
a. indikasi arahan pcraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan 

b. indikaai arahan peraturan zonasi unru.k jaringan satelit. 

Pasal 71 

Paragraf 5 

lndtkasi Arahan Peraruran zonasi 

untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional 

Perbatasan, kawasan tcrtinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil 
berpenghuni; dan 

c. penerapan ketentuan mcngcnai jamk aman dari kcgiatan Iain. 
{2) I ndikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik 

scbagrumana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b di Kepulauan Nusa 
Tenggara roeliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pcngcmbangan dan pemeliharaan jaringan 

transmisi tenaga listrik guna melayani kawasan perkotaan nasional 
dan Kawasan Andalan; dan 

b. penerapan ketenruan mengenro pelarangan pemanfaatan ruang 
bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketc-ntuan 
peraturan perundang .. undangan. 

ruang untuk pcngembangan pembangkit listrik energi 
unruk rnelavani kawasan perdesaan. Kawasan 

pernanfaatan 
terbarukan 

b. 
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a. pemanfaat.an ... 

Pasal 74 
lndikasi arahan pcraturan zonasi untuk sumber a.it sebagaimana dima.1<sud 
dalam Pasal 73 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 

Pasal 73 
lndikasi arahan. pcraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas: 
a. indikas! arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan 
b. indikasr arahan peraruran zonasi untuk prasarana sumbcr daya arr. 

Paragraf6 
lndikasi Arahan Peraturan Zonasi 

untuk Sistem Jaringan Sumbcr Daya Air 

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkaLan fungsi 

jaringan tercstrial yang menghubungkan emarpusat perkotaan 

nasional dan melayani Kawasan Andalart, dan 

b. pernanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar 

t.clckomunikasi yang mernperhitungkan aspek keamanan dan 

keselamatan aktivitas kawasan di sekitamya. 

(2) Jndikasi arahan peraruran zonasr unruk jar-ingan satelit sebagaimana 

dimaksud daJam Pasal 71 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 

a. pernanfaatan ruang u ntuk pengembangan jaringan satelit guna 

melayani kawasarr perkoraan nesionel dan Kawesan Anda.Ian; dan 

b. pemanfaatan ruang untuk pcngembangan janngan satelit guna 

mernbuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan 

tcrisolasi, tennasuk Pu1au Kecil berpenghuni. 
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Paragraf ... 

Pasal 75 
I ndikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 73 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara 
rncliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendungan 

beserta waduknya guna mempertahankan daya tampung air schingga 
berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan 
Kawasan Andalan: 

b. pcmanfaatan ruang untuk pcngcmbangan dan pcmcliharaan bcndung 
sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan; 

c, pernanfaatan ruang untuk pengcmbangan prasarana pcnyediaan air baku 
dengan menggunakan teknologi pcnggunaan air taut; 

d. pemanfaatan ruang unruk pengembangan prasarana penyediaan air baku 
dengan menggunakan metode pengawetan air; 

c, pcmanfaatan ruang untuk pcngcmbangan dan pemcliharaan cmbung 
guna mernenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian: dan 

f. pernanfaatan ruang unruk peningkatan fungsi, pengembangan, dan 
pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (00 guna mendukung 
pengembanga.n kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan 
pcrtanian pangan bcrkelanjutan. 

a pcmanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air dcngan berbasis 
pada WS guna melayani kawasan perkotaan nasicnal dan Kawasan 
Andalan; 

b. pemanfaatan ruang pada kawasan di sckitar WS dcngan tetap menjaga 
kclcstarian lingku.ngan dan fungsi lindung kawasan; dan 

c. pernanfaatan ruang pada kawasan di sekitar \VS lintas negara secara 
selaras dcngan pemanfaatan ruang pada WS dr negara yang berbat.asan. 
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a. inctikasi ... 

Indikasi arahan pcraturan zonasr untuk kawasan yang memberikan 
perlindungan rerhadap kawasun bawahannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 huruf a meliputi: 

Pasal 78 

Indlkasi arahan peraruran zcnasi untuk kawasan lindung nesicnaj 
sebagairnana dimakaud dalam Pas.al 76 hu ruf a terdiri aras: 
a. indikasi arahan peraturan zonast untuk kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya: 
b. indikasi arahan peraruran zonasi unruk kawasan perlindungan setempar; 
c. mdikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan 

pelcstarian alarn, dan cagar budaya; 
d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan benc:ana alam; 
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi: dan 
f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya. 

Pasal 77 

Paragraf 8 
lndikasi Arahan Peraturan Zonas.i untuk Kawasan Lmdung Nasional 

Indikasi arahan pcraturan zonasi untuk pols ruang s.cbagaimana cfunaksud 
dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b terdiri alas: 
a. lnctikasi a.rahan peraturan zonasr untuk kawasan lindung nasional: dan 
b. lndikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang 

memiliki nilai strategis nasronal, 

Pasal 76 

Paragraf 7 
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi unruk Pola Ruang 
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Pa•ru 81 

Pasal 80 
Indikast uruhan pcraturnn zonasi unruk kawasan resapan air sebagaimana 
dunaksud dalum Pa,ml 78 huruf b di Kepulauan Nusa Tcnggara mcliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pemenahanan kawasan rcsapan air untuk 

menjaga kuahtas: dan kuantuas sumbcr air· 

b. pcmanfa.atan ruan~ unmk penvediaan aumur- resapan dan/o.tau waduk 
pada lahan ttrbangun yang sudah ada: 

c. pcma.nfaatan ruang secara ierbatas untuk kcgiutun budi daya tidak 
terbangun yang rnermliki kemampuan tmggi daJam mcnohon hrnpasan air 
hujan: 

d. pcngcndahun kcglarnn pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu 

J'ungsi kawasnn rcsapan air; da.n 
e. penerapan prinsip zero <ielra Q policy terhadap seuap kegiatan budi daya 

tcrbangun yang dtejukan Izinnya. 

PasaJ 79 
lndikasi arahan peraturan zonasr untuk kawasan hutan hndung sebagaima.na 
dimaksud dalam Pasal 78 huruf a di Kepulauan Nusa Tcnggara mdipuu: 
a pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan hutan hndung, 
b. pemunfaatan ruan& untuk wisata alam tan pa mengubah txntang alam: 
c. pemanJantan runng kawasan unruk kegiatan bud, daya diperbolehkan 

bagi penduduk ••Ii dengan luasan tetap, tidak mengurangl fungsi hndung 
kawasan, dan d1 bawah pengawasan ketat: 

d. pcngcndaha.n kcgiatan pemanfaatan ruang y~ng bcrpotcnsi mcngganggu 
fungsi kawasan h utan lindung; clan 

e. penerap .. rn kercntuan mengenai pelarangan scluruh kcgiatan yang 
berpotensl mcngerangl luas kawasan hutan dan tutupan vegerasi. 

a. indikaei orohon pernrurnn zonnsi urrtuk kawaaan huum llndung: dan 
b. lndlkasi arahan pemruran zonasi untuk kawasan rcaapan rur. 

-145- 

P~ESIOEN 
REPUBL1t\ IN00N£1;,IA 



c. pemanfaatan ... 

Pasal 83 
Indikasi arahan peraturan zonasi unu . rk sempadan sunga.i sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81 huruf b d1 Kepulauan Nusa Tenggara mcliputi: 
a. pernanfaatan ruang untuk pcmertahanan sempadan sungai; 
b. pernanfaatan ruang untuk pcngembangan stru.ktur alarm dan struktut 

buatan guna mengendalikan daya rusak air; 

Pasal 82 
lndikasi arahan peraturan zonasi untuk scmpadan pantai scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan scmpadan pantai; 
b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan scruktur aJami dan struktur 

buatan guna mencegah abrasi; 
c pemanfaatan ruang untuk penyediaan ruang terbuka bijau (RTHJ; 
d. pcncrapan kctentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya 

untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana; 
e. pengendalian kegiatan pernanfaaran ruang pada sempadan pantai yang 

berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sernpadan pantai; 
f. pencrapan ketentuan mcngcnai pelarangan pendirian bangunan selain 

yang dimaksud pada huruf d: dan 

g. penerapan kctcntuan mengenru pelarangan semua jenis keaiatan yang 
dapat menurunkan Iuas, nila.i ekologis, dan estetika kawasan. 

Pasal 81 

lndikasi arahan peruturan zonass kawasan perlindungan setempat 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 77 huruf b terdiri atas: 
a. indikasi arahan pcraturan zonasi untuk scmpadan pantai; 
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai: dan 
c. indikasi arahan peraruran zonasi unruk kawasan sekitar danau atau 

waduk. 
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g. pencrapan ... 

Pasal84 
Indikasi arahun pcrnurron zonasi untuk kawasan eekitar danau ntau waduk 
sebagaimana dlmukeud dcram Pasal 81 huruf c di Kepuluuun Nus.a Tcnggara 
melipun: 
a. pemanfaatan ruang unruk pemenahanan kawasan seknar danau atau 

waduk: 

b. pemanfaatan ruang untuk pc:ngcmbangan struktur ah1mi dan struktur 
buatan untuk mclestarikan ekcsistem danau atau waduk; 

c. pcmanfaatan ruanK untuk penycdiaan RTH: 
d. pengendalian pernanfaatan ruang pada kewasan sckitor danou atau 

wc1duk ,yang berpotcnsr mengganggu dan/ata.u mcrusak Iungs! kawassn 
sekitar danau atau waduk; 

e. penerapan keteruuon mengenai pendirian bangunan yong dibntasi hanya 
untu k menunjang f\.tngsi taman rekreasi dan pemantauan bencana; 

f. penerapan kctcntuan mengenai pelarangan pendman bangunan kecuali 
bangurtun yang dlmaksudkan untuk pengclo1aan b .. idan (Ur. pemanfaaum 
air, dun/atau pemetiharaan ekosistem danau/waduk: 

c. pemanfaatan ruung untuk penyediaan R'fH, 
d. pcnerapan ketentuan mengenai pcndirian bangunnn yang dtbatasi hanya 

uruuk mc.:rutnjnng fungsi Laman rekreasi dan pemantauun beneana: 
e. pcngendoJJon pemanfaatan ruang pada sempadan sung& yang berpotensi 

mengganggu dun/m»u merusak fungsi scmpadan sung..'\I; 
L penerupan ketemuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali 

bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan 
arr. dan/atau pcngendahan daya rusak air· 

g. penerapan kctcntunn mengenar penetapan lebar sempadon M"!iUAi dcngan 
kctcntuan perarurau perundang-undangan; dan 

h. penerapan ketcntuan mcngcnai pelarangan semuo jems kcgratan yang 
dapat mcnurunkan Iuns, nilni ekologis, dan estctika kuwaann 
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b. pc:manfaatan ... 

Pasal 86 

lndikasi arahan peraruran zonasi untuk untuk suaka margasarwa dan cagar 
alam sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 85 huruf a di Kepulauan Nusa 

Tenggara drsusun dengan memperhatikan: 
a. pernanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) keanckaragaman 

hayati, pcngcmbangan pengelolaan, pemertahanen tuasan, sena 
peningkatan fungs! suaka margasatwa dan cagar alarn: 

lndikasi arahan peraruran zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan 
pelescarian alam, dan cagar budaya sebagrumana climaksud dalam Pasal 77 
huruf c terdm atas: 
a indikasi arahan peraruran zcnas! untuk suaka margasatwa dan cagar 

afam; 

b. indikasi arahan pcraturan zonasi untuk kawasan pantai bcrhutan bakau; 
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional, ca.man nasional 

laut, dan tam.an nasional perairan, 
d. indikasi arahan peraturan 2on.a.s1 untuk taman hutan raya; 
e. indikasi arahan pcraturan zonasi unruk raman wisara alam, taman wisata 

alam taut, dan tam.an wisata perairan, dan 

f. tndikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu 
pcngctahuan 

Pasal 85 

g. penerapan keteruuan mcngcnai penetapan lebar sempadan sesuai 
karakteriatik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi 
sesuel dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan: dan 

h. penerapan ketentuan mcngcnai pelarangan semua jenis kegiatan yang 
dapat menurunkan luas, nila.i ekolcgrs, dan estetika kawasan, 
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e. pcngcndo.bru, ... 

lnd1kas1 arahan peraturan zonos, untuk kawasun pantai berhutan btikau 

sebagasmunn dimaksud dalrun Pnsal 85 huruf b ell Kepulauan Nusa Tcnggara 
rnchputl 
a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan 

bokou guna perlindungu.n pantai dari ebrasi dan kelestarian biota taut; 
b. pernanfaatan ruang untuk penjagaan [pengawetan] habitat dan 

kcanckaraga1nan hayati: 
c. pemuufaatan ruang urnuk kcgiatan pendidikan, peneliuan, dan wrsata 

alum; 
d. pengcndahan alih runggi kawasan pantar bcrhutan bakau di kawasan 

pcrkotaan nasional: 

Pasal 87 

b. pemanfaatan ruang untuk pcmantapan Iungsi cngnr nlam; 
c. pemanfnaran ruang untuk penclirian, pendidikun, dan wrsata atam sccara 

tcrbaras: 

d pengendalian kegiatan pernanfaatan ruang yung berpotensi mengganRgU 
tung,i suaka margasatwa dan cagar alam; 

e. penerapan ketentuan mengenei pcndirian bungunan d1bau,si hanya 
untuk menunjang kcglatan sebagaunana dimuk sud pada huruf c; 

r. peneropon ketcntuan mengenai pelarangun kcgiatan selarn yang 
dimnksud pada huruf c; 

g. pcnerapan ketentuan mcngenai pelarangan pendirian bangunan ';<'11\Jn 
y,mg dunaksud pada huruf e: 

h. penerapan ketentuan mcngenai peJarangan terhadap pcnanaman 
tumbuhan dan pelepusan satwa yang bukan mcrupakan tumbuhon dun 
satwu endcrnik kawasan; dnn 

i. pcncrapan ketentuan mcngenai pengendalinn pemantaatan ruang untuk 
zcua penyangga. 
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Pa»al 89 ... 

penyangga. 

g penc:rapan kctcnt-uon mcngenai pelarangan kegunan budi daya yang 

bcrpotensi mengursngi tutupan vegerasi arau terumbu karang di zono 

lndrkasi arahun peraturan zonasr uruuk uruuk taman nasronnl. tamon 

nasional laut, dan taman nasional perairan sebagaimana dimaksud dalam 

Pa.al 85 huruf c di Kepulauan Nus• Tenggara rnehpuu 
a. pemanfautan rusng untuk pcngembangan pengclclaan, pcmerrahanan 

luasan, serta peningkatan rungsi taman nasional, taman nasional laut, 
dan tamnn nasional perairan: 

b. pemanfuatan ruang unt\Jk rncmamapkan lungs! taman nasional: 

c. pemanfaatan ruang untuk penehuan, pendrdikan, don wisata alam tanpa 
mengubah bentang alam; 

d pemanfnmun rucng kawasan unruk kegiutan budi daya diperbolehkan 

bagi penduduk ash di zona penvang~n dengan luasan tetap, tidak 
mengurangi fungsi hndung kawasan, don da bawa.h pengawasan ketat: 

c. pengendnlian keglatan pemanfaatan runng yang berpotensi mengganggu 

(ungsi taman nassonnl, tam.an nasional hmt, dan taman nasional perairan: 
f penerapan ketenruan mengenar pelarangan kegiatnn budi daya di zona 

inti; dnn 

Pasal 88 

e, pengendaban kegratan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu 
fungsi kuwasan punuu berhuum bakau; 

f. penerapan ketenruan mengenm pelarangan pemanfaa.tan kayu bakau: dan 
g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapot 

mengubah, mengurangi luas, dnn/atau menoemorl ckosistem bnkau. 
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c. pemanfaatan 

lndikasi arahan peraturan zonasl untuk taman wisata alam. taman wisata 
alam taut, dan Laman wisata perairan scbagrumana dimak:sud dalam PasaJ 85 
huruf e di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 
a. pcmanfaatan ruang untuk pengembangan pcngclolaan. pemenahanan 

luasan, serta peningkaren fungei taman wisata alam, Laman wisata alam 
laut, dan taman \Vi$8Ut perairan; 

b. pemanfaaran ruang untuk pcmantapan fungsi taman wisata alam laut; 
c, pcmanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi tatna.n wisata alam laut 

dan taman wisata perairan: 

d. pernanfaatan ruang unruk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu 
karang; 

Pasal 90 

lndikasi arahan pcraturan zonasi untuk Ulman hu tan raya sebagai.mana 
dimaksud dalam Pasal 85 huruf d di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 
a. pemanfaatan ruang urnuk pcngcmbangan pengclclean, pc:mcrta.ha.nan 

luasan, serta peningkatan Iungs! taman hutan raya; 
b. pemanfaatan ruang Untuk pengernbangan kolcksi tumbuhan dan/atau 

aatwa jenis asli dan/atau bukan ash; 
c. pemanfaatan ruang unruk penehtian, pendidikan, dan wisata alam; 
d. pengendalian kegiatan pemanfaatan rua.ng yang bcrpotensr mcngg_anggu 

fungsi taman hutan raya; 

e, penerapan kctcntuan mengenai pendirian bangunan dibatasi banya 
untuk mcnunjang kegiatan sebagaimana dima.ksud pada huruf c; 

r. penerapan ketcntuan mengenai pelarangan kegiatan selai.n yang 
dimaksud pada huruf c; dan 

g. penerapan ketentuan mengenai pclarangan pendinan bangunan selain 
yang dimaksud pada huruf e. 

Pasal 89 
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a. mdikasi ... 

lndikasi arahan peraturan 2:0nasi untuk kawasan rawan bencana a.lam 
sebagaimana dimaksud dolam Pasal 77 huruf d tcrdm otas: 

Pasal 92 

Pasal 91 
lndikasi arahan peraturan zonasl untuk kawasan cagar budaya dan ilmu 
pcngetahuan sebagaimuna dlrnaksud dalam Pasal 85 huruf ( di Kepulauan 
Nu-.n 1'cnggara mehputi: 
a pemanfaatan ruang untuk pengembang_y,n petestarian fungsi dan 

pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: 
b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendrdikan, don pariwisata; 
c. pengendalian kegratnn pemanfaatan ruang yang berpotenst mengganggu 

funK,~i kawasan t:agur budnya chm ilmu pengetahuan; dun 

d. penerapan kctcrnuon mengena.i petarangan kegiatan, pendirian 

bangunan. clan prasnrunu baik di kawasan maupun di sekitar kawasan 
yang tidak sesuai dcngan fl.I ngsi kawasan. 

e. pemanfaatan rueng untuk penehuan, pendidiken, dan wisata alam tanpa 
mcngubah bentang ulam; 

r pengcndalian kcgiatan pcmanCaatan ruang yang berpotensi rnengganggu 
fungsi taman \Vl~ta nlnm, taman wisata alarn l._lul, dnn tarnan wisata 
perairan; 

t· penerapan ketentuan mengcnei pcndn-ien bangunan yang dibatasi hu.nya 
untuk menunjang kegratun sebagaimana dunaksud pada huruf e; 

h penerapan ketcntucm mengenai pe:lara.ngan kegiatan selain yang 
dimaksud pada huruf e: dan 

i. pencrapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan setain 
yang dimaksud pada huruf g. 
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h. penerapan ... 

e. pcncrapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan tanah longsor dan 

gelornbang pasang beserta standar bangunan gedung yang sesuai dengan 
karakteristik, jerus, dan ancaman bencana; 

r. pcncrapan ketentuan mengenai pembatasan pcndman bangunan kecuali 

untuk pcmantauan bencana dan kepentingan umum; 

g. pcncrapan ketentuan mengenai pelarangan kcgiatan dan p,endirian 

bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor. dan 

pasang; 

b. pcmanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada 

kawasan rawan tanah Jongsor dan kawasan rawan gelombang pasang; 

c. pemanfaaran ruang dengan mempertimbangkan karaktcristik, jenis, dan 

ancaman bcncana tanah longsor dan gelombang pasang; 

d. pengendalian pemantaatan ruang pada kawasan budt daya terbangun 

yang berada di kawaaan rawan tanah longsor dan kawasan rawan 
gclombang pas::i.ng; 

Pasal 93 

Indikasi arahan peratu ran aonasl untuk kawasan rawan tanah longsor dan 

kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 

huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara melipuli: 

a. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi 

bencana melalui penetapan lokasi dan jalur cvakuas.i bencana serta 

pembangunan sarana pemantauan bcncana tanah longsor dan gelombang 

a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor 
clan kawasan rawan gclombang pasang: dan 

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir. 
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i. penerapan ... 

Pasal 94 

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 92 huruf b di Kcpulauan Nusa Tenggara meliputi: 

a. pcmanfaatan ruang unruk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi 
bencana rnelalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bcncana serta 
pcmbangunan sarana pemantauan bencana banjir; 

b. pernanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada 
kawasan rawan banjir; 

c. pemanfaaran ruang dengan mcmpertimbangkan karakteristik, jenis, dan 
ancaman bencana banjir; 

cl pemanfaatan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan 
fasilitas umum dengan kepadatan rcndah; 

e. pengendalian pemanfeatan ruang pada kawasan budi daya terbangun 
yang berada di kawasan rawan banjir: 

I. pcncrapan ketenruan mengenai penetapan zona rewan bencana banjir 
beeerta standar bangunan gcdung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, 
dan ancarnan bencnne: 

g. penerapan keteruuan mengenai pcnctapan dataran banjir; 
h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ntang bagi. 

kegiatan permukiman den Iastlitas umum pcnung lamnya terutama 
rurnah sakit umum, gedung perkantoran. kawasan industri, dan pusat 
kcgiatan ekonorru; 

h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian 
bangunan yang mcngganggu rungsi lokasi dan jalur evakuasi serta 
bangunan untuk kepcntingan pemantauan ancaman bencana, struktur 
aJami dan stru ktur buatan yang dapat mengurang1 dampak bcncana 

tanah longs-Or dan gclombang pasang, 
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d. indikas1 ... 

Pasal 95 
( l] lndikasi arahan pcraturan zonasi untuk kawasan lindung gcologi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e terdiri ates: 
a. indikasi araban peraruran zonasi unruk kawasan cagar alam geologi; 

dan 

b. indikasi aranan peraruren zonasi untuk kawasan rawan bencana 
ala.m geologi. 

(2) lndikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a. tcrdiri atas: 

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan 
dan fosil; 

b. indikasi arahan pcraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang 
alarn; dan 

c. indika:si arahan pcratura.n eoneet untuk kawasan keurukan pnJ:$CS 

geologi. 
P) Jndikasi arahan peraruran zonasi untuk kawasan rawan bencana aJam 

geologi sebagaimana dirnaksud pada ayat t 1) huruf b terdiri atas: 
a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan lctusan 

gunung berapi; 
b. indikasl arahan peraturan zonasr untu.k kawasan rawan gempa bumr; 
c. indikasi arahan pcraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan 

tanah; 

i. penerapan ketenruan mcngenai petarangan kegiatan dan penduian 
bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir: dan 

j. penerapan ketentuan mengenai pelara.ngan kegiatan dan pend.in.an 
bangunan yang mengganggu rung~i lokasi dan jalur cvakuasi serta 
bangunan umuk kepentingan pernantauan ancaman bencana, struktur 
alami dan struktur bu.atan yang dapat rncngurangi dampak bencana 
banjir 
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Pasal 98 ... 

Pasal 97 
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan kcunikan bentang alam 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 95 ayat l2) huruf b di Kepulauan Nu.a 
Tenggara meliputi: 
a. pcmanfaatan ruang untuk pengernbangen pcngelolaan guna pelestarian 

kawasan kcunikan bentang alam; 
b. pemanfaatan ruang u ntuk perlindungan bcntang alam yang memitiki ciri 

langka dan/atau bersifat indah unruk pengembangan ilmu pengetahuan. 
budaya, dan/atau parlwisata; dan 

c. pengendaban pcrkcmbangan kawasan budi daya terbangun dr sekitar 
kawasan keunikan bemang alam 

lndikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil 
sebagacnaoa dimaksud dalarn Pasal 95 ayat l2) huruf a meliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pcngelolaan guna pelestarian 

kawasan keunikan baruan dan Josil: 
b. pemanraaran ruang untuk parrwrsata tanpa mengubah bentang ala.m; 

c. pcmanfaatan ruang unrnk kegiatan penggaJian dibatasi hanya unruk 
penelitian arkeologi dan geologi; 

d. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di selotar 
kawasan keunikan batuen dan rosil; dan 

e. penerapan kctcntuan mengenai petarangen kegiatan pcmanfaatan 
batuan, 

Pasal 96 

c, Indikasi arahan peraturan zonasi unruk kawasan rawan abrasi. 

d. indikaai arahan pcraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami: 
dan 
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f. penerapan 

Pasal 99 

lndikasi arahan peraturan zonasl unruk kawasan rawan bcncana alam geotogi 
aebagaimana dimaksud dulam P(1saJ 95 ayat (3} di Kepulauan Nusa Tenggara 
rneliputi: 
o pemanfaatan ruang untuk pengcmbangan sistem penngatan ctini pada 

kawasan rawan bcncana alam geologi: 
b. pemanfaatan ruang untuk penyclcnggaraan upayn miligasi dan adaptaai 

bencana alam gcolog1 rnelalui peeetapen lokasi dan jaJur evakuasi 
bcncana serta pcmbungunun sarana pcmantauan ecncnno atam gcologi; 

c. pernanfaatan ruang dengan mcmpertimbangkan karnktcrtsuk, jenis, dan 
ancaman bencana alam geologi; 

d pcngcndalian pemanfuatan ruang pada kawasan budr daya terbangun 
yang berada di kclw~i,<-U\ rawan bencana alam geologi: 

e. penerapan ketentuan mengenai penetapan 7.ona rawan beneana alam 
geologi beserta standar bangunan gcdung yang scsuai dengan 
karakteristik, jerua, dnn ancaman bencana alam gcologl; 

Pasal 98 
lnd1kasi arahan pcraturu.n zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi 
sebagatmana dunaksud dalam Pa,...1 95 ayat 12) huruf c di Kepulauan Nusa 
Tenggara meliputi: 
a. pemanfaatan ruang unruk pengembangan pengclolaon guna pelestarian 

kawasan keunikan proses geoJogi; 
b. pernanfaatan ruang untuk perlindungan kawasan yang memiliki dn 

langka bcrupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu 
pengerahuan d,.m/ntau parrwrsata; dan 

c, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekiiar 

kawasan keunikan proses geologi, 
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Pasal 102 ... 

Indikas.i arahan peraturan zonasi untuk tam.an buru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 100 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 
a. pcmanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan 

pcngelolaan kawasan taman buru; 
b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pcrburuan satwa secara terkendali; 
c, pemanfaatan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa 

untuk perburuan; 

d. penerepan ketentuan rnengcnai pclarangan perburuan sarwa yang tidak 
ditetapkan sebagai satwa buruan; dan 

e, pencrapan kctentuan mengenai standar keselamatan bagi pemburu dan 
masyarakat di sckuarnya. 

Pasal 101 

lndikasi arahan pcraturan zonasi untuk kawasan tindung lainnya 
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 77 huruf f melipul.i: 

a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru; 
b. Indikaai arahan pcraturan zonasi untuk tcrumbu karang; dan 
c. lndikasi arahan peraturan zonasi untuk Koridor Ekosistem. 

Pasal 10-0 

r. pencrapan ketcntuan mcngcnai pcmbatasan pcndirian baogunan kecuali 
untuk kepentingan pernantauan ancaman bencana alam geo!ogi dan 
kepenUngan umum; dan 

g. penera.pan ketentuan mengcna.i pelarangan kcgiatan dan pendirian 
bangunan yang mengganggu Iungsi Iokasi dan jalur evakuasi serta 
bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, .SU'UktUr 
aJami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana ala.m 

geologi, 
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Paragraf ..• 

lndikasi arahan peraturan zonasl untuk Koridor Ekosistem sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 huruf c di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada 

wilayah pcrairan yang memiliki jalur rnigrasi pcnyu, paus, lumba-lumba. 
dan duyung; 

b. penerapan ketcntuan mengenai pernbatasan kegiatan pemanfaatan 
sumbcr daya alam unruk memperrahankan habrtat bagi biota taut yang 
bermigrasi: dan 

c. penerapan kctcntuan mengenai pelarangan penangkapan biota laut yang 
dilindungi peraturan perundang-undangan. 

Pasal 103 

Jndikasi arahan peraruran zonasi untuk terumbu karang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 buruf b di Kcpulauan Nusa Tenggara mehputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pcmcrtahanan dan pelcstanan terumbu karang 

di wilayah Segttiga Terumbu Karang; 
b. peman(aatan ruang unruk pengembangan prasarana penanda pada 

wilayah perairan yang mcrniliki lerumbu karang; 

c. pcmanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari; 
d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan 

terumbu karang dan kegiatan yang dapat mcnimbulkan pencemaran air 

serta penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem tcrumbu 
karang: dan 

e. penerapan keremuan mengcnai pelarangan kegiatan selain yang 

dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pcnccmaran air 

Pasal 102 

-159- 

PRESIOE.N 
REPUBLIK. NOONESIA 



d. pcngendaltan ... 

lndikasi arahan peraruran zonast umuk kawasan pcruntukan hutan 
scbagaimana dimaksud dalam PasaJ I 04 huru.f a di Kepulauan Nusa Tengg_ara 
meliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan 

perunrukan hutan dengan prinsip berkelanjutan: 
b. pemanfaatan ruang unruk peningkatan fungsi ekologis kawasan 

perunrukan hutan di Pulau Kecil; 

c. pengendalian pcrubahan peruntukan dan/atau fungss kawasan 
peruntukan hutan; 

Pasal 105 

mas: 

a. indikasi arahan peraturan eonasr umuk kawasan pcruntukan hutan; 
b. indikasi arahen peraturan zonasi untuk kawasan perunrukan pertanian; 
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan penmtukan perikanan; 
d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukao 

pertambangan; 
e. indikasi arahan peraturan zonasr untuk kawasan peruntukan industri; 
r. indikasi arahan peraru ran zonasi unru k kawasan pcru.nru.kan pariwisata: 

clan 

g. mdikasl arahan peraruran zonasi untuk kawasan perunrukan 
pcrmukiman. 

Indikasi arahan peraturan zonasi -untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki 
nilai strategis nasional sebagaimana climaksud dalam Pasal 76 huruf b tcrdiri 

Pasal 104 

Paragraf9 
lndikasl Arahan Peraturan ZOnasi unruk Kawasan Budi Daya 
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g. pemanfaatan ... 

Pa,;al 106 

lndikasi arahan peraturan zonasi unruk kawasan peruntukan pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara 
meliputi: 
a. pcrnanfaatan ruang untuk pen_gembangan kawasan budi daya petemakan 

yang didukung oleh mdustri pakan ternak serta pupuk dan biomassa 
ha:siJ kegiatan pctcrnakan. 

b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan perbibitan tcmak yang 
didukung sarana dan prasarana yang handal; 

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya 

hortikultura sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup: 

d, pcmanfaatan ruang untuk pengernbangan kawasan budi daya 
perkebunan sesuai den_gan da.ya dukung dan daya tampung ling.kungan 
hidup; 

e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya pctemakan 
dan perkcbunan yang berdaya saing di Kawasan Pcrbatasan: 

f. pernanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budJ daya tanaman 
pangan melalui intensiJikasi pertanian untuk meningkatkan produkufitas 
kawasan budi daya tanaman pangan; 

d. pengendalian kegiaran budi daya kebutanan yang berpotensi merusak 
fungsi kawasan hutan lindung unruk menjaga kctcrsediaan air; 

c. pcncrapan kctenruan mengenai pembatasan pemanfaatan basil hutan 
untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; 

f, penerapan ketentuan mengenai pcndirian bangunan yang d.ibatasi hanya 
untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan: dan 

g. penerapan keientuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain 
yang dimaksud pada huruJ r. 
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h. penerapan ... 

Pasal 107 
lndikasi arahan peraruran zonasi untuk kawasan perunrukan perikanan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 104 huruf c d1 Kepulauan Nusa Tenggara 
mcliputi: 
a. pemanfaatan ruang unruk pengembartgan kawasan peruntukan 

perikanan tangkap clan budi days yang dilengkapi prasarana dan sarana 
yang ramah lingkungan; 

b. pemanfaatan ruang uncuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis 
rnasyarakat; 

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan 
perikanan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan; 

d. pernanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/ atau nelayan dengan 
kepadatan rendah, 

e. pemantaatan ruang untuk kawasan pemijaha,, dan/alau kawasan sabu.k 
hijau; 

I. pengendalian kegiatan pcrikanan tangkap pada kawasan peruntukan 
perikanan yang memiliki terurnbu karang dan kawasan Koridor 
Ekosistem; 

g. penerapan ketentuan mengenai pening.katan keterpaduan pengembangao 
kegiatan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasionalr dan 

g. pemanfaatan ruang untuk pcrmu.kiman pctani dengan kepadatan rendah; 
h. pengcndalian kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak 

fungsi kawasan hutan lindung untuk mcnjaga ketersediaan air; 
1. pcnerapan ketentuan mengenai penggunaan teknologi hemat air pada 

kawasan budi daya tanaman pa.ngan; 
j. penerapan ketentuan mengenai penetapan dan pencegahan alih fungsi 

lahan pcrtanian beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan 
berkelanjutan; dan 

k. penerapan kctcntuan mcngenai pcJarangan alih fungsi lahan pertanian 
mcnjadi lahan bud! daya non pertanian kecuali untuk pe:mbangunan 
sistem jaringan prasarana utama. 
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Pasal 109 ... 

d. pengendalian pcrkcmbangan kawasan peruntukan pertambangan mineral 
serta minyak dan gas bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup 
dan mengancam kcbcradaen Pulau Kecil; 

c, penerapan ketentuan mengenai pcnd.irian bangunan agar tidak 
mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang 
undangan; 

f. pencrapan ketentuan mengenai pengaruran kawasan pertambangan 
dengan memperhatikan kesermbangan antara biaya dan manfaat serta 
kcscimbangan antara risiko dan manfaat: dan 

g. penerapan ketentuan mcngcnai pelarangan bangunan lain di sckitar 
instalasi dan peralatan kegiatan pcrtambangan yang berpotensi 
mcnimbulkan bahaya dengan memperhatikan kcpcnungan daerah. 

lndikasi arahan peraruran zcnasi untuk kawasan peruntukan pertambangan 

scbagrumana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d di Kepulauan Nusa Tcnggara 
meliputi: 

a. pcmanfaatan ruang unruk pengembangkan kawasan pcruntuk:an 
pertambangan mincraJ (tcmbaga, emas. dan mangan) serta minyak dan 

gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya campung 
lingkungan hidup; 

b. pernanfaatan ruang untuk kegiatan rck.lamasi dan kegiatan pascatambang 

pada kawasan peruntukan pertambangan: 

c, pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan pcruntukan 
penrunbangan mineral serta minyak dan gas bumi secara terkendah di 
Kawasan Perbatasan: 

Pasal 108 

h. pcnerapan ketenruan mengenai pemanfaatan sumber daya pcrikanan agar 
tidak melebihi potensi lestar-i. 
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1. pen era pan ... 

Pasal 109 
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e di Kepulauan Nusa Tenggara 
meliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri 

pcngolahan dan industri jasa hasil pctemakan, hortikultura, perkebunan, 
dan pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan, padat karya, dan 
diclukung pengelolaan limbah industri terpadu; 

b. pernanfaatan ruang untuk pcngcrnbangan kawasan peruntukan mdustri 
pcngolahan dan industn jasa hasil pcrikanan dan kelautan yang ramah 
lingkungan dan padat modal; 

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri 
pengolahan hasil pertambangan mineral serta rninyak dan gas burm yang 
didukung dcngan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan 
pengclolean limbah industri tcrpadu; 

d. pemanfaaran ru.ang unLuk pengembangan kegiatan mdustn kreatif sesuai 
potensi dan keunikan lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan; 

e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasa.n pcruntukan mdustn 
pengolahan hasil hut.an non kayu yang ramah lingkungan dan padat 
karya; 

(. pernunfaaran ruang unluk pengembangan kawasan pcruntukan indusrri 

yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan indusui 
berbasis mitigasi dan adaptasi bcncana: 

g. penerapan ketentuan mcngcnai penggunaan teknologi hemat air pada 
kawasan peruntukan industri; 

h. pcncrapan kctcntuan mcngenai penggunaan metode daur ulang air pada 
kawasan pcruntukan industri untuk meman£aatkan kembali air daur 

ulang rnenjadi air baku: dan 
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L, peacrapan ..• 

Pasal I 10 
lndikaei arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 04 huruf f di Kcpulauan Nusa Tenggara 
meliputi: 
a. pcmanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan ekowisata 

yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; 
b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perunrukan 

parrwisata bahan yang didukung kctersediaan prasarana dan sarana 
pariwrsata: 

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan 
panwisata bcrbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung 
ketersediaan prasarana dart sarana pariwisata; 

d. pemanfaatan ruang untuk kcgiatan pertcmuan, pcrjalanan msentif. 
konferenai, dan pamerarr yang didukung keterscdiaan prasaraoa dan 
earana pariwisata; 

c. pcmanfaatan ruang untuk pengembangan sarana dan prasa.rana 
transportasi guna meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata 
serta antara kawasan pariwisata dan k.awasan perkotaan nasional; 

f. pemanfaatan ruang untuk perlindungan tcrhadap -situs peninggalan 
kcbudayaa.n rnasa lampau; 

g. pcnerapan ketentuan mengenai pemanfaatan potensi alam dan budaya 
masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya rampung 
tingkungan hidup; 

h. penerapan ketenruan rnengenai pendirian bangunan yang dlbatasi hanya 
untuk mcnunjang kcgiatan pariwisata: dan 

i. penerapan kctcntuan mengenai pembatasan pembaogunan perumahan 
baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lam yang ud.ak 
sesuai dengan fungsinya di kawasan perunrukan industri.. 
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J· penerapan ... 

lndikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perunrukan pcrmukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf g di Kepulauan Nusa Tenggara 
meliputi: 
a. pcmanfaatan ruang unruk pengembangan kawasan pcruntuka.n 

permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk 
meminimalkan dampak bcncana: 

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan 
permukiman di Kawasan Perkotaan yang dldukung prasarana dan sarana 
perkotaan; 

c. pemanfaatan ruang umuk pcngcmbangan kawasan peruntukan 
pennukiman di Kawasan Pcrbatasan tennasuk PPKT be.rpenghuni sebagai 
beranda depan dan pinru gerbang negara; 

d. pengendalian pcrkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah 
penyangga serta dr scpanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan 
jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotean 
yang menjalar; 

e, pengendalian kawa.sa.n peruntukan permukiman yang berpotensr 

mengganggu Iu ngai Kawasan Llndung dan lahan pertanian pang.an 
berkclanjutan; 

f. pencrapan ketentuan mengenai penggunaan teknologi hemat air; 
g. pcncrapan ketenruan mengenai pcnetapan amplop banguna.n; 
h. penerapan ketentuan mengenai penetapan tcma arsnekrur bangunan; 
,. penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkepan bangunan dan 

lingkungan;dan 

Pasal 11 J 

i, pcncrapan ketenruan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain 
yang dimaksud pada huruf h. 
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Bagian •.. 

lndika.si arehan pcraruran zonasi urrtuk Kawasan 8udi Daya yang mcmiliki 
nilai strategis nasional sebagaunana dimaksud dalam Pasal 76 yang 
mcrupakan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tcnggara mcliputi: 
a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Andalan dcngan 

scktor unggulan kchutanan, pcrtanian. pcrkebunan, perikanan, 
penamoangan, industri, dan pariwisata termasuk kegi.atan industri 
pengo1ahan dan indusln jasa, permukiman, serta didukung prasarana 
dan sarana; 

b. pemanfaatan ruang unluk pcningkatan keterkaitan Kawasan Andalan 
dengan sektor unggulan kchutanan. pertanian, perkebunan, perikanan, 
pertambangan, industri, dan pariwisata dengan kawasan perkotaan 
nasional sebagai puset pengcmbangan Kawasan Andalan yang terhubung 
dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara; 

c. pencrapen kctcntuan mengenas indikasi arahan peraruran zonasi untuk 
kawasan peruntukan kehutanan. pertaman, perkebunan, perikanan dan 
kelautan, pertambangan, industri, serta pariwisata; 

d. pencrapan ketenruan rnengenal pcngaturan sincrgisitas antarsektor 
u nggulan untuk day a saing dan menghindari konmk pemanfaatan ruang 
entarsektor unggulan; 

e. penerapan ketentuan mcngenai pcmanfaatan bersama prasarana dan 
sarana penunjang; dan 

f. penerapan ketentuan mengenai pengendalian alih Iungsi Iahan 
pemanfaatan ruang sektor unggulan. 

Pasal 112 

J, penerapan ketcntuan mcngenai pcnctapan jenis dan syarat pcnggunaan 
bangunan yang diizinkan. 
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Pasal 115 ... 

Arahan pembcrian inscntif dan dismsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pcmerinlah dan Pcmerintah Dacrnh 

sebegai upaya pengcndalian pcmanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan 
Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara. 

Pasal 114 

Bagian Keempat 
Arahan Pemberian lnscntif dan Drsmsentif 

kabuparerr/kota sesuai peraruran daerah temang rencana tata ruang 
wilayah kabupatenj kota besena reocana rinci dan peraturan zonasinya 

yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara 
sebagaimana diarur dalam Peraturan Presiden ini. 

(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mcndapatkan izin sesuai dcngan 

kctentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengarur jenis 
kegiatan pcmanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan 
ketenruan peraruran perundang .. undangan sektor atau bidang tcrkait. 

pcmcrintah dan/alau provinai. pcmcrintah Pcrnerintah, dari 

Pasal 113 
(1) Arahan perizinan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b 

merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. 
{2) Seuap pemanfaatan ruang harus mendapatkan i:zin pemanfaatan ruang 

Bagian Kctiga 
Arahan Pertelnen 
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(3) lnsentif ... 

Pasal 116 
(1) lnsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dapal bcrupa: 
a. subsidi silang; 

b. kcrnudahan pcrizinan bagi kcgiatan pemanfaatan ruang yang 
diberikan oleh Pemerintah; 

c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; 
ct. pcmberian kompensasi; 

e. penghargaan dan fasilitast; dan/atau 
f. publikasi atau promosi daerah. 

(2) lnsenuf dari Perneriruah Oaerah kepada Pcmerintah Daerah lamnya 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 115 hurufb dapat berupa: 
a. pernberian kompensasl dari Pemerintah Daerah pencnma maniaat 

kepada Pemerintah Daerah pemberi manfaat alas manraat yang 

diterirna olch dacrah penerima manfaat; 
b. kompensasi pcmberian penyediaan prasarana dan sarana; 

c. kemudahaan periainan bagi kegiatan pernanfaatan ruang yang 

dibcrikan oleh Pemerintah Daerah penenma manfaat kepada investor 

yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau 

d. publik.lisi atau promosi dacrah. 

Pasal 115 
Pemberian insentif dan disinscntif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 114 
diberikan oleh: 
a. Pemerintah kepada Pemenntah Daerah: 
b. Pernerintah Dacrah kepada Pemcrintah Oaerah lainnya; dan 
c. Pemerirrtah dan/ atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 
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(3) Disinsentif ... 

Pasal 117 
(1) Dislnsenuf dari Pemenntah kcpada Pemenntah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dapat diberikan dalam benruk: 
a. persyaratan khusu s dalam perizinan bagi kcgiatan pcmanfaatan 

ruang yang diberikan oleh Pemerintah; 

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di deerah: dan/atau 

c. pemberian status tcrtcntu dari Pcmcrintah. 
(2) Disinsentff dari Pemerinlah Daerah kepada Pemerintah Daerah Jainnya 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat berupa: 
a. pengenaan kornpensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat 

kcpada Pemcrintah Dacrah pcncrima manfaat: 
b. pembatasan penyediaan praaarana dan sarana; dan/atau 

c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfa.alan 

ruang yang diberikan olch Pcmcrintah Daerah pemberi manfaat 
kepada investor yang berasal dari dacrah pcnerima manfaat. 

e. sewa ruang: 
f. urun saham; 

g. penyediaan prasarana dan sarana: dan/atau 
h. kemudahan perizinan. 

(3) lnscntif dari Pemcrintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dapat 

berupa: 

a. pemberian keringanan pajak; 

b. pcmbcrian kompensasi; 
c. pengurangan retribusi; 

d. imbalan; 
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(2) Pengenaan ... 

Pasal 120 
( 11 Arahan pcngenaan sanksi sebagaunana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 

huruf d diberikan dalam bentuk sanksi adnunistrasi dao/atau sanksi 
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
penataan ruang. 

Bagian Kelima 
Arahan Pengcnaan Sanksi 

Pasal ll9 
Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinscntif dilaksanakan sesuai 
dengan ketenrnan peraturan perundang-undangan. 

menghormati hak orang sesuai dengan ketemuan peraruran perundang 
undangan. 

yang dibatasi kawasan pad a ruang 
Dislnsen Lif sebagaimana 
kegiatan pcmanfaatan 
pengembangannya. 

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (II diberikan dengan tetap 

Pasal 118 
dimaksud dalam P«sal 117 diberikan untuk (I) 

(3) Disinsenhf dari Pemerintah dan/au,u Pemerintah Daerah kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dapat 
berupa: 
a. pengenaan kompe-nsasi; 
b. pensyaratan k.busus dalam perizinan bagi kcgiatan pcmanfaatan 

ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
c. kewejiban mendapatken imbalan; 
d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
e. pensyaratan khusus dalam perizinan. 
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(31 Kegiatan ... 

Pasal 123 
(JI Pengawasan dise1enggarakan oleh Pemcrmtah dan pemeriruoh provinsi 

scsuai dcngan kewenangannya. 
(2) Pcngawasan diselenggarnkan rnelalui kegiatan pemantauan. pelaporan, 

dan cvu1unsl tcrhadnp kescsuaian pemanfaatan ruang dengan rencana 
struktur ruong don rencana pola ruang Kcpulauan Nus.a Tenggora dalarn 
rangka pcrwujudan Rencana Tata Ruang Kcpulauan Nusa Tenggara. 

Pasal 122 
( LI Kocedinast pcnetaan ruang Kepulauan Nusa Tcnuara dllakukan oleh 

Menlcri 
(21 Koordmas, antardacrah dalam rangka pcnataan ruang Kepulauan Nusa 

Tcnggara dilakukan melalui kerja sama antarprcvmsr dan fat.au kerja 
sama anta.rboda.n koordinasi penataan n.tang dactah. 

Pasal 121 
Dalam rangko mewujudkon rencana struktur ruang don rencana pola ruang 
Kepulauan Nuf;u Tengguru dilaksanakan koordmasi dan pengewnsan pcnataan 
ruang Kepulaunn Nusa Tenggara. 

BABVTI 

KOORDl!'/ASI DA.'1 PENGAWASAN 

(2) Pengenaan sunksl scbagaimana dimaksud pada oyot (l I diberikan 
terhadap kegiatnn pcmanfaatan ruang yang tiduk seeual peraturan daerah 
tentang rencnnu uuo ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci 
tata ruang dan peraturan zcnasinya yang drdasarkan pada Rencana Tata 
Ruang Kepulou,,n Nusa Tcnggara, 
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Pasal 126 ... 

Pasal 125 

Bcntuk peran masyarakat daJa.m perencanaan tata ruang berupa: 
a. masukan mengenai: 

I. peraiapan penyusunan rcncana tata ruang; 
2. peneruuan arah pcngcmbangan wilayah atau kawasan: 
3. pengidcntifikasian potcnsi dan masalah pembangunan wilayah atau 

kawasan; 
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 
5. penetapan reneana tata ruang; 

b. kerja sarna dengan Pcmcrintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama 
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

Pasal 124 

Peran masyarakat dalarn penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Nusa 
Tenggara dilakukan pada tahap: 
a. perencanaan tata ruang; 
b. pemanfaaran ruang; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

BAB Vlll 
PERAN MASYAR..\KAT 

(3) Kcgiatan pcmantauan, pelaporan. dan evaluasi scbagrumana dimaksud 
pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh Cubemur di Kepulauan 
Nusa Tenggara dilaporkan kepada Menteri. 
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c. pelaporan ... 

Bcntuk pcran masyarakat dalam pengendalian pemanf.aatan ruang dapat 

berupa: 

a. masukan tcrkait arahan dan/ atau peraruran zonasi, perizinan, pemberian 

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; 

b. keikutsertaan dalam mcmantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata 

ruang yang telah ditetapkan; 

Pasal 127 

f. kegiatan Investasi dalam pemanfaatan ntang sesuas dcngan ketenruan 

pcraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 126 
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruan.g dapat berupa: 

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang: 

b. kcrja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama 

unsur masyarakat dajem pemanfaatan ruang, 

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan keanfan lokaJ dan 

rencana tata ruang yang tclah ditctapkan; 

d. peningkata.n eflsienst, efekuvitas, dan keserasian dalam pcmanfaatan 

ruang darat, ruang taut, ruang udara, dan ruang di dala.nt bumi dengan 

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dcngan kctcntuan peraturan 

perundang-undangan; 

e. kegiaran menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara scrta 

memelihara dan meningkatka.n kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

sumber daya alam; dan 
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Pa,al 130 ... 

Pclaksanaan uuu caru pcran masyarakat dalarn penotoan n.umg Ki:pulauan 

Nusa Tcnggara dllaksanakan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang 

undangan. 

Pasal 129 

(J) Peran musyarukat dala.m penataan ruang Kepulauan Nusn Tcnggara dapat 

disarnpaikan secara lisan dan/at.au rertuhs kepada: 

a. mcntcrt/punpinan lembaga pernerintah nonkcmentermn terkait 

dengan penutaan ruang: 

b, gubcrnur; don/otau 

c. bupat1/wdhkotn 

(2) Pcran ma,yarnlcat juga dapar disarnpaikan kcpada atau melalui unit kcrja 

yang berada podn kementerian/lcmbaga pcmcnntah nonkemonterian 

tcrkaJ.l dcngan penataan ruang. pemerintah prcvinai, dan pemerimah 

kabupatcn/kota. 

Pasal 128 

c. pelaporan kepndu inatnnsi dru,/atau pejabat yang berwcnang dalam hal 

mcncmukan dugaa,, penyimpangan at.au pctanggaran kegiatan 

pcmanfaotan runng yang melanggar rencana h\ta ru11.ng yang telah 

duetapkun: dan 

d. pengajuan ktbc-ratan atas kepurusan pejabat yang berwenang terhadap 

pembangunan ynng dianggap tidak sesuai dengan rencono tma ruang, 
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(2) Peninjauan ... 

Pasal 132 
p I Jangka waktu Rencanu Tata Ruang Kepulauan Nusa Tcnggara adalah 

sejak ditctapkannya Peraruran Pn:sidcn mi sampai dengan berakhirnya 

jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pcmerintah 
Nomo, 26 Tahun 2008 ientang Rencana Tatu Ruang Wilayah Nasional. 

BAB X 

KETENTU!\N PENUTUP 

Oengan berlakunya Penuuran Prcsiden ini maka peraturan daerah tentang 
rencana tata ruang wilaynh prevmsi, peraturan daernh tcntang rencana tata 
ruang wilayah kabup.uenykotn, dan peraturan dacmh lcntang rencana rind 
uua ruang beserta pcraturan eonas! yang bcrtcntangnn dengan Peraturan 

Prcslden ini harus drscsuaikan pada saat revisi peruiuran daerah tentang 
rvncana tata ruang wilayah provinsi, pcraturan dacrah reruang rencana tata 

ruang wilayah kabupatcn/kota. dan peraturan daerah tentang rcncana rinc1 

tata ruang beserta peraruran zonasi sesuai dcngan kctentuan peraturan 
penmdang-undangan. 

Pasal 131 

BABlX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 130 
Dalarn rangka merungkatkan peran masyarakat, Pernermtah Daerah di 
Kcpulauan xusa TenggMa membangun sistern mJormosi dan dokumentasl 

penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh musyarakat. 
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Agar ... 

Peraturan Prcsldcn ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan. 

PasaJ 134 

Ketentuan dalam peraturan dacrah tentang rencana tat.a ruang wilayah 

provinai, peraturan daerah tentang rencana tatn ruang wilayah 

kabupatenj kota, dan peraturan daerah tentang rencanu rinn tata ruang 

beserta peraturan ,,inasa yan,t telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang 

udak bcrtcntnngan don beJum digami berdasarkan Pcraturon Presiden lni, 

PasaJ 133 

t2) Pcninjaun.n kcmbnti Rencana Tara Ruang Kcpulauan Nusn Tenggara 

drlakukan I (,;Ulu) koli dalam 5 [lima] tahun. 

(31 Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kepulauan Nu!kl Tenggara dapat 

dilakukan lcbih <Lori I [satu] kali dalam 5 (hmo) tahun 

a, dalom kondi,i lingkungan strategis tenentu yang berkauan dcngan 

bencuna alrun skata besar yang ditctapkan dcngan peraturan 

pcrundang-undangan; 

b. dalrun kondis] 1ingkungan stretcgis tcrtentu yang bcrkait.an dengan 

betas tcritorial negara yang ditetapkan dcngan undang-undang; 

dnn/atuu 

c, apabila tcrjadi pcrubahan Rencana Tata Ruang Wilo.yah Nasional 

yang u-rknu dcngan Rcncana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara. 
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